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LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185
huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semmua
benda, dava, keadaan, dan makhluk hidup, termssuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam it
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup vang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

4. Persetyjuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

5.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daeral.

6 Upaya. ..
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnys, disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap
Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir . ..
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Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup
kajilan analisis Dampak Lingkungan Hidup vyang
merupakan hasil pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnva
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampak terhadap Lingkungan Hidup yvang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Rencana  Pemantauan Lingkungan  Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang
dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk
melakukan uji kelayakan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku . . .
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan aziau badan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada
bidang tertentu.

Instansi  Pemerintah adalah kementerian/ lemnbaga
pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang seianjutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak
Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagal instrumen Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup  yvang
selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen eval:asi
dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk
digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup adaleh masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau
proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga
Mutu Air.

33. Daerah . ..
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Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah
baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat
hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
ternpat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.

Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses
dalam suatu kegiatan.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari
suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

42. Udara . . .
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Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan perawuran perundang-undangan.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk imenjaga
Mutu Udara.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang
memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi
dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen
lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia
yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara
Ambien.

Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku
Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimssukkannya
ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi Pencemaran Udara.

52. Beban . ..
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Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang
dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara
Ambiex.

Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasnkkan
ke dalam Udara Ambien,

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah npaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjsga
Mutu Laut.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dar bentuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekclogis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum interitasional.

Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera
yvang memilik: salinitas 0,5 sampai dengan 20 practical
salinity unit (psu) atau lebth dari 30 psu.

Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar
makhluk lndup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang cleh
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya
makhiuk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuei lagi dengan
Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan . ..
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. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan
yang telah ditetapkan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut
dan/atau Kerusakan Laut.

Status Mutu Laut adalah tingkatan Muiu Laut pada lokasi
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu
Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut.

Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di
dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri
dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil
lain yang hidup dalam koleni.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi
khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi
pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir.

Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan
tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara
generatif dan vegetatif.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dar/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,
dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

70. Limbah . ..
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Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedurel yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 vang selanjutnya disebut
Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh
persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

Simbol Limbah B2 adalah gambar yang menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3
yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai
Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu
pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada
kemasan langsung Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah
B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanati, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.

Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan . . .
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Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurang? sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3
sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3,

Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha vang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan wsaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan keglatan Penimbunan Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengurapulkan
Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi
dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat
racun.

Penimhunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan
Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak membahayakan  kesehatan manusia dan
Lingkungan Hidup.

92, Sistem . ..
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Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat vang meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratarn
Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecclakaan
Pengelolaan Limbah B3.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai
standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuali peraturan perundang-
undangan.

Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat
SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pejabat Fungsional adalah adalah pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi
Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk meiakukan Pengawasan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup wuntuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99, Sanksi . ..
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Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewgjiban/perintah  dan/atau  penarikan  kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar
ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

o e

o a o

Persetujuan Lingkungan;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara,;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan .



SK No 084515 A

[

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

-14 -

Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup:

Sistern Informasi Lingkungan Hidup;
pembinaan dan Pengawasan; dan

pengenaan Sanksi Administratif.

BAB Il
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dslam
Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak
penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungar. sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah,

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) berakhir bersamazn dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Dalam . .
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Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a.
b.

c.

(1)

(2)

(3)

Amdal;

UKL-UPL; atau
SPPL.

Pasal 5

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan vyang
besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada
di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4} Rencana . . .
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan
lindung tersebut.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta
arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya dengan melampirkan ringkasan
pertimbangan ilmiah.

Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {5), Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan
dan memberikan arahan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jems rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting;

b. jenis . ..
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b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yaug lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan i |luar
dan/atau udak berbatasan langsung dengan
kawasan lindung; dan

I

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7
SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ wajib
dimilikn bagi Usaha dan/atau Kegiatar yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungzn Hidup
dan tidak termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;

b,  merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro
dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atav

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup vang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri
atas:

a.
b.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan;

proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
merimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasiinya dapat mempengaruhi
lingkungan alarn, lingkungan bmatan, serta lingkungan
sosial dap budaya:

€. Proses . . .
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proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
pelestarian  kawasan Konservasi sumber days alam
dan/atau perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungarn Hidup.

Pasal 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan 3PPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit
setiap S5 (lima) tahun sekali.

(1)

Pasal 10

Kewajiban memihki Amdai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan vang:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail
tata ruang yang telah dilergkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana
kelola hutan vang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinc1 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. program . . .
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¢. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau
program berupa rencana induk vyang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup
strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di
dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
penelitian dan bukan untuk tujuan komersial,;

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan
dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;

1. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani
Perizinan Berusaha; dan/atau

j.  rencana Usaha dan/atau Kegiatan  selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung, vyang telah mendapatkan
penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.

(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif,
tematik, dan spasial.

{3) Rencana . . .

SK No 097401 A
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.

eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan
panas bumi vyang tidak diikuti dengan Usaha
dan/atau Kegiatan pendukung yang
skala /besarannya wajib Amdal,

penelitian dan pengembangan nonkomersial di
bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu
fungsi kawasan lindung;

kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian
kawasan lindung;

kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan
keamanan negara yang tidak memiliki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup;

kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung
kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah: ini.

Pasal 11

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1} huruf a sampai dengan
huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki
RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
kawasan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(3) RKL . . .
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RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku
Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Xesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang disahkan oleh pengelola kawasan dau menjadi
prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam
kawasan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimanas
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k dan huruf i
tidak memerlukan dokumen Lingkunganr Hidup.

Pasal 12
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2} huruf a; dan/atau

b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menters;.

Rencana Usaha dan/arau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri oleh:

a. menteri dansatau kepala lemhaga pemerintah
nenkementerian;

b. gubernur;
¢.  bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat i2)
paling sedikit berisi:

a. ventitas pengusul,

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;

¢. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di

sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

d. analisis . . .
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d. analisis Dampak Lingkungan Hidup vang akan
Teriadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
fmmgkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana UUsaha dan/atauv Kegiatan tersebut memiliki
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan
dapat diteraplkan nmenjadi rencana Usahs dan/asau
Kegiatan yang wajb memiliki Amdal.

Usulan sebagairaena diinaksud pada ayat (3) disusun
dalam 1 (satu) dockuunen pengajuan penetapair lenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib mewmiliki
Amdal.

Pasal 13

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayart (3).

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud nada
ayat (1), Menter1i menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluas1 sebagaimana dimaksud pada ayac (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan-

a. alasan ilmiah bahwa rencana Ussha dan/atau
Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

¢. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup; dan

d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.
Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memilik; Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan . ..
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b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi  Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib mermliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal,
kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4}
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib
memiliki Amdal; atau

b. menolak wusulan penetapan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 dan Pasal 14
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh} hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

(1} Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh
Menteri,

(2} Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri, oleh:

a. mentert dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian;

b. gubernur;

C. bupati . . .
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¢.  bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat,

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sediktt berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiaran yang
akan dilakukan beserta skala/besarannya;

¢.  stalus dan kondisi lingkungan di dalam dan di
sekitar lokasi rvencana Usaha dan/atau Kegizian;
dan

d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akan
terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
lingkungan Hidup, dan alasan ilmiak bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut lidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiiiki
Amdal.

Pasal 17

Menteri melakukan evaluast terhadap usulan teriulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Dalam raelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencara Ussha
dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai
dengan perkembongar iimu pengetahuan dan
teknologi;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

C. berdasarkan pertimbargan ilmiak bahwa rencana
Usana dan/atau Kegiatan uadak menimbulkan
Dampzak Penting.

{(4) Delam
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(4} Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerhitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Keglatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada
Menteri.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4}
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal; atau

b.  menolak wusulan penetapar. suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
mermniliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib merniliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 darn Pasal 18
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20 ...
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Pasal 20

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan dari instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPPL.

Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyvusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

(1)

(2)

Pasal 21

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian . . .
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Kesesualan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dibuktikan dengan konfirmasi kesesnaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendesi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar.

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesua: dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud puda ayat {3), dokumen Amdal tidak dapat
dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Ussha
dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:

a. tungegal;
b. terpadu; atau
c. Lkawasan.

Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan 1 (satu) jenis Usana dan/atau Kegiatan vang
kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya
berada di bawah 1 (ratu} kementerian, lembaga
pemerintah  nonkemsntevian, organisasi  perangkat
daerah provinsi, sta.t organisasi perangkat cacrah
kabupaten/kota.

Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf b dilskukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan lebih dari 1 (satu} jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling
terkait dalam saiu kesatuan hamparan ekosistem serta
pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah
lebih dari 1 (satu} kementerian, leinbaga pemerintah
nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi,
atau organisasi perangkai daerah kabupaten/kota.

{4} Pendekatan . . .
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Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh pengelola kawasan selaku
penanggung jawab  Usaha dan/atau Kegiatan vang
merencanakan untuk melakukan lebin dari 1 (satu)
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan ocieh
Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam sawm
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang
telah mendapatkan penetapan kawasan dan pergelola
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendekatan penyusunan Amdsl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Ussgha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satuj Amdal yang
dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.

Pasal 23

Penanggung jaweab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1} dalam
penyucunan Armdal! dapat ailakukan sendiri atau
menunjuk pinak lain dalan: hal tidak mampu.

Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang
memiliki sertifikat kompetensi,

Hasil penyusanan Amdel yang disusun pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi tanggung
jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkurgan Hidup provinsi, atav
orgarusasi  perangkat dacrah  vang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun Amdal.

{2) Dalam . . .
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{2} Dalam hai instansi Lirngkungan Hidup pusat.
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat
daerahh  yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupateri/kota bertindak sebagai penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil rnegara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
penyusun Amdal.

Pasal 25

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:

a. hasil penapisan kewenangan penilaian  Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilakukan; dan

d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri
atas:

a. Formulir Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.

Pasal 27

{1} Penyusunar Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dilakukar melalui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  pengisian. per.gajuan, pemeriksaan, dan penerbitan
verita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan:

¢, penyusdnarn ...
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c.  penyusunan dan pengajuan Andsli den RKi.-RFL: dan
d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemieriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
diinaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan
RKI- RPL scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian uji kelayakan Amidal.

Pasal 28

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam
menyusun Amdal sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 21
ayat (1} melibatkan masyarakat yang ierkena dampak
iangsung.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

b.  konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuliih) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} huruf a.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis Kkepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf b.

Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara
korisultasi publik.

Pelbatan masyarakat yang terker» dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29

Masvarakat yang terkena dampak langsung yang
dilibatkan dalam penyusunan Amda! sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1} merupakan masyarakat
yvang berada di dalam batas wilayah studi Amda! yang
akan terksana dampak secara langsung baik positif
dan/atau negatif dari adanva rencana Usaha dan/ataun
Kegiatan.

Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina
dan/atau mendampingi masyarakat terkena ampak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Pasal 30

Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas,
benar, dan tepat mengenai:

a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan,

d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

dampak potensial terhadap lingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendaliarn Dampak
Lingkungan Hidup;

f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas
waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
dari masyarakat, dan

g nama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat,
dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Informasi . . .
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informasi dalam pengunumen rencana Usaha dan/atau
Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarapaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh
seluruhn lapisan masyarskat.

Selain menggunakan bahasa Indonesis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuinan
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal vang
sesual dengan lokasi dimana pengumuman tersebur akan
dilakukan.

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatar yang
memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau
b,  pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penanggung jawab Usaha dan/atan Kegiatan dapal
menggunakan media lain untuk melakukan
pengumuman, berupa:

a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;

b. media elektronik melalui televisi, laman, jeiaring
sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;

C.  papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup
dan instansi yang membidang: Usaha dan/atau
Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau
daerah kabupaten/kota; dan

d. media lain yang dapat digunakan.

Pasai 31

Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Ussaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (seputuh) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (2} huruf =.

(2) Saran . ..
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Saran, pendnpat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib
mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan
daokuinen kependudukan.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyearakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. informasi deskriptif tentang kondisi iingkungan vang
berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  nilai-nilai lokal vang berpotensi akan terkena
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan; dan/atav

c.  aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait
dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Saramn, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah
atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masvarakat
yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
penanggung  jawab  Usaba dan/atau  Kegiatan
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan
tanggapan masyarakat.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah
diolah sebagaimana dimakeud pada ayat (6) wajib
digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formaulir
Kerangka Acuan.

Pasal 32

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung inelalui
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
i2) huruf b mencakup:

a. kelompok . . .
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kelompok masyarakat rentan (vulnerable group);
masyarakat adat (indigenous people); dan/atau

kelompok laki-laki dan keiompok perempuan dengan
memperhatikan kesetaraan gender,

Pasal 33

Sebelurn pelaksanaan konsultasi publik sebagaimar.a
dimaksud dalam Pasa! 28 avat (2} buruf b, penanggung
jawab Usaha rdan/atau Kegiatan:

a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses
konsultasi publik; dan

b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan
dalam konsultasi publik.

Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana
dimmaksud pada ayat {1) huruf b, penanggung jawah
Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi
mengenai:

a. tujuan konsultasi publik;

b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;

c. bentuk, cara, dar metode konsultas) publik yang
akan dilakukan;

d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e. lingkup saran, pecndapat, dan tanggapan dari
masyarakat.

Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan
mencakup:

a. lokakarys;

seminar,

focus group discussion;
temu warga;

forum dengar pendapet;

o Qo

f. dialog . . .
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f.  dialog interaktif; dan/atau
g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat

digunakan wituk berkomunikasi secara 2 {dua)
arah.

Penanggung juwab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
memilih salah satu atau kombinasi dari beirbagai
bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara
efektit dan efisien dapat menjaring saran, pendapat,
dar. tanggapan masyarakat secara optirnal.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan men3jampaikan
informasi paling sedikit terkait:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan,

b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi
awal penanggung jawab Usaha dar;/atau Kegiatan
meliputi  penurunan  kualitas  air  permukaar,
penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan
Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu
lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan
kerja, dan peluang berusaha; dan

¢. kompenen lingkungan yang akan terkena dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan intormasi yang  disampaikan  oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat
vang terkena  dampak langsung berhak
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usahe dan/atau Kegiatan wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat,
dan tanggapan masvarakat yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran . ..
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Saran, pendapat, dan tanggapan inasyarakat yang
telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3j
wajib  digunakan oleh pecinanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan secbagai masukan dalam pengisiar
Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a
disampaikan juga oleh penanggung jawabk  Usahs
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pelibatan masyarakat dengan menempatkan
pengumuman yang disampaikan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan
dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud alam
Pasal 28 ayat (2) huruf a.

Masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1(2)
meliputi:

a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
b. masyarakat berkepentingan lainnya.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {3) berhak
mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka walktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak  pengumuman
dipublikasikan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} disampaikan Kepada Tim Uji Kelavakan
Lingkunga: Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran,
pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang
relevan.

{7) Tim . . .
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Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapat, dan tanggapan vyang relevan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

Kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik
sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.

Kementerian/lembaga pemerinitah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan
spesifik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format scbagaimana tercantum dalarm Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 37

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi  dokurmaen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam ...
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Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik helum
terscdia dalam sistem informasi dokumen lingkurigan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengsian
Formuiir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (5).

Pasal 28

Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajuian
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperiksa oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
varg berkedudukan di pusat;

b. gubernur meialui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
iLingkungan  Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan
pemeriksaan Fornmwulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat melibatkan:

a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 {sepuluh)
hari kerja sejak Formuliz Kerangka Acuan diterima dari
peranggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara
lengkap.

Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun
dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir
Kerangka acuarn yang memuat informasi paling sedikit:

a. Dampak Penting hipoteuk,

b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c. metode . ..
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c. metode studi;
d. penetapan kaiegori Amdal; dan
e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

Penanggung jawab Usaba dan/atau Kegiatan menyusurn
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mernuat:

a. pendahuluan;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta
alternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

penentuan Dampak Penting hipotetik vang dikaii,
hatas wilayah studi, dan batas waktu kaiian;

f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;

g  evaluasi secara  holistik terhadap Dampzak
Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i, lampiran.

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum
dalam Lampivarn II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintab ini.

Fasal 40 . . .
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Pasal 40

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun
dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat;

a. pendahuluan;
b.  matrik RKL;

¢. matrik RPL;
d

persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang relevan terdiri atas pengolahan dan
pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan
dampak lalu lintas;

€. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan
g. lampiran.

Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori
Usaha dan/atau Kegiatan.

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kategori A;

b. kateger B; atau

c. kategon C.

{3) Kategorn . . .
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Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
Lingkungan Hidup;

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

d. kondisi dava dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat i2) dilakukan
dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) harj;
dan

¢. kategori C paling lama 60 (enam puluh} hari.

Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu
penyusunan dapat dilakukan lebikh lama dari jangka
waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Penambahan wzktu penyusunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 melalui sistern informasi dokumen Lingkungan
Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.

Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sehagaimana dimaksvd pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d

analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh:

a. Menteri raelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

¢c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksuad pada ayat {1) dilakukan
melalu tahapan:

a. penilaian administrasi; dan
b. penilajian substansi.

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf 2 meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan . ..
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b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

o

Persetujuan Teknis;

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan

oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. ujitahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL; dan

c¢. Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak
Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus
mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat
daerah yang berwenang.

Pasal 45

Penilaian substans: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau
dalam jaringan.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat
kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
lebih dari 1 {satu) kali.

Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat . ..



SK No (09741t A

@)

(5)

{©)

(7)

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

- 44 -

a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/ atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan;

¢. instansi scktor penerbit persetujuan awal dan
Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang
terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

€. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau
masyarakat berkepentingan lainnya yang telah
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat meiibatkan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam
kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
rmemerlukan perbaikan; atan '

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

Terhadap dokumen Andal! dan dokumen RKL-RPL yang
tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksad
pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan uji kelayakan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Penanggung  jawab Usaha  dan/atau Kegiatan
menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
vang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uiji
kelayakan.

Pasal 47

Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalan Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayar (3) dilakukan
berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
pemanfaatan ruang;

b. kesesuaiarn rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan kebiiakan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

¢. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu
kepentingan pertahanan keamanan;

d. prakiraan secara cerinat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. snsial
ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
operasy, dan pasca operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

€. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting sebagai satu kesatuan yong saling
terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui

perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif
dengan yang bersifat sniegatif;

f. kemampuan . . .
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kemampuan penanggung jawab Usaha danr/atauw
Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif
vang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;

rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan tidak
mengganggu nilai-nilai  sesial atau pandangan
masyarakat (emic view);

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan
mempengaruhi  dan/atau  mengganggu entitas
ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2. memiliki nilai penting secara ekologis {ecological
importance);

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic
importance); dan/atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance),

rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  tidak
menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana iokasi
Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dimaksud.

Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampatkan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau

rekomendast ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi . .
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Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berups
rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan
Pasai 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja
sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan
lengkap dalam penilaian administrasi.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak
Lingkungan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan
tidak layak Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup vang
ditetapkan sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat . . .
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b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diterbitkar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinun Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupskan dasar
pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatar.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, paling
sedikit inemuat:

a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji
keiayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

b. identitas penanggung jawab  Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
meliputi:

1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan:

4. alamat kantor: dan

5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. lhngkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung sesuai dengan
Persetuyuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetuyjuan Teknis paling sedikit memuat:

L. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaai: Limbah B3, dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia
terkait bakve mutu  Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan

3. sistem mianajemen lingkungan.

€. persyaratan . . .
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persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk memenuhi komitmer: Persetujuan
Teknis sebelum operasi terkait deagan lingkup
Persetuinan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, yang terdiri atas:

1
k.

2.

&2

memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen
RKL-RPL;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di  bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca verifikasi pemenuhan baku mutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3,
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai
rincian pengeiolaan vang termuat dalam
dokumen RKL-RPL;

menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enamy) bulan sekali;

mengajukan permohonan perubahan
Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran
kewajiban pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

kewajiban lain vang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan  kepentingan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

hal-hal lain, yang meliputi:

1. ketenituan . . .
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1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dar./atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi
Administratif apakbila ditemukan pelanggaran
administratif;

&

ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan  bahwa keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha
dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak
ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan
dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelavakan
Lingkungan Hidup.
Surat keputusan kelidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, paling
sedikit memuat:
a. lingkup rencanc Usaha dan/atau Keglatan;
b. dasar pertimbangan Kketidaklayakan Lingkungan
Hidup;
¢. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tanggal penetapan keputusan Kketidaklayakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
telah diterbitkan oleh Menteri, gubermuar, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannva
diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup atau carza lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas:

a. media massa. den/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

{3) Pengumuman . . .
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang. .

{3) Kesesuaian lokas1 rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dibuktikari dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rerncana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 33 . . .



SK No 084553 A

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52.

Pasal 53

Penyusunan Fermulir UKL-UPL  dimulai  dengan

penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Keglatan;
dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

Dalam: hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta

berlokas: di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,

dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) vang dilakukan oleh lebih dari 1
(satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/fatau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Forinulir UKL-
UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1
(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat dacrah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusur: UKL-UPL.

Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat deerah vang
membidangi  Lingkungan Hidup  kabupaten/kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) dapat menjadi penvusun UKL-UPL bagi
instansinya masing-masing.

Pasal 35

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

{3) Kementerian . ..
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Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkoordinasi dengan Menteri.

Menter: memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun olch kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
daiam sistera informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunaican
iormat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkar dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pusal 56

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen Lingkurgan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat {4).

Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayai (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat {5).

Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum Jalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah inij.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohionan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi
kepada:

a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemnerintah;

Lo

berlokasi di lintas provinei; dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut lebih dan 12 {dua
belas) mil laul diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan vang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;

2. berlokasi di lintas daerah kabupaten,/kota vang
berada dalam 1 (satu) provinsi: dan/atau

3. Dberlokas:i di wilayah laut paling jauh 12 (dua
belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;

bupati/wali kota, untuk Usaha danjatau Kegiatan
vang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterhitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL siandar yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
melaiui:

a.

sistem Perizinan Beruszaha terintegrasi secara
elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instans: Pemerintah.

Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

4) Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Ernisi;

¢. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi scbagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: :

a. usaha dengan tingkat risikc menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat {5) huruf
a,

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf ¢; atau

d. kegiatan . . .
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5} huruf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dany/atau
Kegiatan,;

c. Persetujuan Teknis; dan

kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisiar.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesitik atau Formulir
UKL-UPL standar.

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . ..
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Pasal 60

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis meialui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetuyuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Pasal 61

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan
untuk:

a. usaha dengan tingkat risikoc menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf ¢; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat  yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

k. gubernur. ..
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b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidang: rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spestfik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
() perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menter, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuail dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 {lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan  persetuyjuan  Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) han kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam hal;

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formuhr UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permchonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:

a. pejabat . . .
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a. pejabat vang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL yang ditugaskan oleh Menter, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang trerupakan
kewenangan Mentert;

b. kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegiatan wajib UKL-UPL vyang merupakan
kewenangan gubernur; atau

¢. kepaia perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupaksn
kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

rersctujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pacal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inernuat:

a.

dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan subsiansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL -UPL standar:

identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputic

1. naina Usaha dan/atau Kegiatan;

2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usszha
dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan,;

deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
vang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesvar dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi vang berwenxzng
menerbitkan Persctujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .



SK No 084562 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-0l -

Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1.

3.

standar teknis pemenunan baku mutu Lingkuogan
Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atas aunalisis
meigenal dampak lalu jintas;

standar kompeten:si sumber days manusia terkait
baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dar

sistem manajemern lingkungan;

persyaratan bagl penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatar untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan
Teknis sebeluin beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
antara lain:

1.

memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajitban Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara
berkala setiap 6 (enamj bulan sekali;

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengelolaan dan pemantauvan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannva; dan

kewajiban lIain yang Jitetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan kepentingan
Perlindungzn dau Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . . .
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Pasal &4
Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelnlaan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha arau
Persetujuan Pemerintah.

Penizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjsdi dasar
pelaksenaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Perselujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b diterbitkan sesva: dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

SPPL bagy usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Tata cara pengisian formuly sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

Pengintegrasian SPPL ke dalamn nomor induk berusahs
sebagaimana dimaksud daiam Pasal €5 ayat (1) dilakukan
melalui sistem Periziniwa Berusaba terintegrasi secara
elektronik,

{2) Pengisian _ . .
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Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2} dilakukan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
mermuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

¢. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telab diisi
oleh Instansi Pemecrintah melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pasal 67

Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. pecrorangan; atau
b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dimnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: _,

a. ketua; dan

b, anggota.

(4) Ketua . . .
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Ketua sebagaimana dimalsud pada ayat (3) huraf a wai'b
memiliki sertifikat kompetensi yang memernuhi standar
kualifikasi ketua tim pernyusen Amdal.

Anggota scbagaimana dimaksud pada ayat (3y huruf b
paliag sedikit terdiri atas 2 {dua) orang yang wajib memiliki
scrtifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penvusur. Amdal dan/atau kuaiifikasi ketua
tum penyusun Amdal.

Dalam melakukan penyusunan Amdal, tim penyusun
Amndal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus
melinatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikesi di
bidangnya masing-masing sesual dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk
melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayzi (3)
sampai dengan ayat (6).

Pasal 68

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat {5) diperoleh
melaiui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Sistem  sertifikasi  kompetensi  penyusun  Armadat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan oleh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan
kempetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi
Amdal.

Sistem  sertifikas:  kompetensi penyusun  Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

a. pelatihan penyusunan Amdal;
b, 141 kninpetensi; dan
¢c.  penerpitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencrbitnn  sertifikat  kompetensi  penyusun  Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf ¢ terdiri atas.

a. kualifikast . . .
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a. kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan

b. kuaiifikasi anggeta tim penyusun Amdal.

Pasal 69

Pelatihan penyusunan "‘Amdal sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3} huruf a dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan kompetensi Amdal.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaunana
dimaksud pada ayai (1) mengajukan permohonan
akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan
meliputi;

a. identitas lembaga pelatihan kompetensi Amdali;

b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyasun
Aradal;
daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki

pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima)
tahun;

5'3

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal
berdasarkan standar kompetensi;

e. menyediakan informasi publik mengcnai
pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun
Amdal; dan

f. slslem manajemen mutu.

Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga
pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi
ketentuan dalam jangka wakrtu paling lama 3 (riga) hari
kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dengan lengkap dan benar.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah
terakreditasi sebagaimana dimnaksud pada ayat (3)
melaporkan  pemenuhen  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ sampai dengan huruf f
kepada Menteri setisp 1 {sat) tahun sekali.

Pasal 70 . ..
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Pagal 70

Uil kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf ¢
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi Aindai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (2).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amndal sebagaimana
dimaksud pada =ayat (1} mengajukan permochonan
penetapan  kepada  Menteri  dengan  dilengkapi
persyaratan meliputi:

a. identitas lenibaga sertifikasi kompetens: Amdal;

b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal:

c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. penguji yang memiiiki pengalaman paling sedikit 1C
{sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan
pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna
jasa dan publik; dan

g. sistem manajemen mutu.

Lembaga sertificasi kompetenst Amdal vang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ sampai dengan huruf g
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pagal 71

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal menerbitkan
sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan
lulus uji kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan
evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling
sedilsit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Evaluasi sebagaimana dbnaksud pada ayat (2)
dilak sanakan terhadap mutu Amdal yang disusun.

Kritcria evaluasi mautu Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} ditetapikan wieh Menteri.

Pasal 72 ...
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Pasal 72

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal
melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi
penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan jika penyusuin Amdal:

a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;

b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal,;
dan/atau

¢. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam
penyusunan Amdal. ’

Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah
dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan
pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat {2) huruf b mengajukan
permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi
persyaratan:

a. identitas pemohon:

akte pendirian badan hukum;

penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki  sertifikat

kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
ketua tim penyusun Amdal;

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memilhki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusun Amdal,;

a o o

f. memiliki . . .
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f.  memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi
standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai
dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

h. memiliki sistem manajemen mutu; dan

i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap
pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga
prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari
konflik kepentingan.

Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelak permohonan registrasi diterima
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}.

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal vang telah
teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan  pemenuhan  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

Menteri inelakukan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oleh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
b. iembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 {satu} kali
dalam 3 {tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75
Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:

a. lembaga peiatihan kompetensi Amdal tidak
memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4);

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak
memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat {3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak
memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari kerja sejak
peringatan tertulis diterima, Mentert melakukan
pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi
lembaga.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan
Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dilarang

melaksanakan penyusunan Amdal.

Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mencabut pembekuan.

Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri
mencabut akreditasi, penctapan, atau registrasi lembaga.

(7) Menteri . . .
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{7} Mentern menyampaikan kepada publik  mengena:
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (€) melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keesnain

Pembenwkan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Paszl 76

(1) Menteri membentuk Lembaga Jji Kelayakan Lingkungan
Hidun.

(2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertuyas
membantu Menteri dalam:

a.

b
c.
d

membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungarn Hiduap;
melakukan sertifikasi ahli;
menyusun daftar kumpular: ahli bersertifikat,

menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem iniormasi dokumen
Lingkungan Hidup,

melakukan perabinaan kepada Tim Uji Kelayvakan
Lingkungan Hidup; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 77

(i) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun
Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
usulan aart:

a.

SK No 084571 A

pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat;

gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati . . .
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c. bupati/wali kota untuk Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup vyang Dberkedudukan di
kabupaten/kota.

Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uiji
Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL,
gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yvang harus dilakukan wji kelayakan sangat tinggi.

Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran 1V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

a.
b.

(1)

di pusat;
di provinsi; atau

di kabupaten/kota.

Pasal 79

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. herlokasi di:
1. lintas negara;

2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . ..
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3. wilayah laut lebih dari 12 {dua belas} mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

yang Persetijuan Pemerintah diterbitkan oleh
gubernur dan organisasi perangkat daerah yang
memb1dang1 ngkungan Hidup provinsi bertindak
baga 1pcnan wnaiawab kegial %
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Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat uatuk melakukan uii kelayakan Lingkungan
tidup wvang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan
ayat {3).

Pasal 80

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
penyusunan Amdaluya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupaten /kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kotza,

uji  kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

Dalam hal rencara Usaha dan/atau Kegiatan vang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 {satu)
Perizinan Rerusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan  Pemerintah berada di  provinsi  dan
kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yvang berkedudukan di
provinsi.

Pasal 81

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup schagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

a.  keturn;
b.  kepala sekretariat; dan

<. angaota.

(2) Ketua . .
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Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang
menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di
instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua)
tahun.

Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:

a. paling sedikit 5 {lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Anggota yang berkedudukan di provinsi atau

kabupaten/kota terdiri atas:

a. paling sedikit 5 {lima)} orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait
dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (sam) orang dari unsur kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah
yang membidangi Perlindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup.

Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (4} huruf a terdiri atas:

a. ahli mutu udara;

ahli mulu air;

ahli mutu tanah;

ahli keanekaragaman hayati;

ahli kehutanan;

ahli sosial;

ahli kesehatan masyarakat;

ahli transportasi;

SR ™0 aD o

i.ahli...
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i.  ahli geologi;

J.  ahli hidrogeologi;
k. ahli hidrologi;

1. ahl kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri
untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1).

(2} Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh
dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat
memenuhi  persyaratan pengusulan Tim Uji  Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84
(1) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli
bersertifikat.

Pasal 85 ...
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Pasal 85

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat {(2) dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3
(tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian
Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan
oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah
diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian,

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli
bersertifikat.

(3) Ahl bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

SK No 097423 A

Lingkungan Hidup

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen
Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana
tata ruang,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 . .,
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Pasal 87

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem
informas1 dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinvmumkan kepada masyarakat
melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak
Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat {3), masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH
atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup.

(3) Hasil . . .
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Hasil penilatan DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita
acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau
b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan
DELH atau DPLH.

Persetuyjuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan perbaikan.

Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan
DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 89

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan  Penyataan Kesanggupan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan
baku, bahan penclong, dan/atau sarana Usaha
dan/atau Kegiatan vyarig berpengaruh terhadap
Lingkungan Hidup;

b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . . .
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perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

d. pzracbzhan waktu atau durasi operasi Usaha
dan/at~u Kegiatan,

€. terjadinya perubahan kebijakan perierintah yang
ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f.  terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa ailam atau karena akibat
lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/eatau
Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

i.  perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

J.  perubahan pengelolaan dan permantauan
Lingkungan Hidup;

k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari
Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

I, penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

m. terdapat perubahan dampak dan/ataw risike
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan
Hidup vang diwajibkan.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], menjadi dasar dilakukannya
perubahan  Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah  sesvai  dengan  ketentuan peraturan
perundangan-undangan,

Pasal 90 . . .
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Pasul 60

Perubahar  Persetujuan Lingkungan  sebagaimana
dima¥ksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perubahan  Persetujuan  Lingkungan  dengan
kewajiban imervusun dokumen Lingkungan Hidup
baru; atau

b. pcrubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kKewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
paru.

Perubahan Persetuiuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumenr:  Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2} huruf a sampai dengan
huruf g.

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun deokumen Lingkungan Hidup baru
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h sampai dengan
huruf m.

Pasal 91

Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumen  Lingkungan  Hidup  baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat {1) huruf a
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan pernyusunan
dan 1p kelayakan Amdal bary;

. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengclolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban
melakuzan penyusunan dan pemeriksaan Formalir
UKIL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL
standar; atau

¢. perubahan surat Keputusan Keiayakan Lingkungan
Hidup dengan kewsajiban melakukar penyusunan
dan penilatan addendum Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal
baru.

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. tpeA;
b. tipe B; dan
c. tipe C.

Pasal 92

Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis
mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a.

Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara
mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1} huruf b
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf h dan hurufi; atau

b. perubahan . .
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b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Perigelolaan Lingkungan Hidup yang
disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang memeriukan Persetujuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab  Usaha danj/atau  Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan kepada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau
organisasl perangkat daerah kabupaten/Kkota yang
membidangi  Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan penyajian informasi
lingkungan.

Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaiui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap . . .
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Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c.  penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96

Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49
berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan
Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf a.

Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-
UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2} huruf b.

Pasal 97

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2)
huruf ¢, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL, dan perubahaan Persetujuan

Lingkungan;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKL-RPL;

¢. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RPL;
dan

d. penyampaian rekomendasi  kelayakan atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b berupa:

a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan
Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal
dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penyusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusunan Amdal,

Dalam melakukan penilaian substansi addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, untuk addendum Andal dan RKL-RPL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan instansi teknis yang menerbitkan
Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian
substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil yji kelayakan.

{5) Jangka . . .
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Jangka waktu penilaian addendum Anda! dan RKL-RPL
sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji
kelayakan dilakukan paling lama:

a. 50 (lima puluh) han kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimane dimaksud
pada ayat (2};

b. 30 {tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2); dan

c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 98

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesual dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Uszha dan/atau
Kegiatan, jika perubashan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Jangkta waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat (1}
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

sSurat  Kepuwsar:  Kelavakan  Lingkungan  Hidup
scbagaimana dimoksud pada ayat (2) menjadi prasyarat
penerbitar dan termuat dalam perubahan Perizinan
Berusaha atau Persctujuan Pemerintah

Pasal 99 . . .
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Pasal 99

Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf
b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang
meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi perubahan Persetujuan Teknis.

Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu} hari kerja terhitung sejak
permchonan diterima.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:

a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan:

1. surat Kepuiusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
atau

2.  persetujuar. Penyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,

tethadap peruiahan 1encana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. tidak lengkap danj/atau tidak benar, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya mengembalikan perrnohonan untuk
diperbaiki.

Jangka waktu penerbitan perubahan  Persetujuan
Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil
pemeriksaan administrasi diterima.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintiah.

Pasal 100 .
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Pasal 100

Pengelola Kawasan yang tlelah memiliki Persetujuan
Lingkurngar:, melakukan penggabungan dan penyesuaian
Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawah Uszha
dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan
Lingkungan Kawasan.

Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan

Lingkungan jika terdapat:

a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan;

b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatari yang sesuai Persetujuan
Lingkungan kawasan;

¢.  perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan
dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pemantauvarn
Lingkungan Hidup.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1} huruf a.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampal dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.
Perubahan sebagaimana dimalzsud pada ayat (4)
dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) balan.

Pasal 101

Tata cara:

a.

b.

penyusunan adder.dum Andal dan RKL-RPL se¢hagaimana
aimaksud dalam Pasal ©1 ayat (3);

penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan
pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,

sebagaimana tercantum <alam Lampiran V yvang merupakan
bagian tidak terpisankan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian . . .
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Bagian Kesepuiuh

Bantuan Pemeritah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

(1)

(5)

Pasal 102

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil vang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan Amdal.

Penyusunan Amdal bagi wusaha mikro dan kecil
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} dibantu oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian ataul
perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan.

Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah,
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang
membidangt usaha yang dominan.

Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab atas pendanasn penyusunan Amdal atau Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 ..
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Pasal 104

Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
provinsi.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilacuannya berada
di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada
di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, pendanaannya  bersumber  dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

daftar Usaha dan/azau Kegiatan wajib Arndal, UKL-
UPL, dan SPPL;

b. tata . ..
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tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal,
pelatihan kompetensi Amdal, dan lembaga penyedia
jasa. penyusunan Amdal;

pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dan Tim Uji Kelayaken Lingkungan Hidup; dan

tata cara penilaian calon anli bersertifikat,

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IIt

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

o,
[T
S

{2)

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 107

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap air
yang berada di dalam Badan Air.

Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;,
2. danau dan sejenisnya;
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau

b. akuifer.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian; dan
d

pemeliharaan.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 108

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan
ckosistemnnya.,

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolasn Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. inventarisasi Badan Air;
b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar
air; dan

d. pcnyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 109

inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

Inveniarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengidemntifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 110

Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayax (2).

{2) Identifikasi . . .
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Identifikas1 Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

a. citra satelit;
b. foto udara; dan/atau
c. penyelidikan hidrogeologi.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayatr (2)
dilakukan dengan mempeibatikan peta DAS dan peta CAT
dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Pasal 111

Citra satelit, foto wudara, dan/atau penyelidikan
hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(2) diinterpretasikan dengan tahapan:

a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau
penyelidikan hidrogeclogi; dan

b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan
Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala
1:50.000.

Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
karakterisasi Badan Air.

Pasal 112

Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meadapatkan
informasi:

a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;
aspek geology,

aspek morfolegi;

aspek ekolog:;

aspek Mutu Air;

S N

aspek sumber pencemar; dan
g. aspek pemanfaatan air.

Infornzas: sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilakukan
dengan cara penguimpulan dan pengkajian:

a. data . ..
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a. data sekunder; dan/atau
b. data primer.

Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan
data sckunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei
lapangan.

Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11] ayat {2) yang merupakan peta
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

(1)

@)

(3)

(1)

Pasal 113

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf
b untuk:

a. air tanah; dan

b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi
Badan Air.

Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona
awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air
tanah referensi.

Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu
Air Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 114

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1i3
ayat {1} disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan:

a. menteri . .
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a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang suraber daya air;

b. menten vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. menieri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang tata ruang; dan/atau

d. menteri yang menyelengzarakan urysan
pemerintahan di bidang kehutanan.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 113
ayat {1} disusun dan ditetapkan oleh gubernur setclah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
b. berkoordinasi dengan bupati/wali kcta.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota
setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

A

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnva.

Pasal 115

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebhagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1}, Menteri menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 116

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan
alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2} huruf ¢ untuk mendapatkan nilai beban
pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang
diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdirl atas sektor:

industri;

domestik;

pertambangan;

minyak dan gas bumi;
pertanian den perkebunan;
perikanan;

peternakan; dan

PR ™M o0 gop

sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melahui:

a. hasi karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (4); dan

b.  Baku Mutu Air bercasarkan segmientasi dan zonasi
Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) huruf b,

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban peucemar air
sebagaimana dimmaksud pada ayat ({1}, gubernur
menghitung dan menerapkan alokasi beban pencemar air
yang menjadi kewenangan bupati/waii kota di wilayahnya.

{3) Dalam. . ..
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Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung
dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi
kewenangan gubernur.,

Paragraf 4

Peniyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaar Mutu Air

SK No 084597 A

Pasal 117

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d

meliputi:
a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi;
dan
¢. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota.
Paszal 118
(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a
diterapkan pada:

a. DAS lintas negara;
DAS lintas provinsi;
DAS dan CAT strategis nasional;

CAT lintas negara; dan

o o oo o

CAT lintas provinsi.

Rencana Periindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .
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a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;

b.  menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang 2nergi dan sumber daya
mineral;

C. menteni vang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang tata ruang;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dr bidang kehutanan; dan/atau

c¢. gubernur dan bupati/wali kota sesuai
kewenangannya.

Pasal 119

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b disusun
dan ditetapkan oleh gubernur.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
b. CAT dalam Provinsi.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 120

Rencana Perlindungan dan Pengeiclaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 117
huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Rencana  Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air kabupaten/kota schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan . . .
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a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 121

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berisi:

a. pemanfaatan;
b. pengendalian; dan
c. pemeliharaan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
ditetapkan berdasarkan:

a. pemantauan Mutu Air;
b. Baku Mutu Air; dan

c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 122

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a
dengan cara:

a. manual; dan/atan
b. otomatis dan terus-menerus.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan
Hidup.

Hasil permnantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 123

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat {3} ditentukan dengan cara membandingkan hasil
pemantavan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1173 ayat (i}.

(2) Status . . .
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Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. tercemar; atau
b. baik.

Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menctapkan:

a. Mutu Air sasaran; dan
b. rencana pengendalian Mutu Air.

Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan
pemeliharaan Mutu Air.,

Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
b.  Baku Mutu Air;

¢. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air;
dan

d. kondisi sosial. ekonomi, dan budaya.

Pasal 124

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 121 ayat (1) menjadi
bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:

a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
dan

L. penyusunan taia ruang melalui kajian Lingkungan
Hidup sirateg's,

sesltal dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

{3) Rencana . . .
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

sebagaimana dmraksud pada ayat (1) dapat dizbah jika

terjadi perubahan:

a. DBaku Mutv Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayau (1);

b. tata ruang: dan/atau

@]

kelyjakan  lainnya yang  berimplikasi  pada
Perlindur.gan dan Fengelolaan Muta Air.

Bagian Ketiga

Pemaniastan

Pasal 125

Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Muiu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesusi dengan
Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 126

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah
bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku
Mutu Air scbagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1)
huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (3) hurula,

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 127

Pengendalian Pencemaran Air  dilaksanakan sesuai
dengan rencana Perlindungan dan Pengeiolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan Pencemaran Air;
b. penanggulangan Pencemaran Air; dan

c¢. pcmulihan Mutu Air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 128

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber
pencemar:

a  nirtitik; dan
b. titik,

Peucegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakuken melalui cara pengelolaan
terbaik.

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.  penyvediaan sarana dan prasarana:

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan pengurangan, penggunazan kembali,
pendauran ulang, perolehan kembali manfaat,
dan/atau pengisian kembali Air Limbah;

¢. penetapan Baku Mutu Air Limbah;

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah,;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam
pengendalian Pencemaran Air; '

f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Aur; dan

g penerapan sistem perdagangan alokasi beban
pencemar air.

Pasal 129

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.

Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk
sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan
b. air limpasan atau nirtitik.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.

Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan
alokasi beban pencemar air.

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha.

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 . ..
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Pasal 130

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.

Hasil pengelahan Air Liribah sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan:

a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (3) hurut b;

b. pemaniaatan dengan cara aplikasi ke tanah;
dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke
formasi tertentu.

Pelaksanaan pemanfaatan dan/atan pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan aengan fidak menimbulkan dampak
pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan

Pasal 131

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c.

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan kegiatan:

a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air pcrmukaan;

b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Aix Limbah ke
formasi tertentu;

c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikas1 ke tanah;
dan/atau

d. Ekentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air
Limhah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan:

a. ketersediasn teknclogl pengolabhan Aw Limbah; dan

b. pertimbangan . . .
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b. pertimbangan ekononii,

Pasal 132

Menteri menectapkan standar teknologi pengolahan Air
Limbah,

Standar teknologi secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. verifikasi teknologi; dan/atau
b, registrasi teknologi pengolahan Air Lirabah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegialan dapat
menggunakan standar teknologi yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} atau menentukan
teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang
ditetapkan.

Pasal 133

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL yang mclakukan kegiatan pembuangan
dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib:

a. membuat kajian; atau

b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh
Pemerintah,

sebagai dasar pertimbangan dalam = penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci
Pelaku Usaha dalain kawasan yang melakukan kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 131 ayat (2}, mempersyaratkan
Persctujuan Teknis pemnenuhan Baku Mutu Air Limbah
pada RKL RPIL. rinci.

Kajian scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a bagi
kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air
permukaan sehagaimmana dimaksud dalam Pasal 131 ayat
(2} haruf a mzliputs:

a. Jenis dan kapasitas produksi;

b. jenis . ..
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b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong
yang digunakan,

o

sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;

d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air
limbah;

e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem
pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;

f.  hasil pemantauan rona lingkungan awal air
permukaan;

g perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan
alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air
Limbah di air permukaan;

h. lokasi titik penaatan, pembuangan Air Limbah, dan
pemantauvan air permukaan;

1. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air
permukaan; can

J. sarana prasarana dan sistern penanggulangan
keadaan darurat.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
ke formasi tertenty sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. sumnber, volume, karakteristik Air Limbah vang akan
diinjeksikar;

b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;

daerah kajan injeksi yang menggambarkan lokasi
suraur irnjeksi terkait dengan jarax terhadap sumur
penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona
korservasi ai» farah;

d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target
mjeksi mencekiap lapisen zona keda» dan lapisan
zona penyangga;

e. volume/kapssitus tampung zena target ‘njeksi dan
perkiraar: sebaran Air Limbah di zona target injeksi;

f.  uji integritas mekanik;
g. konstruks: sucaar bor;

h. sumur.. . .
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sumur pantau,
debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;

tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap
yang menyebabkan perpindahan Air Limbah darn
formasi ke sumber air minum bawah tanah;

rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
Sistem Tanggap Darurat; dan

rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai
masa operasinya.

Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a bag
kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2} huruf ¢

meliputi:

a. jenis dan kapasitas produksi;

b. Jjenis dan jumlah bahan baku yang digunakan,;

c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah
yang akan dimanfaatkan;

d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;

e. lokasi, media lingkungan yang menerimza Air
Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;
analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah:

g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air
Limbah;

h. besaran dampak pemantaatan Air Limbah,;

1.  efisiensi penggunaan air;

j-  rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang
dihasilkan;

k. rencana pemantaiiain Air Limbah dan Murtu Air; dan

sarana prasarana dan sistem penanggulangan
keadaan darurat.

Pasal 124 . ..
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Pasal 134

Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan
melalui penyusunan skenario dampak berdasarckan:

a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan; atau Kegiatan;
b. alokasi beban pencemar air; dan/atau

¢. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan,
perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui
prediksi sebaran Air Limbah berdasarkuan data Mutu Air
pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada
lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu
Air Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi
Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air
Limbah saina atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah
vang ditetapkan Menteri.

Dalam hai alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:

a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat {3) huruf b; dan/atau

b. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan
beban pencemar air pada sektor lain.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan

evaluasi terhadap Persetujuan Teknis vyang telah
diterbitkan.

Pasal 135 . ..
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Pasal 135

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wah kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pesmohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang
dimohonkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui sistemm informasi dokumen
lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbabh.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 136

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (4) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (5) melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak lengkap danjatau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5)
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

(2) Penilaian . . .
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Penilaian substansi sebagzimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan aan/atau
pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.

Penilaian substansi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air.

Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap
dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b, penanggung jawab (Jsaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbatkan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 137

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 136 ayat {2) menunjukkar:

a.

(2)

memenuhi  persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9)
menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah; atau

tidak memenuhi persvaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana Jdimaksud dalam Pasal 135 ayat (9)
menerbitkan penclakan Persetuyjuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertar alasan
penolakan,

Pasal 138

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a
memuat:

a. standar teknis pcmenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. standar kompetensi sumber daya manasia; dan
¢. sistem manajemen lingkungan.

Standar teknis pemenihan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimauna dimaisud pada ayat {1} huruf a meliputi:

a. paramecter dan ntlai Baku Mutu Air Limbah;

b. desain . . .
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©.  desain instalasi pengolahan Air Limbah;

c. fitik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

titik pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
dan titik koordinat;

e. tititk pemantauan pada Badan Air permukaan, air
tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik
koordinat;

f.  biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

g. kewajiban:

1

memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan,

memiliki unit pengolahan dan saluran Air
Limhbah kedap air;

memiliki alat ukur debit; dan

memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran
Air; dan

h. ‘larangan:

1.

S.

membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
fsatu) saat atau pelepasan dadakan:

mengencerkan Air Limbah dalam upaya
penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

membuang Air Limbah di laar titik penaatar;

mengaplikasikan Air Limbah di lnar area yang
ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah
ke tanah; dan/atau

menyampaikan data palsu.

(3} Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

b. peranggung jawal operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

c.  personel vang memiliki kompetensi lainnya sesuai
kebutuhan,

vang hersertifikat.

(4} Sistem . . .
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(4) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit memuat:

a. pemantauan mutu Air Limbah;

b. penaatan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan
bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air
tanah secara berkala; dan

d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 139

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan
Pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
pulbah) hari kerja.

Pasal 140

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah
sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 141

Dalam pemenuhan Baku Muru Air Limbah, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama
dengan:

a. badan usaha; atau

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

{1} Menteri, gubemur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap
Persetujuan Teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:

a. melihat . . .
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a. melihat kesesuaian antara  standar  teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan;
dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana
serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasii verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan
Teknis.

Dalam hal hasi! verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuatr dengan
kewenangannya memerintahkan unituk melakukan
perbaitkan  sarana dan  prasarana dan/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan vang dimiangkan
dalara berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesual dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana scsuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, Pgjabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 143

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3} meliputi kemampuan:

a. melakukan identilikast surmber pencemar air;

h. menentukan . . .
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b. menentukan karalkteristilk Air Limbah;
¢. menilai tingkai Pencemaran Air;

d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi
pengoiahan Air Limbah;

e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limbakh;

f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
kena terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

g. menguasai standar kompetenst lainaya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengstahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan standar kompetensi suinber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1
(satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 144

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat {4) huruf a dilakukan secara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan mutu Air Limbah secara manual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memenuhi ketentuan;:

a. dilakukan pada titik penaatan Air Limbah;

b. menggunakan mectode pemantauan sesuai dengan
ketentuarn peraturan perundang-undangan; dan

¢. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi
oleh Menteri.

Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib melakukan pemantauan mutu Air Limbah secara
otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat {i; huruf b.

Pasai 145 ...
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Pasal 143

Sister: manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 avat (4) dilakukan melalui tahapan:

a.
0.
c.
d.

perencanasan;
pelaksanaan;
pemeitksaan; dan

tindalan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

ta)

CL.

h

menentukar  lingkup dan  menerapkan  sistem
manajemen  lingkungain  terkait  pengendalian
Pencemaran Air;

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;

memastikan kepentimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap pengendalian
Pencemaran Air;

memastikan adanya struktur organisasi vang
rnenangani pengendalian Pencemaran Air;

menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
perail yang sesuai,

mencntukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan
dampaknya;

identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air;
menentukan risiko dan peluang yang periu ditangani;

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risikc dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kepiatan tersebut; dan/atau

menctapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air,
menentukan  indikator dan  proses  untuk
mencapainya.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. menentukan . . .
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meneritukan sumber daya yang disyaratkan untuk
pencrapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan rterkait pengendalian Pencemaran Air;

menentukan sumber daya manusia yang memihki
sertifikasi kompetens: pengendalian Penicemaran Air;

menetapkan, menerapkan, dan meimclihara proses
yvang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan
eksternal;

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

menetapkan, mencrapkan, dan wengendalikan
proses perigendalian operasi yang dibutuhkan untuk
memenuhi persyaratan s1stem manajernen
Ingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
dan/atau

menentukan potensi sitkasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢
melipufi:

a.

b.

memantau, mengukur, mengangzlisa, dan
mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Air;

mengevaluasi pemenuhan tethadap  kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air;
melakukan internal audit secara berkala; dan/atau

mengkaji sistern manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Air untuk
mermnastikan kesesuaiar, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
melipati

a.

b.

melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

mefakukan  tndakan  perbaikan  berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dau efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian
Penceinaran Air.

Pasal 146 . ..
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Pasal 146

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d
dilakukan meialuil Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(1)

(2)

(L]

(2)

Pasal 147

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi
mencemari  air melakukan internalisasi biaya
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya
produkst dan/atau operasinya.

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Air;
pengelolaan Air Limbah;
pemantauan Air Limbah dan Mutu Air:

penanggulangan Pencemaran Air;

o 00O

pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca
operast,;

=

penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam
pengendalian Pencemaran Air;

g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian
Pencemaran Air;

h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam pengendalian Pencemaran Air;
dan/atan

i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 148

Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi
beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke
Badan Air permukaan

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagailmana
dirnaksud pada ayat {1) mempertimbangkan:

a. ketersediaan . . .
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a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokas:
pembuangan Air Limbah; dan

b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesiai

dengan kewenangannya.

Pasal 149

Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional
ditetapkan oleh Menteri sevelah berkoordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait.

Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi
ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
b. mendapatkan rekomendasi leknis dart Menteri.

Perdagangan alckasi beban pencemar air kabupaten; kola
ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapaikan
rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 15C

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat
membpuang Air Limbah ke Badan Air permukasn sesuai
dengan kuota alokasi beban pencemar air yang
dimilikinya.

Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab
Usaha dan/atau Kematan sesual dengan sistem
perdagangan alokasi beban pencemar air yang
dikembangkan oich Menteri.

Paragraf . . .
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Paracraf 3

Penanggulangan

Pasal 151

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan dengan cara;

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada
masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;
penighentian sumber pencemar air; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi sebagairaana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.

Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan
tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada
Menteri, guberiur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat () memuat:
a. lokasi;

wakiu;

penyebab;

dugaan darmpak terhadap lingkungan; dan

o ac g

upaya yang telah dilakukan.

cfasal 152 . ..
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Pasal 152

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan penangguiangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air
Pasal 153

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
pemulihan Mutu Air.

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pembersihan unsur pencemar air;
remediasi;
rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

o /0 T

lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 154

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya
Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan Mutu Air,

(2) Terhadap . . .
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(2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} menggunakan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 155

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal i54
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya jika;

a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber
pencemarnya; dan/atau

b. udak dikerahui prthak vang melakukan Pencemaran Auwr.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 156

(1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

{(2) Pemelhharaan Mutu Air dilakukan pada:
Badan Air kelas satu:
Badan Air yang berada di kawasan lindung;

matia air,

a0 o

air tanah; dan/atau

danau: tertutup.

L)

{31 Menteri, gubernur, atau pupati/wali kota sesuai dengan
kewenanganrya melakukan pemeliharaan Mutu Aar
melalui vpaya:

a. konservasi Badan Aun aan ekosistemnya;
b. pencadangan Baden Air dan ekosistemnnya; dan/atau

c. peagenaalian perubahan ikiim.

(4} Yonservasi . . .
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Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:

a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas
satu; dan/atau

b. perlindungan ekcsisicm di sekitar Badan Air dengan
Baku Mutu Air kelas satu.

Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air
yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu.

Pengendalian perubahan iklim: sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan melalui pengelolaan Air
Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca.

Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan keientuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 157

Setiap Orang berhak:

a,

mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota;

mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar,
bahava Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air;

berpai tisipasi dalam memantau Mutu Air;

berpartisipast dalam menjaga dan meningkatkan Mutu
Air;

menvampsaikan pengaduan dan mengajukan Kkeberatan

atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya;
dan/atau

f. mendapatkan . . .
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mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka
memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan
Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 158

Setiap Orang berkewajiban:

a.
b.

C.

memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan

ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pericemaran Air
dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 159

Setiap Orang dilarang:

a.

b.

memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan
danau tertutup;

memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3,
dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;

merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran
Air;

melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa génetik

ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat

Pasal 160

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air berupa:

SK No 097449 A

a. memantau . . .
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memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan
masing-masing;

melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di
lingkungan masing-masing; '
menyampaikan informasi hasil pemantausn yang benar
dan akurat;

menyebariuaskan gerakan pengurangan pencemar air;

melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengurangan pencernar air; dan/atau

melakukan program ekoriparian untuk pemulihan
ekosistem Badan Air.

Pasal 161

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya
kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam
melakukan pengurangan pencemar air.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat
dengan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku
Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban
pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air,
perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air
sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perubahan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

b. penyediaan . . .
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penyediaan sarana dan prasarana, tata cara pembuangan
dan pemanfaatan air limbal., Baku Mutu Air Limbah,
penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan
penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah dan SLO, persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL, standar
kompetensi pengendalian Pencemaran Air, pemantauan
mutu Air Limbah, tata cara pelaporan, sistem inforinasi
dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air;

tata cara penanggulangan Pencemaran Air;
tata cara pentulthan Mutu Air; dan

tata cara pelaksanaan kemitraan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal
161 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal! 163

Penvelenggaraan Perlindungain dan Pengelolaan Mutu Udara
meliputi:

a.
b.

C.

perencanaan;
pemanfaatan; dan

perigendalian.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 164

Perencanaan Perlindungen dan Pengeiolaan Mutu Udara
dilakukan melalui:

o gow

(1)

(2)

inventarisasi udara;

penyusunan dan penetapain Baku Mutu Udara Ambien;
penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2

Inventarisasi Udara

Pasal 165

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 huruf a meliputi:

a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan,; dan
b. Mutu Udara ambien.

Inventarisas: sumber Emisi dan/atau sumber gangguan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
pada:

a. sumber tidak bergerak; dan
b. sumber bergerak.

Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b dilakukarn pads Udara Ambien.

Pasal 166 . . .
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Pasal 166

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. identifikasi suraber Emisi dan/atau sumber
gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan
Pencemar Udara; dan

b. penghitungan Emisi, gangguan, den Mutu Udara
ambizn,

Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan:

a. data primer; dan/&aiau

b. data sekurider.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2} antara lain:
a. nasil pengambilan contoh uji;

b.  lgporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dan pemegang Persetujuan Lingkungan;

]

data laporan statistik,; dan/atau
d. data lainnya yang relevan.
Fawal 167

identifikas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat
f1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi mengenai:

w.  jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasiikan
Emisi dan;atau gangguan;

B, lukasi sumber Emisi dan/artau sumber gangguan;

¢. parameter dan nilai parameter Poencernar Udara,

d. sebaran Eniisi dan gangguan,

e. dampak terhadap kesehatan manusia  dan
lingkungari;

f. tingkat pertarucubian ekonom; dan

g. fingkal kepadatan penduduz.

(2) Hasil
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(2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan,
dan Mutu Udara.

Pasal 168

Penghitungan Ernisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
cara:

a. pengukuran; dan/atau

b. perhitungan.

Pasal 169

(1} Pengukuran sebagaimana dimaksud dalamz Pasal 168
huruf a dilakukan dengan cara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus-menerus.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengarn ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 170

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b
dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emist,
gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 171

{1} Penghituingan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan untuk
mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi,
gangguan, dan Mutu Udara.

{2) Penghitungan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di
bidang Perlindungar dan Pengelelaan Mutu Udara.

Pasal 172 ...
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Pasal 172

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
sampai dengan Pasal 171 dilakukan oleh:

a.
b.

C.

(1)

(2)

3)

Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;
gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan

bupati/wali  kota, untuk  inventarisasi udara
kabupaten/kota,

Pasal 173

Menteri  dalam melakukan  inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a
berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait; dan

b. Pemerintah Daerah terkait.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 172 huruf b
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi.

Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c¢
mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambicn

(1)

Pasal 174

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi udara; dan
b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. jenis parameter; dan

b.nilai. ..
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nilai parameter.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
avat (2} tercantun dalem Lampiran VIi yang merupakan
bagian tudak terpisahkan dar Peraturan Pemerintah ini.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada

ayat

(2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan

penctapan nilal konsentrasi Udara Ambien tertinggi di
kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penivusunan dan Penctapan Wilayab Pertindungan dan Pengelolaan Mutu

SK No 084630 A

(2)

(3)

Udara

Pasal 175

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasul 194 huruf ¢
terdiri atas:

a
b
C.
d
e

WPPMU nasional;

WPPMU lintas provinsi;

WPPMU provinsi;

WPPMU lintas kabhupaten/kota; dan
WPPMU kabupaten/ kota.

WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

WPPMU Kelas I, antuk peruntukan pelestarian dan
nencadangan udara bersih;

WPPMU Kelas 1[I, untuk peruntukan kawasan
permukiman, komersial, pertanian, perkebunan,
dan/atau peruntukan lain vang mempersvaratkan
kelas vang sama; dan

WPPMU Kelas UI, untuk peruntukan industri
aan/fatau peruntukan lain vang mempersyaratkan
kelas yang sama.

WPPMU sebagaimona dimaksud pada ayat (1) disusun
paling sedikit berdasarkan:

a.

hasil penghitungan kmisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 168,

b. nilai . . .
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nilai konsentrasi Udars Ambien;
rencana tata ruang wilayah;

kesamaan karakteristik bentang alam; dan

® & 6 o

kondis! iklim dan meteorologi.

Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine,
kawasan tersebut dikategorkan ke dalam WPPMLUI kelas
I.

Pasal 176

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a.

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pererintahan di
bidang tata ruang;

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian; dan

menteri yang tnenyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu

SK No 084631 A

Udara

Fasal 177

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdin
atas:

2.
b.

(1)

RPPMU nasional;
RPPMU provinsi; dan
RPPMU kabhupaten/kota,

Pasal 178

RPPMU nastona! sebagaimana dimaksud dalam Pasai 177
huruf a disusun uniuk:

a. WPPMLU skala nasional; dan

b.  WPPMU skala lintas provinsi.

{(2) RPPMU . . .
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RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nilai konsentrasi Udara Ambien
tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 179

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun untuk:

a. WPPMU skala provinsi: dan
b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud psada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional; dan

b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 18C

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 huruf ¢ disusun untuk seluruh WPPMU yang
berada dalam 1 {satu) wilayah kabupaten/kota.

RPPMU kabupaten/keota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional,
b.  RPPMU provinsi; dan

c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 181

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf a disusiun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengon menteri/kepala lemhaga
pemerinfah nonkementerian terkait.

RPPMU provins: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  bherkoordinasi derigan bupati/wali kota.

(3) RPPMU . .
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RPPMU kabupaten/kota schagaimana dimaksud cdalam
Pasal 177 huruf < disusun dan ditetagkan oleh
bupati/wali kota setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 182

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit
memuat;

a.

b
C.
d

pemanfaatan sumber daya alam;
pengendalian Pencemaran Udara;
pemeliharaan sumber daya alam; dan

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 183

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disusun
dengan mempertimbangkan:

a.
b.

status Mutu Udara ambien; dan

bentuk pemanfaatan,

pada masing-masing kelas WPPMU.

(1)

(2)

(3)

Pasal 184
Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 huruf a ditentukan dengan cara

membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan
nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh
Menter:.

Status Mutu Udara ambicn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdin dari:

a. tercemar,; dan
b. tidak tercemar.

Daiam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menten,
guberriur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

(4) Mutu . . .
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Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. faktor ekonomi: dan
b. perkembangarn teknologi pengendali Emisi.

Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan
dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara
Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 185

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menjadi
bagian dan: rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} dapat
diubal, jika terdapat perubahan pada:

a. Baku Mutu Udara Ambien;
b. kelas WPPMU; dan/atau

Cc. tafta ruang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Paszal 186

Pemanfaaran WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU
nasional, RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada:

a. WPPMU kelas
b. WPPMU lkelas II: dan
c.  WPPMU kelas [].

Pasal 187 . ..
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Pasal 187

Pemanfaatan WPPMU kelas 1 sebagaimnana dimaksud
dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas
untuk:

a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
b. jasa lingkungan; dan

¢.  kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU
dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemanfaatan WPPMU kelas Il dan kelas 1l sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dan huruf ¢
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 188

Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesnuai
dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan

c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 189

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat {2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

a. Baku . ..
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Baku Mutu Emisi;

Persetwyjuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b
dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;

baku mutu gangguan;
internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan

Standar Nasional Indonesia terhadap preduk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara.

Pasal 190

Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 hurul a.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik
yang tersedia.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada:

a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 191

Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3} huruf a
ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

a. dampak Emisi rendah; dan

b.  dampak Emist tinggi,

Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatan dengan dampek Fmisi rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan balku mutu yang ‘elen ditetapkan oleh
Menter:i.

(3) Baku . . .
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Balku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dihasilkan oleh
pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci,
pengelola kawasan dalarn memeriksa RKL-RPL rinci
mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci. '

Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis.

Pasal 192

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalar:. Pasal 191
ayat (3) dan avat (35) kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan
Lingkungan.

Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapt dengan kajian yang memuat:

a. identifikasi sumber Emisi;
informasi darta meteorologi;
informasi rona awal kawasan terdampak;

perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;

® oo g

perhitungan simulasi dispersi untal: menetapkan
kadar maksimum;

perhitungan neraca massn;

bahan baku dan penunjang;

@ o

perhitungan efisienst;

¢

besaran dampak pemhuangan Emisi;

mlai mutu Ernisi;

it

k. proses produks:;
l.  alat pengendazli Emisi yang digunakan:

. konsumsi . ..
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m. konsumsi energi yang digunakan;
n. rencana pengelolaan Emisi; dan
o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

Permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui Sistern Informasi Linglkungan Hidup
untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

Terhadap permchonan Persetujuan Teknis sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan
kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dalam jangka waktu paling lama 2 {duaj har kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan scbagaimana dimsksud
padea ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
vengendalian Pencemaran Udara; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 193

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 192 ayat (4) inenyatakan:

a  lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
delam Pasal 192 ayat {3} melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 192 avar (5)
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.

Terhadap persyaraten sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf b, penangguag jawab Usaha dan/atau Keglatan
melakukan perbaikan dalam jengka waktu paling lama 10
(sepuluh) nari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak bhenar.

Pasal 194 . ..
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Pasal 1G4

Penilaian substansi scbagaimana dimaksud dalam Pasal
193 ayat (1} huruf a dilakukan terhadap kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat {2) unluk
kegiatan vang mempunyal dampak Emis1 tingg ke
lingkungan.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidang:
pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam hal hasil penilaian suabstansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. Llelah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis,
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
{5)  menerbitkan  Persetuyjuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau

b. tidak memenuhi persyaratan Persetijjuan Teknis,
perabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
(5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi disertan alasan
penolakan.

Pasal 195

Penilaian substansi sarapai dengan penerbitan Persetuuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilakukan
dalam jangka waktu paling Jama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pacal 196

Persetujuan Teknis untuk pemenuvhan Baku Muiu Emisi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) Luruf a

memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
b. standar korupetensi sumber daya manusia; dan
c.  sistetn manajemen lingkungan.

Pasal 197 . ..
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Pasal 197

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf a meliputi:

a.

b
C.
d

@

parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;

desain alat pengendali Emisi;

lokasi titik pengambiian sampel;

sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan
titik koordinat;

sarana prasarana pengambilan sampel;

lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;

kewajiban:

1.

mermniliki alat pengendaii Emisi;

2. menaati Baku Mutu Emisi vang ditetapkan bagi
Usaha dan/atau Kegiatan,

3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel
Emisi;

4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi
Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan
kembali;

6. memiliki penanggung jawab yvang memiliki
kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan
Mutu Udara; .

7. melakukan perhitungan Beban Ermisi;

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara;
dan

9. melaporkan seluruh kewajiban  pengendalian

. Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup; dan

larangan:

1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan
dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak

melalui cerobong;

3. menambahkan . . .
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menambahkar udara ke cerobong setelah alat
pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;
dan/atau

tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan
Lingkungan dan/atau  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 198

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;

penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi;
dan

personel yang memiliki kompentensi lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.

b
C.
d

melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
menentukan karakteristik pencemar Emisi;
menilal tingkat pencemaran Emisi;

mengoperasikan dan melakukan perawatan alat
pemantauan Emisi;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian
Emisi;
melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan

kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi;
dan

menguasai  standar kompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Sistemm manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 huruf ¢ dilakukan melalui tahapan:

a.

perencanaan;

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan;

c. pemeriksaan; dan

d. tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem

manaiemerni  lingkungan  terkait pengendalian
Pencemaran Udara;

menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak  terhadap  pengendalian
Pencemaran Udarg;

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran
Udara;

menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;

memiliki  sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran
Udara;

menetapkan struktur organisasi yang menangani
pengendalian Pencemaran Udara;

menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara
dan dampaknya;

mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran
Udara,

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran
Udara serta menentukan indikator dan proses untuk
mencapainya; :

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

m. menentukan ...
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m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
dan/atau
n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

4. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi  kinerja pengendalian Pencemaran
Udara; dan

b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang
dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang
ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Baku Mutu Emisi.

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huraf b menunjukkan
ketidaktaatan, rencana pengelolaan FEmisi harus
dilakukan perubahan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc

meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap Kkewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Udara;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum
sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja
pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 200 . ..
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Pasal 200

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 201

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana
dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
untuk:

a. melihat kesesuaian antara  standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran
Udara yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana
pengendaliari Pencemaran Udara serta terpenuhinya
Baku Mutu Emisi.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} berupa memenuhi atau tidak memenuhi
Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}:

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati /wal kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, ataut bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memerintahkan untuk melakukan
perbaikan sarana dan prasarana danj/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan vang dituangkan
dalam berita acara.

(5} 8LO sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuail
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung . . .
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Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pads ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 202

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagainana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan paling
lambat 1 {satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 203

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan
sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a wajib memenuhi
ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pernenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan
Emisi dengan cara:

a. manual; dan/atau
k. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a dilakukan oleh
laboratorium yang teregisirasi oleh Menteri.

Pemantauan Ermisi dengan cara otomatis dan terus-
menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk
mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang
terkalibrasi,

Menter: menetapkar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
melakukan pemantauar secara otomatis dan  terus-
menerus.

(6) Setiap . . .
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Setiap penenggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya
ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19C ayat (3} huruf b meliputi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri
otomotif;

b. penggunaazn alat transportasi darat; dan
¢. penggunaan alat berat.

Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau
Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dikategorikan berdasarkan:

a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang
diproduksi; dan

b. produk yang telab beroperasi.

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufl b meliputi sumber Emisi berbasis.

a. Jjalan; dan/atau

b. nomjalan.

Pasal 205

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Emisi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri
otomotif;

b. penggunaan alat trausporrasi darat berbasis
nonjalen; dan;/atau

c.  penggunaan alat berat,
wajih inemenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Produk tasil industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hwr i a meliputi:

a enjin mode! bary; dan

b. enjin ...
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b. enjin yang sedang diproduksi.

Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor
industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau
badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling
pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) atau Intermational Laboratorium
Accreditation Cooperation (ILAC}); dan

b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan
alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 206

Setiap Orang vyang menghasilkan Emisi dari alat
transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus
memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan
yvang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga)
tahun; dan

b.  pengukuran dilakukan oleh perscnel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar
pengenaan tarif pajak kendaraan hermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 207 . . .
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Pasal 207

Menteri menyusun dant menetapkan baku mutu gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c.

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. kebisingan;

b. kebauan; dan

Cc. getaran.

Baku mutu gangguarn sebagaimana dimaksud pada ayzat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan manusia;

keselamatan sarana fisik;

kelestanan bangunan;

kctersediaan teknologi terbaik; dan/atau

°© ooz

kemampuan ekonomi.

Pasal 208

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalamn
Pasal 207 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.

Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayal {1)
dilakukan dengan:

a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh
Menteri; dan/atau

b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 209

Setiap Usaha dan/atan Kegiatan harus melakukan
internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebageimana
dimaksud dalam Pasal 189 huruf d.

(2) Internalisasi . . .



SK No 084649 A

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONMNESIA

- 148 -

Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara
dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

Biaya pengeadalian Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Udara;
pengembangan teknologi terbaik rendah Ermnisi;
penggunaan bahan bakar bersih;

prngembangan sumber daya manusia; dan/atau

o a8 o O

kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Udara.

Pazal 210

Menteri menetapkan kuota Emisi dan sistem perdagangan
kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan vyang
menghasilkan Emisi.

Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada sayat (1)
ditetapkan oleh Menteri secelah berkoordinas: dengan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) ditentukan berdasarkan RPPMU vang telah
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 211

Penanggung jawab Usahe dan/atau Kegiatan hanya dapat
melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang
dimilikinya,

Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat {i) dapat
diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pasal 212 . ..
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Pasal 212

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia
terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang
mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189 huruf f.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebauan;
b. gangguan kesehatan; dan

c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakar di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan masyarakat;
larangan penggunaan B3;
kelestarian bangunan;

ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau

® a0 o

kondisi ekonomi.

Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan  berkoordinasi dengan instansi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar
Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di
rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 213

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
ayat {2) huruf b.

Penanggulangan Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait
Pencemaran Udara;

b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. penghentian proses produksi;

b. penghentian  kegiatan pada fasilitas yang
menyebabkan Pencernaran Udara; dan/atau

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Udara pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampalkan laporan  pelaksanaan  penghentian
Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota.

Paczal 214

Penanggulangan  Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 213 ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,
Mer:teri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penangguiangan Pencemaran Udara

Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan kepada ponanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 215

Dalam hal! terjadi bencana yang inengakibatkan
Pencemaran Ucara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangsn.

Faragraf 4

Pemulihan Dumpak Pencemaran Udara

Pasal 216

Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib
melakukar: pemuitharn dampak Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) hurut c.

Pemulihan dampzaik Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembersihan unsur pencemar pada media
Lingkungan Hidup,; dan

b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologt.

Pasal 217 ...
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Pasal 217

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dilakukan dalam
Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Pencemaran Udara.

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksuad pada ayat
(1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesual dengan kewenangannya menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 218

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya, jika:

a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi;

b. gubernur, jika dampak pencemarar lintas
kabunaien/kota; dan

bupati/wali kota, jika dampak pencemaran terbatas
dalarn wilayzh kabupaten/kota.

E‘)

Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.
b.
C,

tata cara mventarisasi udara;
tata cara penyusunan dan penetapan WPPMU,

tata cara penvusunan, penetapan, dan perubahan
RPPMII;

Baku Mutu Emisi;

e. Persetujuan . .
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Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan
SLO;

baku mutu gangguan;

tata cara penetapan kuota Emisi;

sistere perdagangan kuota Emisi;
penanggulangan Pencemaran Udara; dan

pemulihan dampak Fencemaran Udara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai derigan Pasal
218 diatur dalam Peraturan Menieri.

BABV

PERLINDUNGAN DAN PENGEI.OLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu

Umnum

Pasal 220

Penyelenggaraan Periindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
bertujuan:

a.

b.

(1)

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian Mutu Lant;

menjamin pemenuhan dar perlindungan hak atas Muatu
Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan

mencapai keserasian, kesclarasan, dan keseimbangan
Mutu Laut untuk mewujudkan  pembangunan
berkelaniutan

Pasal 221

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Laut dilakukan oleh:

a. Menteri; atau

b. guksrnur.

(2) Menteri . . |



SK No 084655 A

(2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berwenang pada lokasi di atas 12 (dua belas) mil laut,
kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis
nasional tertentu.

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha
dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 222
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian; dan
d. pemeliharaan.

(1)

2)

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf !
Umum
Pasal 223

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf a dilaksanakan terhadap:
a. Air Laut; dan

b. ekosistem Laut.

Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. ekosistem Mangrove;

b. ekosistem Padang Lamun,;
c. ckosistem Terumbu Karang; dan
d

ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuar dan wkuclogi.

(3) Perencanaan . . .
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Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. inventarisasi Mutu Laut;
penetapan Baku Mutu Air Laut;
penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;

penetapan Status Mutu Laut; dan

° o0 o

penyusunan dan penectapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2

Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 224

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan
informasi mengenair kondisi Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian
data primer dan/atau data sekunder.

Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} diperoleh dari:

a. pemantauan Mutu Laut;

b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

laporan statistik;
citra satelit;
foto udara:
foto bawah laut;

® ™0 a0

data satu peta ekosisten laut dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau

h. data lainnya yang relevan.

(4) Data . . .
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Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Jjenis ekosistem Laut;
b. peruntukan Laut;

c. bentuk pemanfaatan;
d

sumber pencemar dan/atau sumber perusak;

®

jenis pencemar dan/atau perusak;

=

jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan
pencemaran dan/atau kerusakan,;

g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran
dan/atau kerusakan;

h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;

i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
J-  tutupan dan kerapatan Mangrove;

k. luas Padang Lamun;

luas tutupan Terumbu Karang;

—

m. sosial ekonomi;

n. seharan dampak pembuangan Air Limbah ke Laut;
dan

0. dampak terhadap kesehatan manusia dan

lingkungan.

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut,
kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status
Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 225

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui
kualitas Air Laut dan kerusakan eksosistem Laut.

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan ocleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Pemantauan . . .
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Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling sedikit:

a. 2 {dua) kali dalam 1 {satu} tahun untuk pemantauan
kualitas Air Laut; dan

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan
kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 226

Data scbagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) vang
memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh
laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

(1)

(2)

(3)

4

Pasal 227

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 ayat (5) dioclah dengan:

a. perhitungan; dan
b. analisis.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui
secara nasional dan/atau internasional.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi
mengenai nilai dari:

a. kualitas Air Laut;

b. tutupan dan kerapatan Mangrove;
c. luasan Padang Lamun; dan

d. Tuasan tutupan Terumbu Karang.

Analisis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan membandingkan data dan/atau
informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut
dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta
melihat  korelasinya untuk mengetahui  kondisi
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut  yang
mempengaruhi Mutu Laut.

(5) Pengolahan . . .
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.Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi
suraber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air
Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 228

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri atau
gubernur sesuail dengan kewenangannva.

Menteri dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berkoordinasi
dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
b. Pernerintah Daerah,

Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan:

a. Menteri;
b. menteri/kepala lembaga terkait; dan
¢.  Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Paragrat 3
Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 229

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
223 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:

a. peiabuhan;
b. wisata bahari; dan
c¢. biota Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi lenis parameter Air Laut dan nilai parameter Air
Laud.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

{4) Baku . .
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Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercanturmn dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 230

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut peruntukan
lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1).

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan berdasarkan hasil
inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (5) serta berkoordinasi dengan
menteri/Kkepala lembaga terkait.

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan,
meryjuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan
biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(1) huruf ¢.

Paragraf 4

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

(1)

Pasal 231

Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3)
huruf ¢ setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala
lembaga terkait.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. knteria baku kerusakan Mangrove;

b.  kriteria baku kerusakan Padang Lamun;

¢.  kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan
d

kriteria baku Kkerusakan ekosistem Laut lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

{3) Penetapan . . .
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Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5); dan

b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian
nasional dan/atau internasional.

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistern Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan tahapan:

a. pengumpulan dan pengkajian data;

b. penjaringan masukan dari pemangku kepentingan
dalam pengelolaan ekosistem Laut; dan

¢. penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan
ekosistem Laut.

Pasal 232

Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2} huruf a ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan tajuk;
b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau

c. parameter lain sesual dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan:

a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau

b. parameter lain sesual dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf ¢ ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuvan dan teknolog.

Pasal 233 . ..



SK No 084662 A

(1)

(2)

FPFRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Pasal 233

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) digunakan sebagai
dasar penetapan Status Mutu Laut.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dievaluasi dan/atau diubah.

Pasal 234

Menteri melakukan evaluasi dan/atau perubahan kriteria baku
kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
231 ayat {1) dengan mempertimbangkan:

a.

b.

(1)

(2)

hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
perubahan rencana zonasi ruang Laut dan/atau
peruntukan Laut.
Paragraf 5
Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 235

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 223 ayat (3) huruf d.

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditetapkan berdasarkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229; dan

c.  kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231,

(3) Status . . .
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Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan
tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 236

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) ditindaklanjuti dengan
menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

SK No 084887 A

(1)

(3)

(1)

Pasal 237

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannyva
menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3} huruf e.

Menteri dalam menyusun dan menctapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
b. Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} berkeordinasi dengan:

a. Menteri;
b. kepala lembaga terkait; dan

¢.  Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Pasal 238

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 disusun dengan
menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara
terpadu.

(2) Rencana . .,
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam
kajian Lingkungan Hidup strategis.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan
dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan
Mutu Laut.

Pasal 239

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dapat
dievaluasi dan/atau diubah dalam hal ierdapat:

a.

b.

i1)

(2)

perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang,
dan/atau

perubahan kebijakan lainnva yang berimplikasi pada
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 240

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;
b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan

¢. kesclametan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
dilaksanakan berdesarkan.

a  rencana zcnast dan/atau rencana tata ruang;

b. perupntukan . . .
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b. peruntukan; dan

c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 241

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c
dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 237.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf . . .
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Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 242

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan
pencegahan Pencemaran dan/atau Xerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melahai:

a. penyediaan sarana dan prasarana,;
b. pembatasan Limbah ke Laut;

c. pencegahan sampah Laut; dan
d

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pernigetahuan dan teknologi.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:

a. nirtitik; dan
bh. titik.

Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau
kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 243

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran danjatau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf a
untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
242 ayat (4) huruf a.

(2) Sarana . ..
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Sarana dan prasarana Pengendahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 244

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menyediakan sarana dan
prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi
usaha mikro dan kecil.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesnai dengan
kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan
badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana
Pengendaliar Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuarn peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 242
ayat (3) huruf b diterapkan pada:

a.
b.

(1)

Dumping (Pembuangan); dan

pembuangan Air Limbah.

Pasal 246

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vyang
melaksanakan pernbatasan Limbah ke Laut dengan cara
Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a harus memenuhi:

a. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) huruf ¢ dan Pasal 57 ayat (4) huruf
c; dan

b. ketentuan . . .
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ketentuan lokasi pembuangan,

Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan:

a.
b.

perlindungan terhadap area sensitif; dan

rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku
Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229.

Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a
antara lain terdiri atas:

T ®RoMmo a0 T

-t

ot 2

1.

Im.

1.

kawasan konservasi perairan;

daerah rekreasi atau wisata bahari;

kawasan Mangrove;

Padang Lamun;

Terumbu Karang;

kawasan taman nasional;

kawasan taman wisata alam Laut;

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
kawasan rawan bencana alam,;

daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta
budidaya perikanan;

alur migras: biota Laut yang dilindung;i;
daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;,
alur pelayaran; dan/atau

wilayah pertahanan.

Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagatmana
dimaksud pada ayat {2) huruf b tidak memenuhi Baku
Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan
konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu
Air Laut.

Pasal 247 .
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Pasal 247

Penanggung )jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131;

b. standar teknologi pengolahan  Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132; dan

¢. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa
rendah atau tinggi.

Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:

a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan; dan

b. tinggl, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 248

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke
lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (3) huruf b waj:h membuat kajian teknis sebagai dasar
pertimbangan Persetujuan Teknis.

Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air
Limbah;

b. penentuan . . .
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penentuan parameter kunci yang akan dijadikan
prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air
Limbah;

identifikasi Laut penerima Air Limbah;
kualitas Air Laut penerima Air Limbah;
data sirkulasi Air Laut musiman;

area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246
ayat (3);

prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk
penentuan zone of initial dilution;

usulan titik pemantauan kualitas Air Laut
berdasarkan hasii prediksi sebaran Air Limbah di
Laut;

informasi mengenai tata letak industri keseluruhan
dan penandaan unit yang berkaitan dengan
pengelolaan Air Limbah;

neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem
pengelolaan Air Limbah;

informasi mengenai deskripsi sistem instalasi
pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah;

prosedur operasional standar tanggap darurat
instalasi pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya vang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah; dan

informasi uraian penanganan kondisi darurat
Pencemaran Laut.

Pasal 249

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baka Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a yang dibuang ke
Laut kepada Menteri atau gubernur sesual dengan
kewenangannya.

(2) Permohonan ...
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Permohonan Persetupaan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah vang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan Kkajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2).

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 250

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan
kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
dan

b. gubernur menugaskan pejabat yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan
permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat melibatkan ienaga ahli Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut.

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar,
penanggung jawab Usaha dan;atau Kegiatan melakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 {sepuluh)
hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak
benar.

Pasal 251 . ..
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Pasal 251

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 250 ayat (3) huruf a menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2}, menerbitkan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
yang dibuang ke Laut; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) menerbitkan
penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 252

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan

¢. sistem manajemen lingkungan,

Pasal 253

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
desain instalasi pengolahan Air Limbah;
titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;

o o0 o

titik peranantauan Air Laut dengan nama dan titik
koordinat;

f. kewajiban:
1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
2. melaksanakan peinantauan kualitas Air Laut;

3. melaporkan hasil pemantauan;

4, memisahkan . ..
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4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan;

3. memiliki saluran Air Limbah kedap air;

6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;

7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi
pengolahan Air Limbah; dan

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut;
dan

larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) kali pembuangan;

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan
batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3.  membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

Pasal 254

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 252 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai
kebutuhan,

yang memiliki sertifikat kompetensi.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.

b
c.
d

melakukan identifikasi sumber pericemar air;
menentukan karakteristik Air Limbah;
menilal tingkat Pencemaran Air;

mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan
Air Limbah;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limibah;

f. melaksanakan . . .
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f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbabh;
dan

g. menguasal standar kompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Sistemm manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf ¢ dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;

¢. pemerniksaan; dan
d. tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi: -

a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan
terkait  Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

b. menctapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

¢. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistern manajemen
lingkungan  terkait Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

d. menentukan sumber days manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;

e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

f.  menetapkan struktur organisasi yang menangani
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

g menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

h. menentukan . . .
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h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;

i.  mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

j-  merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan
indikator dan preses untuk mencapainya;

l.  memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi

terdokurmentasi;

m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

FPelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b
meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi  kinerja Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

b. mendokuinentastkan hasil pemantanan Air Limbah
dan kualitas Air Laut;

¢. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah
mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah
ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Baku
Mutu Air Limbah: dan

d. melaporkan  seluruh  kewajiban  Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Dalam hal evaiuasi hasil pemantauan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air
Limbabh.

(9) Pemeriksaan . . .
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(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

¢. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau
Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan keefektifan.

(6) Tindakan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesualan; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 256

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 257

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, wajib melakukan
perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 258 . ..
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Pasal 258

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan
prasarana yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasii verifikasi;

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memerintahkan melakukan
perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan
prasarana dan/atau perubahan  Persetujuan
Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar bagi Menteri atau gubernur dalam melaksanakan
pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenubi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 paling lambat 1
(satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 259 . ..
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Pasal 259

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantauan terhadap:

a. Air Limbah; dan
b. kualitas Air Laut.

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 260

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan
seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255
avat (3) huruf d.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 261

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3} huruf c.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di
darat dan/atau di Laut.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui: '

a. pengurangan sampah di sumber; dan
b. pemantauan sampah Laut.

Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan . . .
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Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data
karakteristik sampah Laut,

Pasal 262

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (5) mencakup:

4. sampah pantai;
b. sampah terapung; dan
c. sampah dasar Laut.

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;

c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah
Laut; dan

d. pelaporan dan evaluasi.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. komposisi;
b. berat: dan
¢. kepadatan.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah
Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 263

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b.

{2) Penanggung . . .
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Penanggung  jawab  Usaha dan/atau  Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
rencana penanggulangan pada keadaan darurat.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut;

c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perisak;

penghentian sumber  pencemaran  dan/atau
Kerusakan Laut; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan iknu
pengetahuan dan teknologi ,

Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan dengan cara:

a. penghentian  kegiatan pada fasilitas yang
menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut; dan/atau

b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran
dan /atau kerusakan pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada avat (1)
wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada
Menteri atau gubernur.

Pasal 264

Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
diiakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua
puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran
dan/atau Kerdsakan Laut.

(2} Dalam . . .
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(2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan, Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan.

(3} Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 265

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut vang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Paragraf 4
Pemulihan

Pasal 266

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan: yang
melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib
melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 241 ayat (2} huruf c.

(2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.

(3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar
dan/atau perusak;

remediasi;
rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

o o0 oo

cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 267 . . .
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Pasal 267

Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
266 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana
pemulihan Mutu Laut.

Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} diajukan kepada Menteri atau gubernur
sesual dengan kewenangannya untuk mendapatkan
persetujuan.

Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana
pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 268

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan
pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
267 ayat (3).

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 269

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Bagian . ..
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Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 270

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu laut.

Pemeiiharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan  berdasarkan  rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237.

Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan melalui upaya:

a. perlindungan ckosistem Laut sebagai penyangga
kehidupan;

b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan;atau

c. pelestarian fungsi ekosisterm Laut dalam rangka
adaptasi darn mitigasi perubahan iklim.

Perlindungan ekosistem J.aut sebagai penyangga
kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dituiukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang
menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia.

Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana
dimaksud pada gyat (3) huref b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelestarian fungsi ckosistem Laut dalam rangka adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} huruf ¢ dilakukan untuk mengantisipasi
dampak perubahan iklim.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.
b.

inventarisasi Mutu Laut,

pemantauan Muta Laut;

C. tata . ..
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tata cars penetapan Baka Mutu Air Laut untuk
peruntukan lainnys,

penynusunan, penctapan. dap perubahan kriteria baku
kerusakan ekocsistemn Laut;

penetapan Status Mutu Laut;

penylisuinern, penetapan, dan perubahan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Muiu Laut,

tata cara penyusunan dan Penetapan Persetujuan Tekrnis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut
dan SLO;

pemantauan sampah Laug
penangilangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
pemulihan Mutu Laut: dan

pemeliharaan Mutu Lati,

sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal
270 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V)

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

(1}

(2}

Dasal 272

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan
Hidup, ditetapkan kriteria baka Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi kriteria baku kerusakan:

a. Terurnbu Karang;

b. Mangrove;

¢. Padang Lamun;

d. tanahl untuk produksi biomassa;
€. gambut;

f. karst;

g.

linghkungat yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/artau iahan;

h. lahan . . .
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h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pertambangan; dan

i.  kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya
sesuail dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Pasal 232.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf { sampai dengan huruf i
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan,
penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273

Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2)
huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan
lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan
masyarakat di lahan miliknya sendiri.

Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran
dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:

a. luas lahan maksimal 2 {dua) hektare per kepala
keluarga;

b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan

c¢. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan
rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan
bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan . . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur
dalam Peraturan Menteri.

BAB VI]

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 274

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan
pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

(2} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput::

a. Pengelolaan Limbah B3; dan
b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 275
Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
a. penetapan Limbah B3;
b. Pengurangan Limbah B3;
c. Penyimpanan Limbah B3;
d. Pengumpulan Limbah B3;

SK .No 097469 A e. Pengangkutan . . .
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Pengangkutan Limbah B3;
Pemanfaatan Limbah B3;
Pengolahan Limbah B3;

Penimbunan Limbah B3;

Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
pengecualian Limbah B3;
perpindahan lintas batas Limbah B3;

Penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup;

Sistern Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
dan

pembiayaan.

Paragraf 2

Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 276

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah B3 kategori 2.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2
berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Limbah B3 dan sumber tidak spesifik;

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3
yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan
dibuang, dan bekas kemasan B3; dan

c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan

b. Limbah . ..
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b. Limbah B2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 277

Limbah B3 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 276
merupakan Limbah B3 scbagaimana tercantum Jalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisankan dari
Peraturan Pemerintah ini

Pasal 278

(1} Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3
scbagaumana tercantum dalam Lampiran [X vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik
Limbah B&. Menten wajib nelakukanr uji karakteristii
untuk mengiientiiikas: Limiah sebagai:
a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2; atan
¢.  Limbah nonB3.

(2) Karakteristily Limbab B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

korosif; dan/atan

a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c. reaktif;

d. infeksius;

e.

f.

beracurn.

(3}  Uji kerakieristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limban B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bucal 2 meliputi uji:

a. karakterisok muodah  mcledak, nudak  menyala,
reaktif, in:kss, dai/atau korosif sesuar dengan
parameter  uji sehagaimana tercantum  dalam
Lampiran ¥ :sang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari eyaruran Pemerintah ini;

b. karaikteristik . . .
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karakieristik  beracun melalui  TCLP unwuk
meneniukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi
zat pencemar lebith besar dari konsentrasi zat
pericernar  pada  kolom TCLP-A  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Xi yang merupskan
bagian rdak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ni; dan

karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikologi LDsg lebih kecil dari atan same dengan
30 mg/kg (lhna puluh miligrarn per kilogram) berat
badan hewan i,

Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi wi:

a.

karakteristik  beraciin melalui  TCLP  untuk
menentukan Limbah vang diyji memiliki konsentrasi
zat pencemar icbih kecil dari atau sama dengan
konsentrast zut pencemar pada koiomn TCLP-A dan
memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari
konsenirast zat pencemar pada kolom TCLP-B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI vang
merupakan bagian ridak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini;

karakteristik beracarn melalui ¥Jji Toksikologi i.Dso
untilk menentukan Limbah vang divji memiliki nilaj
Uji Toksikolog: LDso lebih hesar dart 50 mg/kg {lima
puluh miligram per kilogram) bera: badan hewan uji
dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg
(lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan
wi; dan

karakteristik beracun melalui uji foksikologi suh-
kronis sesuai dengan parameter cji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratiiran Pemerintah
1.

Uji karakteristix scbagaimans dimaksud pada ayat (3) dan
ayat {4) dilaknukan secera Heiuratan.,

Pasal 279 . ..
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Pagal 270

Dalam melakukan wuji  karakteristik sehagaimana
dimncksud dalam Pasal 278, Menteri menzgunakan
laboratorium vang teraxkreditasi untuk masing-masing uji.

Dalam hal belum rerdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang
mencrapksn prosedur yang telah mcmenuhi Standar
Nasional ladonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yang bhaik.,

Pasal 280

Mentenn seteiah mendapatkan hasil w1 karakteristik
sebagaimana dimaksud dalam Tasal 278 menugaskan tim
ahli Limban B3 untuk melakukan evaluasi rerhadap hasil
ul karakteristik,

Evaluasi oleh tim ahit .:mbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mcliputi identifikasi dan analisis terbadap:

a. hasil ui karakteristik Limbah;

b. proses produksi pads usaha dai/aiau kegiatan yang
nienghasilkan Lirahah; dan

¢. bahan baku dan/atau bahan penciong vang
digunakan dalam proses produksi.

Evaluas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2! dilakukan
paling laina 10 {sepuluh) han kerja sejak Menteri
memberikan penugasan.

Tim ahli Limbeh B3 menyampaikan rekomendasi hasil
cvaluasi kepada Menteri paling lama 4 (ermpat) han kerja
sejak hasil evaluas: diketahui.

Rekomendasi sehagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit memuat;

a. dentitus Liraibah;
b. dasar perumbangan rekomendasi; dan
kesimpulan hasil evaluasi terhadar hasil wji

karakterisuiz Lirbair.

(6) Nalam . . .
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Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan
adanya karakteristik Liinbah B3 yang memenuhi
ketertuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat
(3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat
pernyataan bzhwa Limbah merupakan:

a. Limiah B3 kategori 1; atau
b. Limbah B3 kategori 2.

Dalanmt hnal hasil zvaluasi terhadap Limbal: tidak
menunjukkan adanya kezrakteristik Limbah B3 vang
meinenuhi ketentuen sebegaimana dimaksud dalam Pasal
278 ayat (3} atau ayat (4}, rekomendasi tim ahli Limbah B3
memuat peritvataan bahwa Limbah merupakan Limbah
nonB3.

Pasal 281

Tim ahili Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 avat {1) dibentuk oleh Menteri.

Tim ahii Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. keta,
b. sekretaris; dan
Cc. anggota.

Susunan tim ahii Limbah B3 sebagaimana dimaicsud pada
ayat {1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:

toksikologi;
kesehatan manusia;
proses industri,
kimia;

biolog,:; dan

Moo gop

pakar lain vang ditentukan oleh Meoteri.

Pasal 282 . ..
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Prsal 282

Menter: melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/
lembaga pemerintauh nonkementerian yang memberikan
izin Usaha dan/atau Kegiatan atau yang melakokan
pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan untuk
membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 280 ayat (4).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), dalain jangka waktu paling lama
7 (tuyuh} hari kerja Menteri menetapkan Limbah sebagat:

a. Limbah BZ kategori 1; atau
b. Limbah B3 kategori 2.

Paragraf 3

Pengurangan Limbah Ranan Berbahuya dan Bera~un

(3)

(4)

Pasal 283
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B2 wajb
melakukan Pengurangan Limban B3,
Penigurangan Limbah B2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan melatui:
a. subsutusi bahan;
b. modifikasi proses; dan/atau
¢.  penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Substitus: bahan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a dapat dilnkukan melglui pemilihan bahan bakn
dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3
digantikan Jengan bahan baku dan/atau bahan penolong
yeng tidak mensendung B3.

Modifikasi proces cebageimara dimaksud vada ayat {2)
hurnuf b dapar. ditakakan melaivi pumiliber dan penerapan
proses produoksi yung lebih efisien.

Dasal 284 . ..
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Pasal 284

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 schagaimana
ditnaksuad dalam Pasal 283 wajib menyzrapaikan laperan
secara tertulis kepado Menteri mengenai pelaksanaan
Pengurangsn Limbah B3.

Laporan szcara tertuhs sebagaimana dimaksud pada ayau
(1} disampaikan secara berkola paling sedikitl 1 (satu) kali
dalam € {enam) Lulan sejak Pengurangan Limban B3
dilaki:kan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1)

(2)

—
s
et

(4)

Pasal 285

Setiap Orang ysng menghasilkan Limbah B3 wajib
nielakukan Penyimpanan Limbah B3.

Setiap Orang vanyg menghasilkan Limbah B3 sehagaimana
diraksud pada zyat (1) dilarang melakukan pencarmpuran
Limbalh B3 vang disimpannya.

Untuk dapat melakukan Penyimpenan Limbah B3

sebagaimana dimaxsud pada ayat {1}, Setiap Orang yang
menghastlkan Limbah B3 wajib memenuhi:

a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan
ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil
Lirnbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
dan/atau

b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B2 yang dimuat
dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:

1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atou
Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan

2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah
B3.

Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3
sebagaimnania timaksud pada ayat (3) incliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan distrapan;

b. dekumen . . .
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b. dokumen wvang merjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3,

¢. dekumen yang menjelaskan teniang pengemasan
Limbah B3;

d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan

e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian
teknis Penvimpanan Limbah B3.

Tata cara vengintegrasian slandar Penyimpanan Limbah
B2 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hwuf a dilaksaraksn sesuai
dengan keteintuair peraturan perundang-undangan.

Pasai 286

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sehbagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (4) hurul' b harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

o

(1)

2

(3}

Iokasi Penvimpanan Limbah B3;

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 ysng sesuai dengan
jumnlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan
dilengkap: dengan upaya pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hiduyp; dan

peralatan penanggiiiangan keadaan darurat.

Pasal 287

Lokasi1 Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dirmaksurd
dalam Pasal 286 huruf a harus bebas banjir dan tidak
rawan bencana alam.

Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbzah B3 tidak bebas
banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan
Limbak B3 harus dapsat dirckayasa dengan teknologi
untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lokasi Penyimpanan [imbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayar (1} dan ayai (2) harus berada di dalam
penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Linbah B3.

Pasai 288 . ..
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Pasai 288

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 huruf b dapa: berupa:

a. bangunan;

tangki dan/atau kontainer;

silo;

rempat tumpukan limbah (waste pile);
waste impeundment; dan/atau

- 0o o 6 T

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf f dapat
digunakan untuk melakukan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
¢. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan/atau huruf t
dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah
B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 289

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a
harus memenuhi persyaratan.

a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Limbah B3 dari hujar dan sinar matahari;

b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Persyaratan  fasilitas  Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
kegiatan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah . . .
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Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik umum.

Pasal 290

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlaku
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus.

Pasal 291

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 huruf ¢ paling sedikit meliputi:

a.
b.

2)

(3)

alat pemadam api; dan

alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 292

Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat {4) huiruf ¢ dilakukan dengan menggunakan
kemasan yang:

a.

d.

terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3
sesual dengan karakteristik Limbah B3 vang akan
disimpan;

mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada
dalam kemasan;

memiliki penutup yang kuat untuk mencegah
terjadinya wumpahan saat dilakukan penyimpanan,
pemindahan, atau pengangkutan; dan

berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, atau tidak rusak.

Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan
mengenai:

a.
b.

nama Limbah B3;
identitas Penghasil Limbah B3;

¢. tanggal . . .
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c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
d. tanggal pengemasan Limbah B3.

Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 278 ayat (2).

Pasal 293

Nomor induk berusaha atau Persetyjuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

a.
b.
c.

(1)

(2)

nama Limbah B3 yang disimpan;
lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 294

Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ayat (4} huruf d paling sedikit meliputi:

a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan

d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3.

Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dikecualikan untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus.

Pasal 295

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b. melakukan . . .
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melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang
dihasilkan:

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan Pasal 291;

melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3; dan

menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan
Limbah B3.

Pasal 296

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan
Lingkungan Hidup;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3
dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan

sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau
lebih;

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah
B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari
untuk Limbah B3 kategori 1;

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2
dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik
urmum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus;

dan

c. menyusun . . .
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c. menyusun dan menvampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi
bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan
disampaikan kepada:

1. bupati/wali kota, untuk Penghasil Limbah B3
dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
dan/atau

2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai
dengan kewenangannya  untuk Penghasil
Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
memuat:

a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;

b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
d

Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3,
dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau
penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah
B3, Pemanfaat Limbhah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat
penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha
dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 297

Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
dan/atau

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(2) Pihak . . .
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Pithak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
meliputi:
a. Pergumpui Limbhah B3;
b Pemanfaat Limbah Bg;
c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
d. Penimbun Limbah B3.

Pihak lain sebagaunana dimaksud pada ayat {2) wajib
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha
Pengelolaan iambah B3.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

—
-
——

(2)

3}

(1)

Pasal 298

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada
Pengumpul Limbah B3, dalam hal:

a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu
Penyimpanan Limbah B3; dan/atau

b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3
terlampeani.

Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denigan bukti

penyerahan Limbah B3.

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan

pelaksanaan  kegiatan Penyimpanan Limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 avat (1) huruf c.

Pasa:i 299

Pengumpular: Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dilakukan
dengan:

a. segregasi Limbah B3; dan

b.  Penyimpanan Limbabh E3.

(2) Segregasi . . .
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Segregasi Limbak B2 sebagaimana dimaksud pada avat
(1) burui a -ilakukan sesual dengan:

a. nama Limban B3 secbageimana tercantum dalam
Lamypiratw, [N yang merupakan bagi»n  tidak
tergisabkan dart Peraturan Pemerintah ini; dan

b. karakteristik Jainbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 273 ayat {2).

Cenvimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huiui b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Penyimpanan Liinbah B3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285 zampai denigan Pasal 267.

Pasal 200

Untuk depat melzkukan Pengumpuiar Limiah B3,
Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persenzjuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha
Pengelolaan lambah B3,

Untuk mendapat Peirsetujuan Lingkungan sebagaimaina
dimaksud pada aya! (i) »aruf a, Pengumpul Limbah B3

wajib mermliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
83.

Pengumpu! Limbah B3 dilarang:

a. meirkukan Pemanizatan Limbah B3  dan/atau
Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau
seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;

b.  menyerahkar Limbsh B3 yang dikumpulkan kepada
Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan

c.  melakukan pencampuran Limbah B3,

Pasai 301

iUntuk mendapat Persetiliuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 sebagaimana Jdimaksod dalam Pasal 300 avat (2},
Pengumpul! Limmbalh B3 niengajukan permohonan secara
tertiahs xenada:

a. Menteri . . .
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Mernter:, untuk Pengumpulan Limban B3 skala
nas.onait;

gubernur, untulk Pengumpulan Limbazh B3 skala
previna; alalt

bupail/wali kota, antuk Pengumpuian Limbah B3
skala kabupaten/kota.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk keglatan Fengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
yang melipuati:

a.

b.

o

93

nama, sumbper, kategorn, dan/atau  karakteristik
Limnah B3 yang akan dilkumpulkarn;

rencana  pembangunan  fasilitas Pengumpulan
Limbant B3 yang memual:

!, desain dan  rancang bangun  fasilitas
Pengumpuian Limbah B3; dan

2. Jadwal peisksanaan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3;

rencana  pembangunan dan/atau  penyediaan
laberaterium  uji Limbah B3 atau alat analisa
Jaboralorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

1ata letak lokasi Pengumpularn Limbah B3;

dokumen yang meniclaskan tentang tempat
Penvimpanan Limhah B3 sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 samps)
dengan Pasai 29 ;

dokumen yang menjelaskan tentang pengemasal:
Limbal B3 sesuai dengan ketentuan sebagsimana
dimaksuid dalamn Pasal 292;

prosedir Pengumpulan Limbah B3;

buku kepemilikar: atas dana penjaminan rnuntuk
pemuitharn fungsi Lingkungan Hidup;

perhitangen binya dan mode} keekonomian,

Sistemm Tangeap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Peugciolaan Limbah B3; dan

k. tenaga . .
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k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber
spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a harus dapat dimanfaatkan
dan/atau diclah.

Pasal 302

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sctelah
menerima permochonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 301 memberikan pernyataan
tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan
paling lama 2 {dua) hari kezja sejak permohonan diterima.

Setelah permochonan dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan: '

a. permohonan Persetujuan  Teknis  memenuhi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Pengumpulan Limbak B3 paling lama 7 {tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permochonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menolak permohonan Persetujuan Tcknis untuk
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7
{tajuh} han kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 303 ...
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Pasal 303

Dalam bhal pemegang Persetujuan Teknis Pongelelaan
Limbah B3 untuk kesgiatan Fengumpulan Limbah B3
berkehendak untuk mengubah:

a. lokasi weimpat Penyimpanan Limbah B3;

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah
B3; dan/atau

¢. skela Pengumpulan Limbal: B3,

pemegang Persetujuan Texmis  wapb mengajukan
permohenan  perubahar: Persetujuan Teknis kepada
Menteri. gubernur, atau bupati/wali ksta sesuat dengan
kewenangannya.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan
evaluasi terhadap perrmohonan nerubahan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
10 (sepuluh) han kerja sejak permohcnaen perubahan
Persetujuan Teknis diterirma.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wal
kota menerhitkan perubahan Persetujuan Teknis
Pengelblaan Limbah B3 un*uk kegiatan Pengumpulan
Limlvah K3 paling lag.a 7 (fujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atag

b. ketidaksesumian deta, Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota menolak permohonan perubahan
Persetujuan Tekmnis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpuian Limbah B3 paling lama 7
{tujuh) hari kena seiak hasil evaluasi diketahui,
disertau dengan alasan penolakan.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi aasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

frasal 204

Persetujuun Teknis Pengeloiaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limhah B3 memuat:

a. identitas . . .



SK No 084705 A

Q.

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

- 204 -

identitas  pemegang  Persetuiuan  Teknis Pengelolaan
Limbah B3:

tanggal penerbitan  Persetuiuan Teknis Pengelolaan
Limbah 53

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Psngumpulan Limbah B3
setelan Penizinan derusaha terbit; dan

persyaratan  teknis  Pengumpulan  Limbah B3 vyang
melipuli:

1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik
Limbah B3 yang akan dikumpulkan,;

2. desain dan rancang bangun fasilitas Peagumpulan
Limhal B3;

3.  tata cara pengemasan Limbah B3;
4. iata letak lokas: Pengumpulan Limbal B3;
5. Kketentuan simbaol Limbah B3:

6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokuinen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

7.  kepemilikan fasilitas Jaboratoriurn dan/stau alat
snalisa lahoralorium yang mampu menguji paling
sedikit karakteristik Limbah B3 mudab meledak,
mudah menyala, reakiif, korosif, dan fatau beracun.

Pasal 305

Kewajiban perncgang Perscijuan Teknis Pengelclaan Limbah
B3 untuk keglatan Pengumpulan Limmbah B3 sebagaimana
dimaksud dalara Pasal 301 nurif ¢ meliputi:

a.

b,

mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan
karakteristik Limbah B3;

meminngsikai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai
tempat Feryvimpanan Limbah B3;

menyimonan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam
tempat Penvimpanan Limbah B3;

melakukan pengerasan Limpah B3 sesuai dengan
karakteristik i.imnoah 5.3,

e. :nciekatkan . . .
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melekatkan simbol Limbah B2 pada kemasan Limmbah B3;
melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2);
melakulio n pencatatan namea, sumber, karakteristik, dan
jumiah Limbah B3 yang dikumpulkan,

menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah £33; rian

memiliki tenaga kerja yang merniliki sertifikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 306
Pengumpu: Limmbah B3 waijib:

a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;

b. melakakan segregasi Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2):

c. melakikan Penyimpanan Limbah B3 paling iama 90
(sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan
oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;

d. menvusun dzn menyamnpaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B35,
bagi Pengumpul Lirmbah B3 yang masih melakukan
pembangunan fasilitas Fengumpulan Limbah B3; dan

€.  menvusvh dan menyampatkan laporan Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:

1. nama, sumber, Kkarakteristik, dan jumlah
Limbah B,

2. salinan . . .
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2. salinan bukti penyerahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat

(3);
3. 1identitas Pengangkut Limbah B3;
4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan

3. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wszli kota sesuai
dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak seiesainya pembangunan
fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupau/wali kota sesuai dengan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3  untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam & (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 307

Berdasarkan laporan persbangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 306 ayat (2}, Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/wali kota sesuar dengan kewenangannya
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuiuh puluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:

a. sesual dengan Per<etujuan Teknis Psngelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengiampulan Limbah B3,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangar.rya menerbitkan SLO kegiatan
Pengumpulan Limbah B3; atau

b. tidak . ..
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b. tidak scsuai dengan Persctujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 uniuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3,
Menfteri, gubernur, latau bupati/wali kota sesuai
dengan kewcenangannva menyampaikan surai agar
Pengumpu!  Limbah 33  mengubati  rencana
pembangunan fastllias  yang termuat dalam
Persetujuan Teknis P=zngelolaan Limbah B2 untuk
kegiatan Pengunipulan Limbah B3.

Penerbitan 3LO atau penvampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayar (2) dilakukan paling lama 7 {tuhih)
hari setelah verifikas) dilakukan.

SLO  untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
sebageaiinanra dimaksud pada ayat {2) huruf a menjadi
dasar dimmulaigva:

a. kegintan operasional Pengiunpulan Limbal 83; dan

b. pergaaasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usala dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 308

Dalamn  hal Penyimpanar Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf ¢ melampaui 90
(sembilan puluh) han, Pengumpul Limbah B3 wajib
menyershkan Limbah B3 vang dikumpulkannya kepada
pthak lain.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliput:
a. Pemanfaat Limbah B3;

b. Pengolab Limbah B3; dan/atau

¢. Penimbun Limbak B3,

Untuk dapat melakukan Perigumpulan Limbah B3, pihak
iain sebagaimana <dimalksud pada ayat (2) wajib memiliki
Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah
B3.

Pasal 309 . ..
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Pasal 309

Pengumpul Limbah B3 yang telah mecmperoleh
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B2 wajib  memiliki
penetaparn penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. meughentikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. mengubsh penggunaan lokasi dan/atau fasilitas
Pengumipulan Limbah B3; atau

meminidahkan lokasi dan/atau fasiiitas
Pengumpulan Limbah B3,

O

Untuk memperoleh penetepan penghentian  kegiatan,
Pengumpui Limbab B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidupg dalam hal ditemmukan Pencemaran Lingkungan
Hidup, dsn harus mengajukan permcihonan secara tertulis
kepada Menteri

Perriohonart sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3;
dan/atau

¢. laperan pelaksansan pemulihan fungsi Lingkungan
Hiduo.

Menteri setelah menerima permchonan sebagaimana
dimaksiid pada ayat {2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiaten paling lama 30 {tiga puluh) hari kerja sejak
permohoran diterima.

Paragraf . . .
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Paragraf €

Pengangkutan Limhah Bahan Berhanaya dan Beracun

-
[
o

{2)

(1)

(4)

Pasal 319

Pengengkutan Limbah B3 wajib dilakukan dsngan
menggunaken atat angkut vang tertutup untuk Limbah B3
kategoril.

Pengangliaten Linbaihh B3 dapat dilalniken dengan
menggunayvan alat angkut yang terbuka unituk Dimbaih B3
kategori2.

Pasal 311
Pengangkutan Limian B3 wajib memiliks:
a. rekomendast Penngangkutian Limbah B3: dan

b. Perizinan Berusalia di hidang Pengangkutan Limbah
B3.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar
diterbitkanaya Perizinan Berusaha  di bidang
Pengangkutan timbah B3.

Untuk memperoieh rekomendasi Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaxksud pada ayat (!t huruf a,
Pengangliut Limbah B3 harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri dan dilengkani dengan
persyaratan yang meliput

a. dentitas pernohon;
b. akta prrdirian badan usaha;

¢. hbukt kepemilikan atas dana pergamninen untuk
pemulihan fungsi Lingkuangan Hidup:

d. bhukli kepemilikan alat angkut; dan
e. dokumen Pengangkatan Limbah B3.

Dokumen Pengangkutauw  Lnmbah B2  sebagaimsna
dimaksud pada eyai 3! huref = memuac

a. lenisdac jumiat olat angkut;

b, sumber . ..
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L.  suraber, nama, dan karakteristik Limbah B3 vang
duanslkuat;

c. presedur penanganan Limbah B3 pada kondisi
darurat;

d. peralatan untuk renanganan Limbah B3; dan

e.  prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 312

Menteri seielah menerima permohonan rekoinendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3)
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
adminisirasi paling iama 2 (dua} hari kerja sgjak
permohonan ditenme.

Setelah  permobonan  dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan vearifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana cimaksud pada
avat {2) menunyuikan:

a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan  rekomendasi Pengangkutan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari keria sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b, permohonan rekomendast tidak memenubi
persyaratan, Menteri menoclak rekomendasi
Pengangkutan Limbah 33 paling !lama 7 ({ujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan
alasan penolakan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a menunt:

a.  kode manifes Pengangkutan Limbah B3;

b. nama dan karakteristik Limbah B3 yvang diangkut;
e .
can

C. masa berlaku rekoimnendasi.

Pasal 313 ...
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Pasal 313

Setelah mendapat rekomendasi dan Menteri, Pengangkut
Limhah B3 wajb mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha di  bidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1)} hurul b.

Perizinan Berusana di hidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
menteri vang menyelenggarakan urusan pencerinwhorn di
bidang perhubungan.

Persvaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Penzinan Berusaha d: bidang Pengangkutan Limbak B3
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 314

Pengapgkut Limbah B3 yang telah memperoieh Perizinen
Berusaha di bidang Pengangkutan limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 wajib:

a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sssual dengan
rekomendasi Penganglcutan Limbah B2 dan Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3;

b, menvampaikan manifes Pengangkuian Limbah B3
secara elektronik kepada Menteri; dan

c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.

Lapcran sebageunana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
memual:

a. nama, sumber, karakieristik, dan jumlah Limbah B3
yang alangkut;

b. jumiahl dan jenis alat angkut Limbah B3;
tuan aknir pengangkutan Limbah B3, dan

buici: penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan . . .
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Laporan sebagaimana dimeksud rpada ayar (2)
disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemetintahan di
bidang perhubungan paling sedikit | {sata) kali dalam &
(enamj bulan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

)

2}

an
[
- —

(2)

Pasal 315

Pemantaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap
Orang yang metghasilkan Limbah B3.

Dalam hal Setiap Ocang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah
B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah R3.

Pasal 216

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Passl 315 ayat {1) meliputi:

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku:

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substicusi sumber
encrgl;

¢. Pemantaatan Liinbah B3 sebagai bahan baku, dan

Pemanfaatan Limpah B3 sesuat dengan
perkembangan iini pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbab B3 scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) (kiakukan dengan merapertimbangkan:

a. lketersadiaan teknologi;

b.  stacdar produk jika hasii Pemanfaatan Limbah B3
berviga produk: dan

c. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Linglkiingan Hidugp.

Pasal 317 ...
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Pasal 317

Sctiap Crang vang menghasilkan limbah B3 dilarang
melakukan Pemanfaatan  Lunbalk B3 sebagaimana
dimaksued dalam Pasa! 316 terhadap Limbah B3 dari
sumber tidaix spesifik dan sumber spesifik yang memiliki
tingkat kontarninasi radioaktif iebih besar dart atau sama
dengan 1 Bq/cm? (satu Becquerel per seittimeter persegi)
dan/atau konsentrasj aktivitas sebesar:

2. 1 Bqg/gr (satv Becauerel per graml untuk tiap
radionukhda anggola deret uranium dan thovium;
arau

b. 10 Bqg/gr (sepuluh Becguerel per gram) untuk kalium.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (i} huraf
a mehputi:

a. Uraainom-238 (U-238);
Plumbum-210 (Ph-210):
Radiuim-226 (Ra-226};
Radiuim-2%8 (Ra-228);
Thorium-278 {Th-228;;
Thorium-239 (Th-230;;
Tiorinm-234 {Th-234); dan
Polonium-210 (Pe-210).

S ®E e oap T

Radicnuklida Polonium-210 ({Pe-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) hurut h hanya berlaku urtuk
penentuanr  konsentrast aktivitas radionuklida anggota
deret uranivun Jdan thiormm pada Limbah B3 yang berasal
dari kegiaten eksploite si dan pengilangan gas bumi.

Larangan melakukar  Pemanfaatan Limbah B3
dikecualikan jika vingkat radioaktivitas dapat diturunkan
Ji bawali tingkat Kkontaminasi radioaktit danj/atau
konsentrasi alktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1},

Pasal 318. ..
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Pasal 318

Unituk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib mmemiliki:

a. Persetujuan Lingkungan; darn
b. Perizinan Berusaha.

Untuk mendapstkan Persetujuan Lingkangan
sebagaimans:. diiusksud pada ayat (1) huruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Liunbah B3 wajib menaliki
Persetujuan Tekrnis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemaniaatan Limbah B3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limibah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) mengajukan permohonan kepada
Menteri, dilengxap: dengan persyaratan yang meliputy:

a. nama, sumber, karakterisnk, dan jumlah Limibah 83
yang okan dirnanfaatkan;

k. lokesi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah
B3,

c. reucana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Pemanfaatan imbah B3  vang
membutuhkan fasilitas Femanfaatan Limbah B3,
yang ynermuat’

1. desaimn dan rvancang bangun  fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3: dan

2. Jjadwai pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesvai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sarpai dengan Pasal 291;

e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan Kketentuan sebsgairuana dimaksud dalam
Pasal 29%;

f.  dokumen mrrgenal desain dap spesifikasi teknologi,
dan kaprsitas Pemanfaaton Limbah B3,

g doxumsa mengenal tama dan jumlah bahan baku
dan/arau bahan penclong berupa Limban B3 untuk
caprpuran Pemanfaatan Limbah B3;

h. prosedur ..
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h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,
bagi Pemanfaatan Limbah B3:

1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2, sebagal substitusi sumber energi.

J.  Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program

kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e,

Pasal 319

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 318 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Setelah permohonan dinvatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal i:asil verifikas) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menumukkan:

a. perinchonan Pecseniynian  Tekris memenuhi
persyaratan, Menteri mererbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh} har
kerja sciak hasti verifikast diketahui;, atan

b. permohonan Persetwjuan Teknis tidak memenuhni
pRTSvaraiin, Menten menciak pcrmohonan
Fersetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfoatan Limbah B3 paling lama 7
(tupjuh} han keria sejak hasil verifikas) di:ketahui,
disertal dengan alasan penolakan.

Pasal 320

Persetujuan  Texznis  Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pernanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. vama, xkategori, dan karakteristik lambal B3 yang
dimanfaaikan;

b, teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong herupa
Limbah B3 unwk campuran Pemanfaata:r Limbah
B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diajukan secara tertilis Xepada
Menteri paling lama 10 (sepulub) hari, setelah terjadi
perubahan

Permohorian perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diajukan secara tertulis kepada
Menteri.

Menter; meiakukan evaluast terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohcnan perabahan Persetujuan Teknis diteima.

Dalam hai hesil evaluasi sebagzimana cimaksud pada
ayat L4 meanunguickan:

a. Kesesuaian . . .
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a. Lkescsuzian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahw; atau

b.  ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perukbchan Persetujuan Teknis Pengelolaan Liinbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 (twjub) hatri kerja sejak hasil evaluasi
dikctainu, diseitai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana diraksud
pada ayat (5) hunif a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 321

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 uniuk

Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:

a. identitas peraegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbalh B3;

b. tanggal nererbitan Persetujuar. Teknis Pengelolaan
Limbal: B3;

c. kewajiban pernzgang Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3 uniuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
sclelah Periziran Berusaha terbit; dain

d. persyaratan teknis Pemanfaatan Limbali B3 yang

melivuti,

! nama, kategori. dan karakteristik Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;

b

saralah, kapasites, dan komposisi Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;

3. descin dann rancang bangun  fasilitas
Cemanfaatan Limbah B3,

tata cara pengemasan Limbah B3;

tata leiak lokast Fernanfaatan Limbah B3;

S U

Ketentuan shabal Limbah B3;

=

cata ietals sajuran untuk pengelolaan Limbah
calr yang dihasilkaa dari kegliaten Pemanfaatan
Liratub B3R

8. hasil . . .


ASDP HUKUM
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8.  thasiiwji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum
ditnanfaatkar, parameter kualitas lingkungarn,
dan standar muna produk; dan

fa'a)

9. Sistern Tanggar Darurat Limbah B3 beiupa
dekumen program  kedaruratan Pengelolaan
Limbabh 23

Kewajibhan pemegang FPerscuijvan Teknis Pengelclaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan identitikasi Limbah B3 yang
dicurapuikan:

b. inzlaksanekan Pemanfaatan Limbah B3 sesuad
dengan standar produk, scandar Lingkungan Hidup,
dan/atau baitu mutu Lingkungan Hidup:

c. melaksanakan uji cotra Pemanfaatan Limbah B3 bagi
Pemanfaatan Limbait B33:

I. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
mermniltki Standar Nasional Indonesia; dan/ atau
2. sebagal substitusi suimber energi,

d. melakukan pencatatan noma dan juinlah Limbah B3
yang dimanfaatkar: deri  Limbah B3 yang
dihasilkannya;

e. memiungsikan tempat Penyimpanan Lirnhah B3
sebagai teinpat Penyimpanan Limbah B3;

f.  menyimpan Limbah B3 yang akan aimanfaatkan ke
dalam tempat Penyimpanean Limbah B3

g.  melakukan Pengumpulan Limbah B3 yaug akan
dimanfaatkar;

h. memanfaatkan Liaanbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemenfaatan Limbah B3 yang dimiliki;

i. menyusun dan nienyampaikan laperan
pembangunan lasilites Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B2 yvang belum memiliki fasilitas
Pemantoatan Lamhbal B3

). menyusun . . .
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menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 secbagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3;

melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan
Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan;

memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 322

Penghasil Limbah B3 vyang melakukan kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan 291;

melakukan pengemasan Limbah B3 vyang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292;

melakukan  Pemanfaatan Limbah B3  vyang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pemanfaatan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

g. menaati . . .
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g. menaati Beku Mutu Emist, jika Pemanfaatan Liunbah
B3 menghasilkan Emisi;

h. meryusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbab B3, bagi
Penghasii Limbah B3 yang belum memiiik: [asilitas
Pemsnfaatan Limbah B3; '

1.  menyusun dan incnyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagal substitusi bahan baka vang tudak
memilikt - Standar Nasional Indoresia dan/atau
substitusi sumber cnergi;

J. menyus=un dan menyzmpaikan laporar Pemanfaatan
Linibal B3, yang memual:

i. nzma, jumlsh, kategori, dan karalteristik
Larabah B3: dan
-y

2. pelsksanaas kegiatan Pemaniaatan Limbah B3;

k. memiiikt dan meiaksanakan Sistein Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga keria yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(o

Pemenfaatan Limnbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dart kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d.

Laporarn. perobangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampsaikan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari s¢jak
selesainya pembangunan Jfasilitas Pemanfaatan Limbah
RB3.

Laporan wji coba Pernanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada avat {1} hurul i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas}] hari sejak
sefesainya wjl coba Peniantaatan Limbah B3.

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayal (i) hurulj disampaikan kepada Menteri, paling
sedikat 1 {satuj Kkali dalam & {enmam) bulan sejak
Persetujuan Tekids Penozleisan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 323 ...



SK No (84722 A

(3)

4)

PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA,

221 -

Pasal 222

Berdasarican lapcran pembangunan {asilitas Pemanfeaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 322 ayat
(3), Menters melakuter verifikasi paling lambat 10
(sepuilik) hari ketja sejak laporan diterima.

Dalam bal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) m=nunjukkan fasilitas Pemaniaatan Limbah B2:

a. sesual dengan Persetuyjuan Teknis Pengelnlaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri meneriitkan SLO kegiatan Pemaniaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatai: l.imbah B3
vang tidak walib melakukan uji ccba Pemanfaaten
Limbah B23; atau

b. iidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Liribah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Mearter1 menvampaikan surat aga: Penghasil Limbah
33 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetuijuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO alau penyampalan surat scbagaimana
dimaksud pada ava {2) dilakukan paling lama 7 itajuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO  untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3

sebagaimana dintaksud pada avat (21 huruf a menjadi

dasar dimulamnyz:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiaian dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 324

Berdasarlai laporan uvji coba Pemanfaatan Limmbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 avat (4}, Menteri
melakukarn verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak :aporan ditennma.

Dealam hsl haesi! verifikesi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} meaunjukkan uj coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai . . .



SK No 084723 A

-
h)
L=

(4}

(1)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 020 -

a. sesuat dengan  Persstujuan Teknis  Pengelolaan
Limhah B3 unwk kegiatan Pemaniaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkat. SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbanr ©22; atau

b. tidzk sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengeloiaan
Limkan B2 uatuk kegiatan Pemanfaatan Limbeah 83,
Menteri menyampatkan surat agar Penghasil Limbah
83 mengubal proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat datam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbal B3 urituk kegidian Pemunfaatan imbah B3,

Penerbitan SLO atau penyampaiall surat sebagaimana
dimaksud pada avat {2} dilakukan paling lama 7 ftujuhi
hari setelah verifikasi diizkukan.

SLO  unmkt  kegiatan . Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimena dimaksud pada agyat (2) huruf a menyadi
dasar diircalainya.

a. kKegiatan operasional Pemaniaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 325

Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 yang
melakukan kegiatan Pemanfaatun Limbah B3 wajib
memiliki penetepan penghentian kegistan jika nermaksud.

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasihtas Pcmanfaatan Limbah B3.

Untuk mempernleh peaelapan penghentian  kegiatan.
Setiap Orang schagaimans dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permchonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingiungan.

Permohovan scbagaimans dimaksud pada avat (2)
dilengkapi dengain:

.  entng perachon; dan

b. Japoran pelaksanaan Pemanfaatan Limbah 1B3.

{4) Menteri
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 {tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemochon
wajib melakukan pemulihan fungs:1 Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat psnetapan
penghentian kegiatan sebagzimana dima<sud pada ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah pernchon selesai melakukan pemubhan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirmaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan starus telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 326
Dalam hal Setiap Orang yang menghasitkan Limbah B3
tidak mampu meiakukan scndiri Permssifaacan Limbah B3
yang dihasilkannya:
a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada
Pemanfaat Limbah B3; atau
b. dapat melakukan ¢kspor Limhan B3  yang
dihasilkannya
Penyerahan Limbah B3 kepada fercarniaar Limoan B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan bukti penyerahan Limbal: B3,

(3} Saliman ., ,
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 327

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326
ayat (1) huruf b untuk dapat melakukan ekspor Limbah
B3 yang dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permochonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c. mengisi formulir Notifikasi Ekspor Limbah B3; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon; r
b. identitas Limbah B3;

¢. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
d

nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

e. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetijjui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbab B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ckspor Limhah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekorendasi ckspor Limbah B3 sebagaimana dirnaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemernintahs n di bilang perdagangan.

Persyaratar: dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Pasal 328

Pemanfaar  Limbah B3  untuk  dapat melakukan
Pemarfaaan Limbah B3 yang diserabkan cien Sctiap
Orang scbagaimana dimaksud dalam DPasal 326 ayat (1)
huruf a wajib momidiki:

a. Persetujuan Lingkungar: dan

b. Perizinan Berusesha di bidang usaha Pengelolaan
Limbah B33,

Pemaniaatan Limmbah B3 oleh Pemanfua® iLimbah B3
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. Pemaifaatan Limbah B3 sebagai suhstirusi nahan
vak,

b. Pemanfasten Limbeh B2 sebagai substitusi sumber
energe;

c. Pemanfaotan Limbzal B3 sebagai bahan baku; dan

d.  Pemanfaatsn Limbah B3 sesual dengan
perkembanysm imiu gengetahuan dan teknologi.

Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 herasal dari Limmbah B3 yang dihasilkan oleh
1 (satu} atau heberaps Penghasit Limbah B3.

Pasal 320 . . .
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Pasal 329

Pemanfaa: Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 325 dilarang melakukan Pemanfoatan Limbah B3
terhadap Limbah B3 deri sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik yvang memiliki iingkat kcntaminasi
radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Rg/om?
(satu Becquere! per sentimeter persegl) dan/atau
konsentirasi aktivitas sebesar:

a. | Bg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tHap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atay

b. 10 Bq/gr (sepuinh Becquerel per gram) untuk kalium.

Radionuxiida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaruf
a meliputi:

a.  Uranum-23% {1J-238);
Plumbum-210 {(Ph-210);
Radiim-226 (Ra-226];
Radinum-223 (Ra-228);
Thorium-228 (Th-228};
Thorium-230 Th-230);
Thoraim-234 (Th-234); dan

L. Polonium-210 (P3-213;.

® M0 o 0T

Radionuklida  Poloninm-210  (Po-210) sebagaimana
dimaksud pade ayat (2} huruf h hanya beflaka untuk
penentuan konscntresi aktivitas radionuklida aaggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal
dar kegiator ehsploitcst dan pengilangan gas bumi.

Larangar:  rmaelakukan  Pemanfaatan  Limbah B3
dikecualike a jika tingket tadiocaktivitas dapat diturunkan
di bawah ringkat kentsininasi radicakti! dan;atau
konsentvasi aktivitas stbagaimana dimaksud pada ayat
(1.

Pasal 2330 ...
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Masal 330

Untuk dapst memperolels Persciujnan  Linglbungan
schagaimana dimaksud dalarn Pasa! 328 ayat (1) huruf a,
Pemanfaat Limbah B3 wajibh memiliki Persetujuan Teknis
Pengeloiaan Limbah B2 untuk kegiatan Pemactaatan
Limbah BS.

Pemanfaat Limbah B3 schagaimana dimaksud pada ayat
{1) mengajukan perinohonat: kepada Menteri, dilengkapi
dengani persvaratar yang melipati:

a. nama, siimber, karakieris:ik, dan jumlan Limbali B3
vang skav. dimanfeatkan:

b, lokast fdden koordinat kegiatan Peinanfaatan Limbah
B3;

¢, rencana pembangunan fasilitas Pernanfaatan Limbah
B3 bag Pemanfasian anneh B3 yang membutuhkan
fasilitas Pemanfeatar Limbah B3, yang memuat:

1

1. desain  dann  rancang  bangun fasilitas
Peinanfaiian Limbah B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemezutaatan Limbah B3;

d. dckumen mengenal teinpat Penyvimpanan Limbah 873
sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

e. Jdokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 29Z;

. dexumen mengenad desain dan spesifikasi tekoologi,
metode, proses. dan )apasitas Pemarnfaatan Limbah
33;

g dokumen mengenai nama dan jumiah bahan balmu
dan/aau balian penolong berupa Limbah B3 urntuk
canpuarun Pemanfaatan Lunbahk B3;

N, prosedur Pemantaatan Limbah B3;

L domiiner 1encana ujl coha  peralatan, metode,
eknolagt, con/coav 1asihitas Pernanfaatan Limbah B3
rnelipuin

1. dckasi un ooba;

2. jadwal . . .
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™

jadwal pelarsanaan uji coba;

_(‘:

keterangan  raengenal  peralatan,  metode,
ickeologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

LY

keterangan mengenai rencana pelaksanaan aj
cona’ aan

2. prosedur penarniganan pelaksanaan uji cobe,
bagt Peraanfaatan Limbal B3:

1. sebagai substitusi vahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagai substitusi sumber energi;

L

perhitungan biayva dan mcdel keekonomisn;

k. bukti kepemilikan atas dans penjaminan untuk
pemulihan tungsi Lingkungan Hidup;

l.  rencana pembangunan  dan/atau  penyediaan
laboraterimim wuji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium vang raarnpu menguji paling sedikit
karakteristiiz Limbah R2 mudah meledak, mudah
meunyala, reaktf, korosil, dan/atau beracun:

m. Sistem Tanggap Darurat berups dokumen program
redaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompeternsi di
vidang Pengelolaan Limbah B3,

Permohonan Persetujuan Teknis Fengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pcimenfaatan Limbah B3 kategont 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Perserujiian Teknis sebagaimana dimaksnd
pada ayat (2) huruTe.

Pasal 331

Mentert  sectah  menerinia  permohonan  Persetujuan
Teknis Pengewlaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaaten Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 530 mwemberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkajan  zdministrasi  permohoran  Persetujuan
Teknis paling lnme ¢ i) hari kerja sejak permohonan
diteriuna.

(2) Setelals . . .
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Setelah permohéinn dinyatakean  lengkap, Menteri
melakuka:n verifikasi paiing lama 7 {tujuh) hari kerja.
Dalam hal hasil vecifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menurnjulican:

a, nermmohonan Persetyyuan Teknis Pengelolaan Lirubah
K3 memenuni persyaratan, Menteri menerbitkan
Fersetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Fenenfaatau Limbah B3 paling lama 7
ityunj bar kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetnjuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tdak incinenuhi persyaratan, Menteri mennlak
permchonar Persetujuan Teknis Pengelolsan Linibhah
83 untux kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 naling
lcma 7 tujuh) han kerja sejak hasii verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan pcnolakan.

Pas.’a; 332

Persctujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3  untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjach perubahan terhzdan persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakieristik Limbah B3 yang
dimanfaatkan;

b. desain «knologi, wmetode, proses, kapasitas
temanfaatan Limbah B3; dan/atau

¢. bahanr baku dan/atau bahan penclong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah

Perinohenan perubehan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud padz ayar (!} diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubanari,

Permohonan perubahan Persetajuan Teknis sebagaimana
dimaicsud psda ayat (1) digjukan secara tertolis kepada
Menten

Mentert meiaku¥an evaluasi ternadap permohonan
perucahan Perseizjuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayut (3) pabiag lama 10 {sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perabat o Fersetujuan Teknis diterima.

(5) Dalam . . .
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Dalam hal hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) menunukicsn

a. Kesesualan datk, Menteri mienerhitkan perubahan
Persciwjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
tujik) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

0. ketidasksesualan data, Menteri menolak perinchonan
pcrubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Femanfaatan Limbabh B3 paling
lama 7 {uyuh) hari keria sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakaan.

Perubahan Persetijuun Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayal (5) hurul a menjadi dasar dalam pernihahan
Persetigjuan Lingkungan.

Pasal 333
Persevijuian  Teknis  Pengelolaan  Limbah B3 uniuk
kegiatan Pemanfaatan Limkah B3 memuat:

a. idenfitas pemegang Yersetujuan Tekms Pengelolzan
Limbah B3;

b. ianggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

¢.  kewgjiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaaa

Limbah B3 untuk kegiatan Pemantaatan Limbah B3,
setelat Perizinan Berssaha terbit; dan

d. persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B2 yang

ineliputi

1. nama, sumber, dan karakteristik Limmbah B3
yang akan dirzariaaikan;

2. juralaly, kapas:tes, dan komposisi Limbah B3
yang akan dimznrfaatkan;

3. desain  dan  rancang bangun  fasilitas
Pemantfaatan Limbah B3;

4.  iate cara pengemasan Limbah B3;
<. tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;

5, ketentuan Sunbol Limbah B3:

7. tata . ..
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7. tats letak saliran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiaian Pemaniaatan
Limibat B3

8. hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebeluin
dimanfaatkan, paramcter kualitas lingkungan,
dzay standar mutu pruduk;

O

. Sistem Tanggap PDarurat Linibah B3 berupa
dokumicn  program  kedaruratun  Pengeioiaar
ILimbah B2: dan

10, kepemiblkan fasilitas laboratorium dan/atau alat
arnalisa labaraiorium yang mampu  menguji
naling sedikit karakteristik Limbah B3 wudah
m:zledak, mudan menyala, reaktif, korosif,
dan;awsu heracun.

kKewaiiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbal: B3 untvk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputs:

a. nrelakukan  identitikasi Limbah B3  yang
dikumpulkan;

. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai

E:L.

dengan stanidar produk, standar Lingkungan Hidup,

dan/aiau baku mutu Lingkungan Hidup;

melaksanalkarn Uit coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi

Pamanfaatar Limbah B3:

1. schbagasr substitusi bahan hziku yang tidak
wemiliki Standar Nasional Inconesia; dan/atau

~

2. scbagal substitusi sumber energi:

melawikan nencaiatan nama dan jurmah Limbah B3
yang dimanfaztizan  dari  Limbah 83  yang
dihesilkannya;

memfungsikan rmnat Penyimpauan Limbah B3
sebagal temozt Penvirnpanan Limbah B3,
menylpar Liastbal: B3 vang akan dimanfaatkan ke
dalarn e pat Penyinmanan Limbah B3;

melalraban Peagumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfzatkan;

h. memanfaatkan . . .
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memaniaatican Lirnbab B3 sesuai dengan teknologi
Pemanfaa.an l.mbah B3 yang dimiliki;

menyisun dan menyampalkan laporan
pembangunar fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasii Limbahh B3 vang belum mern.iliki fasilitas
Peniantaaten Limbah B3:

menyusen  dan menyampaikan laporan ujl ccba
Peroanfaatan Limban B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 scbegal subctitusi bahan baku vang tidak
memsiliki- Standar  Nasional Indonesia  danjatau
substitust sumoer energi;

menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3:

melakukan up ternadap Limbah B2 den produk hasil
Pemarifaatan Limbah B3 secara berkala paling scdikit
1 (saty} kali dalam 6 (enam) bulan;

memihik dan meleksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen prograre kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3, dan

memiliki  tenaga  kerja yang memiliki  sertifikat
kompetens: di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 334

(i  Pemanfaar Lunbah B3 wajib:

a.

SK No 084733 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tcrcantum
dalam Peisetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
unituk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimeksud datam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  o:nzemasan  Limbah B3  yang
dihasilkanavs sebageimana dimaksud dalamn Pasal
292;

melakukan  Pengumpulan  Limbah B3 yang
dihasilkarnya secual dengan ketentuan sebagaimana.
dimakaw i dalam Pasal 208;

e. melakukan . . .
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e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

f.  menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah,;

g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

h. menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Pemanfaat Limbah B3 yang belurn memiliki fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3:

i. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagal substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

j.  menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan

Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

L. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3,

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.

(4) Laporan . . .
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Laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf j disampaikan kepada Menteri, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Tekms Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 335

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
(1) huruf h, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
yang tidak wajib melakukan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO  untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasiona! Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan . . .



SK No 084737 A

1)

(2)

3

(4)

a

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 336

Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf i,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 {sepuluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menter1 menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolean
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLCO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan daiam Perizinan Berusaha.

Pasal 337 ...
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Pasal 337

Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b.  mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

Untuk memperoieh penetapan penghentian kegiatan.
Pemanfasat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. identitas permnohon;

b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Mentert setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja seiak
permohonan diterima.

Pasal 338

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping,
dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 339 . ..
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Pasal 329

Setiap Orang yvang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3
dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat
mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari
sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.

Liunbah B3 dan sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping
merupakan Limbah B3 dan sumber spesifik vang berasal
dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.

Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan
dilengkapi dengan persvaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon;

b. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
c. nama Limbah B3;
d

bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan Limbah B3;

¢. proses produksi yang menghasilkan Limbab B3 dari
sumber spesifik yang diajukan unluk ditetapkan
sebagail produk samping; dan

f. nama produk samping serta sertifikat standar produk
yang dipenuhi, vang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 340

Menteri setelan menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339 menugaskan tim ahli Limbah
B3 untuk melakukan evaluasi.

(2) Tim .. .
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Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
identifikasi dan analisis terhadap:

a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;

b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

¢. nama produk sarnping serta sertifikat standar produk
yvang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkemenrerian vang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan
oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak penugasan diberikan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari keria
sejak hasil evaluasi diketahui.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit memuat:

a. identitas pemohon;

b. nama Limbah B3:

c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
d. kesimpulan hasil evaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) menunjukkan:

a. penggunaan Limbalh B3 dari sumber spesifik bersifat
pasti dan konsisten;

b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasiikan dari satu
siklusg tertutup produksi yang terintegrasi;

¢. Limbah . ..
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¢. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk
yang ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

d. adanya nomor registrasi produk samping sebagai
produk yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan, "

rekomendasi tirn ahli Limbah B3 memuat pernvataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk
samping.

Dalam ha! hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim
ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3
dari sumber spesifik bukan sebagai produzk samping.

Pasal 341

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3
menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagar:

a. produk samping; atau
b. bukan produk samping.

Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sehagai nroduk
samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan
kepada Menteri.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan
rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian  yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan untuk menerbitkan nomor pendaftaran barang
sebagai produk.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang
yang menghasilkan Limabah B3 dari sumber spesifik wajib
melakukarn Penyvimpanan Limbah B3.

Paragraf . . .
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Paragraf 8
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 242

{1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Sctiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah
B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Pasal 343

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 342 ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. termal;
b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

¢. cara lsin sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologl.

{2} Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan teknologi; dan

k. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkungan Hidup.

Pasal 344

Setiap Oranrg yang renghasilkan Limbah B3 yang akar
melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 342 wajib memiliki:

a. Persetujuan Lingkungan; dan

h. Ferizinau Berusaha.

Pasal 345 . . .

SK No 084742 A



SK No 084743 A

(1)

(3)

(4)

(5)

-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Pasal 345

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 vang dilakukan dengan cara
termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Baku Mutu Emisi;

b.  standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling
sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan
koima sembilan sembilan persen); dan

¢. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senvawa principle organic hazardous constituents
(POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
persenj.

Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan
Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri
semen.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principie vrgaric hazardous constituents (POHCs)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku
untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik
infeksius.

Standar efisiens! penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs)
sebagaimand dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tdak berlaku
untik Pengolahan Limbah B3:

a. berupa polychlorinated biphenyls; don
b. yang berpotensi menghasilkan:
1. polychlonnated dibenzofurans; dan
2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.

Dalam hal Llimbah B3 vang akan diolah berupa
polychiorinated biphenyls, pengolahannya harus
memenuhi  standar  efisiensi  penghancuran  dan
penghilangan senvawa polychiorinated biphenyls dengan
nilar paling sed:kit men<apal 99,9999% (sembilan puluh
sembilan koma asmbilan sembilan seinbilan serobilan
persen},

(®) Dalam . .
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Dalam hal Limbah B3 yang akan diclah berpotensi
menghasilkan polychlorinated dibenzofurans,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sermbilan sembilan sembilan persen}.

Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi
menghasilkan polychlonnated dibenzo-p-dioxins,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
dibenzo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koina sembilan
sembilan sembilan sembilan persen).

Pasal 346

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 343 ayat (1) huruf b berupa baku mutu stabilisasi
dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan
anorganik.

Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan baku mutu
TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 247

Untuk dapat memliki  Persetujuan  Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, Setiap
Orang yang menghasilkar:n Limbah B3 wajib memiliki
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Setiap Orang yang mernghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud carda  ayat (1) wmengajukan permohonan
Persetijuan 7Teknie Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengulahan Limbah B3  kepada Menter,
dilengkapi dengai: perzyaratan yang meliputi:

a. nama . . .
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nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 vang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

dokumen mengenal pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292;

dokumen mengenal desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3:

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penclong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

prosedur Pengolahan Limbah B3;

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologl, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,

bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan . . .
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1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dar:

2. dengan cara lain sesual dengan perkembangan
imu pengetanaan dan teknologi sebagaimana
dimaksiv] daiarm Pasal 343 ayat (1) huraf ¢ yang
tidak wermmilik Standar Nasicnal Indonesia;

j.  Sistemr Tanggap Darurat herupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. wnaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 348

(1} Menteri setelah mencrims permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbsh B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasai 347
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi permchonan Persetujuan Telnis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lama Z {dua) hari kerjo sejak permohonan diterima.

{2) Setetah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh j hari kerja.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan Perseiujuan Teknis Pengelclaan Limbah
B3 memenubly persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Tcknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hiari kerja sejak hasil verifikasi dikerahui; atau

b.  permohnnan Persetujuan Teknis Pengeloiaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permolonan Persetujuan Teknis Pengeiolaan Limbah
B3 untuk kegialan Pengolahan Limbah B3 paling -
lama 7 {tuiun) hart kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan penoiakan.

SK No 084746 A
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Pasal 349

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah teriadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permchonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan imbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permol:onan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 350

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 348 ayat {3) huruf 2 paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

h. tanggal . . .
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tanggal penerbitan Persctujuan Teknis Pengelolaan
Linrhah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Perigolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Beruszha terbit; dan

porsyaratan  teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meiipuiti:

I. nama, sumber, dan karalteristik Limbah B2
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Lirnbah B3 yang akan
dinlah;

3. descin dan rancang bangun fasilitas Pengalahan
Lirabah B3:

4. spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;

19y

ctia letak lokasi fasilitas Penigolabhan Limbah B3:

@

xctentuan Simbol Limbah B3;

=~

tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dibasilkan dari kegiatar. Pengolahan
Limbsh B3:

. hasil uji laboratorium untuk kerakteristik
Limbah 133 vang akan dinlah;

9. yji laboratorium untuk paramcter Kkualitas
lingkungan; dan

10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
nrogram kedaruratan Pengelolaan Limbak B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
meliputi:

a.

b.

melakukar, dentitkasi  Limbah B3 yang
dikuiumpulkan;

melakukan pencatatan rnama dan jumlah Limbah B3
yang olah;

meiakianakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi
FPengolahan Limbah B2;

1. dengan . ..
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l. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
standar Pengolahan Limbah B3;

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan Pengumpuian Limbah B3 yang akan
diolah;

mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; ‘

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum merniliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 351 . ..
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Pasal 351

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wayjib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  pengemasan Limbah B3  yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292;

melakukan  Pengumpulan Limbah B3 vyang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

melakukan  Pengolahan  Limbah B3  yang
dihasilkannya sesuai dengan Lketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal,;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan ...
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2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya,;

. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat

berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.

(6) Laporan . . .



SK No 097481 A

(6)

(1)

2

(3)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu} kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 352

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat
(1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengclahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
yang tidak wajib dilakukan wji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 353

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf j,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limmbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 354

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib
memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian Kkegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam
hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteni . . .
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh} hari kerja sejak permochonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannva menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan Pengolahan Limhah B3 paling
lama 7 (tujuh) harn sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
walib melakukan pemuithan rfungs: Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 waiib melaporkan surat penetapan
penghentian kegietan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat S (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghcntian kegiatan
Pengolahan Limbah B3 paling larnbat 7 {tujub) hari kerja
setelah pemohon selesai melakukarn pemubhan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan stacus telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 355
Dalam hal Setiap Orang yaiig menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakugaa sendiri rengolahean Limbah B3
yang dihasilkannysz.:
a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah
Limbakh B3; atau
b. dapat melakukan ekspor  Limbanh B3 yang
dihasilkannva
Penyerahan Limbah B3 kepada #engoe-. Linvan B3
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan bukti penverahan limhah B2,

i} Saunatn . . .
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 356

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355
untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang
dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tuyjuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi ekspor Limeah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayst {4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri yarg menyelenggarakan
urussn pemerintahan di bidang perdagangan.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

Pengolah Lircbah B3 il dapat melakukan Pengnlahan
Limbah B3 yang diserahkan oleh Senav  Orang
sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 355 avati (1} haruf a
wajb memiliki:

a. Persetyuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan
Limbah B3,

Pengolahan  Limbah B3 ocleli Pengoiah Limbah B3
cebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
Care..

a. termal;
B stabilisasi dais solidifikasi; dan/atau

¢. cara lain sesual dengan perkembangan  ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud nada ayat
(1)} dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan teknologi: dan

b. srandar Lingkungan Ridup atau baku mutu
Lingkungan Hidup.

Limbah 22 yany diolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berasal dari Lunkah B3 yang dihasilkan oleh 1
{satu) atau beberapa Penghasil Limhah B3,

Pasal 358 . ..
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Pasal 358

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) huruf a,
Pengolah Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

b. lokasidan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

¢. rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud :dalam
Pasal 292;

f. dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metede, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3;

g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan bhaku

dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

h. prosedur Pengolahan Limbah B3;

i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi. ..
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1. lokasi wj ceba;

2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coha; dan

3. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,

bagi Pengolahan Limbah B3:

]. dengan cara termal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

dengan cara lain sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1} huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

Ny

J. bukii kepemilikan atas dana penjaminan untuk

pemulihan fungsi Lingkungan Hidug;

k. werhitungan biaya dan model keekonomian;

. rencana  pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limban B3 atau alat analisa
iaboratorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reektin, korosif, dan/atau beracun:

m. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3: daun

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetens: di
bidarg Pengeloiaan Limbah B3.

Pasal 359

(1} Mentert setelah menerima permchonan Persetyjuan

(2)

Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358
memberiker pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lama 2 (daa) hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah  permohonan  dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling larna 7 (tujuh) hari kerja.

{3) Dalam . . .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 {tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 360

Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjad: perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, Kkapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

¢. bahan baku dan/atau bahan penclong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian . . .
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ketidaksesuaian data, Menteri menoclak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf a menjadi
dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 361

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 359 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a.

b.

identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meliputi:

1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan
diolah;

3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3;

spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
ketentuan Simbol Limbah B3;

tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan
Limbah B3;

8. hasil uji laboratoriummn untuk karakteristik
Limbah B3 yang akan diolah;

No oo

9. uji ...
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9. wi laboratorium wuntuk parameter kualitas
ingkiingan;

10. Sistem Tunggap Darurat berupa dokumen
arogram kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan

11. kepemilikan farilitas iaboraterium dan/atau alat
analisa laboratorium yang mampa menguji
paiing sedikit karakieristik Limbah B3 mudah
meledak, mudah menyala, reakul, kerosif,
dari/atau beracun.

Kewgjiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
meliputi.

a.

b.

melakukan identifikasi Limbah B3  yang
dikumpulkan;

melakukan pencatatan nama dar juralah Limbak B3
yang diolah;

melaksanzkan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 343 avat (1) huruf a; dan

2.  dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat {1) huruf ¢ yang
ticak memiliki Standar Nasional Indonesia;

melaksanakan Pengolanan Limbah B3 sesuai dengan
standar Pengolanan Limbah B3;

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B2
sebagai teirpat Penyimpanan Limbah B3;

mienyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
teropat Peuyimpenarn Lirnbah B3;

melaknkan Pengurnpulan Limbah B3 yang ekan
diclah-

mengolah  Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengoiahan Limbah B3 yang dimiliki;

i imenyusun . . .
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menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan wji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 362

(1) Pengolah Limbah B3 wajib:

a.

SK No 097486 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan 291;

melakukan  pengemasan Limbah B3  yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292; '

melakukan  Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

e. melakukan . . .
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melakukan  Pengolahan Limbah B3  yang
dihasilkannya sesuai dengan Kketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan air Limbah;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uwji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat.:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memuliki tenaga kerja vang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

{2) Dalam . . .
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Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 {empat helas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbab B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kah dalam 6 ({enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 363

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat
(4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
vang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. idak . ..
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b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 364

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5), Menteri
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . ..
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SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a menjadi dusar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Limibah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung iawah
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusahas.

Pasal 365

Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan
pengher.tian kegiatan itka bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaanr atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3,

Untuk memperoleh penctapan penghentian kegiatan,
Pengolah Limbah B3 sebugaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melakukan pemuiihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal rerdapat Pencemaran Lingkungar Hidup. dan
harus mengajukan permononan secara tertuiis kepada
Menteri.

Permohonan sebagaiinana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identitas pemobon;

b. laporan pelaksanaan Pengoiahan Limbah B3:
dan/ataaq

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menter1 setelah menerima permohenan sebagaimana
dimaksud pada avat {3 melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 1€ (sepuluh) hari Kkerja sejak
permohornian diterima.

Paragraf . . .
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Paragrafl 9

Penimbunan Limbah Bahan Berbahaja dan Beracun

(1)

(2)

(3)

Pasal 365

Setiap Orang yang menghasilken Limbah B3 wajib
melaxsanakan Penimbunan Limbah B3.

Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimburian Limbah
B3 diserahkan kepada Penimbun Limhah B3.

Pasal 367

Penimbunan Limbah B2 oich Penghasil Limbah B3
sebayzimana dimaksud Jalam Pasal 366 ayat (1) wajib
merniliki:

a. Persetwuan Lingkuigan; dan

h. Perizinan Berusaha.

Peniunbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3
berupa:

a. pentmbusan akhir;
sumur injeksi,
penempatan kembali di area bekas tambang;

endungan penampung Limbah tambang; dan/atau

o p oo g

fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan
perkembangan ilinu pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan
akhir sebagairana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
atas fasilitas peuimbusan alzhir Limbah B3:

a. welaslI;
b. kelas 1[; dan

¢,  keles I

(4) Terhadap . ..
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Terhadap Lirababh B3 kategor: 2 dari sumber spesifik
khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktii lebin
besar dari atau sama dengen i Bq/com® (satu Becquerel per
sentimeter porsegi) dan/atau  konsentrasi aktivitas
sebesar:

a. 1 Bg/gr (salu Becquerel per gram} untuk tiap
radionukiida anggota dcret uranium dan thorium;
atau

0. 10 Bg/gr (sepuluh Becquerel per gram)} untuk kalium,

dilakukan penirmbunan paling rendah pada fasilitas

penimbusan  akhir Linbah 83 kelas 11 sebageimana

dimaksud pada ayat (3} hurutf b.

Redionuklida sebagaimana dirmaksud pada ayar {4) huruf

a meliputi:

a.  Urenmm-238 (U-238;;

b.  Plumbwn-210 (Pb-210);

c.  Radium-226 {Ra-226);

d. Radium-228 {Ra-228);

€. Thorium-228 (Th-228j,

f.  Thorium-230 ITh-230);

g, Thorium-234 {Th-234); dan

L. Polonium-210 {Pc-2 (0).

Radionuklida  Prlonium-210  (Po-210} sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku antuk

pencntuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota

deret uranium dan thorium pada Limbah B3 vang berasal
dari kegiatan ekspleitasi dan pengilangan gas bumi.

Limbah B2 berupa tailing dari kegiatan pertambangan
vang mernuizki tingkat kontaminasi radicaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas
Penimbuinan Limbah B3 berupa bendungan penampung
Limbat taunbang.

Pasal 368 . . .
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Pagal 368

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan
melakvkan  Penimbunain Limbah B3 pada (asilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalan: Pasal
367 ayat (2) buruf a wajib melakukan vuji total konserntrasi
zat  pencemar sebelum mengajukan permohonan
Persctwiuan Teknis Pengelolaan Limbhah B3  untuk
kegiatan Peaimhunan Limbah R3,

Uji total konsentrasi zat pencemar schagaimana dimaksad
pada ayat (1)} dilakukan pada laboratorium uti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebsgaimana
dimaksud pada ayat (1;:

a.  wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah
B3 paling lama 3G itiga puluh) hari sejek uji total
konsentrasi  zat pencemar Limbah B3 selesai
dilakukan; atau

b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 369

Lokasi Penimbunan Liinbah B2 harus memenuki
persyaraian yang meliput:

a. bebas banjir;
b. permeabilitas tanah;

¢.  merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil,
tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
dan

d. tidak inerupakan daerah resapan air tarah, terutama
vang digunakan untuk air minum.

Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1, huruf b tidak berlakv untuk Penimbunan
Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:

a. sumur injeksi;
b.  penempatan kembali di area bekas tambang;

¢.  bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau

d. fasilitas . . .
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d fasilitas Peaunbunar Limbah B3 lain sezuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling
banyak 107 cm/detik (sepnluh pangkat minus tuyyjuh
sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan
aknir Limbah 33 kelas I dan kelas II: dan

b.  permeabilitas tenah yang memiiiki nilai paling
banyvak 105 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima
sentimeter per detikl, unwk fasilitas penimbusan
akhir Limbah B2 kelas HI.

Pasai 370

Kasilitas Penimbunan Limbah B2 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:

a. desain fasilitas;
b.  memiltki sistewm pelapis yang dilengkapi dengan:
1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan:
2. pengumnpulan air lindi dan pengolahannya;
3. sumur pantau; dan
4, lapisan penutup akhir;

¢.  memiiiki peraiatan pendukung Penimbunan Limbah
B3 yang paling sedikit terdiri atas:

1. oeralatan dan perlengkapan untuk mengatasi
keadaan daruvrat;

o

Riat angkut unituk Perumbunan Limbah B3; dan

alat pelindung dan keselamatan diri; dan

6

d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3,
penutupan. dan pasca penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi
dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 371 . . .
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Pass) 371

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengclahan Limbah B3 sesuai dengan standar
pelaksanaan  Pengolaharn Limbab B3 schagaimana
dimaksud dalam Pasal 345 dan/atau Pasal 345 untuk
Limbah B2 vang akan dilakukan penimbunan di fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pads ayat (1) wajib
ditimbun di fasilitas penimbusar: akhir sesuai hasil wji
total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud
dalem Pasai 3G8.

Pasal 372

Untuk  dapat memiliki Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) huruf 2,
Setiap Orang yeng menghasilkan Limbah B2 wajib
memilik: Persetujuan Teknis Pengelolnan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada
Menteri, dilengkapi dengarn persyaratan vang meliputi.

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumiah Limbah B3
yang akan ditimbun,;

h.  rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3, bagi Penghasil Limbah B3 vang belum memiliki
fasilitas Penimbunan Limbah B2, yang memuat:

1. desain dan ranceng  bangun fasilitas
Penimbunan Limbah B3 dan tasilitas pendukung
Penimbunan Limbah B3; dan

2. jadwal peleksanaan pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

c. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasai 370;

d. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses,
dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

e. prosedur . . .
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e¢. prosedur Penimbunan Limbah B3;

hasil uji laboratorium terhadap parameter
Lingkungan Hidup;

g.  hasil uji laboratorium permeabilitas tanah untuk
menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah
B3,

h. persetujuan dari lembaga pemerintah yang
melaksanakan urusan di bidang keamanan
bendungan, untuk kegiatan Penimbunan Limmbah B3
pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa
bendungan penampung Limbah tambang;

1.  rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratoriumn uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium yang mampu mcnguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

). rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

k. Sistemm Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

1. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3,

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencernar Limbah B3, bagi kegiatan
Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3.

Pasal 373

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling ilama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayart {2) menunjukkan:

a. permohonan Persctujusn  Teknis menienuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikas: diketahui, atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri mernolak permohgonan
Persetgjuan Tekmis Pengelolaan Limbah B2 untuk
kegiatan Penimbunan Limbabh B3 paling lama 7
{tujuh} hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 374

Perseiuyjuan Teknis Pengelelaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalarma hal
terjadi perubahan {erhadap persyaratan yang meliputi:

a. mnama dan karakteristik Limbah B3 vang ditimbun;
dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/2tau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Permohonan perugbashan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) digjukan secara tertulis kepada
Mentenn paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan,

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
peribahan Persciwiuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
Dalam hal hasil evaiuasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merunjukkan:

a.  kesesuwian data, Meuteri menerbitkan perubaban
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kKegiatan Pen'mubunan Lirabah B3 paling lama 7
{tyuh) nari kerja. sgjak hasil evaluasi diketahuai; atau

b. ketidaksesuaian . . .
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kFetidaksesuaian data, Menteri menolak permohonian
perzcahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B2 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling
lama 7 (twuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persctujuan Teknis sebagaimana dimuksud
pada ayat (4) hurui a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingikungan.

Pasal 375

Persetuyuan  Teknis Pengelolaan Limbah B3 uniuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 373 ayat (3} huruf a, memuat:

a.

b.

idenvitas pemecgang Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limtah B3;

tanggal penerbitan Persetajuan Teknis Pengelolaan

Limbah R3;

kewsjibun pemegang Persetujuan Teknis Pengeloiaan

Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbab B3,

sctelal: Perizinan Berusaha terbit; den

persyaratan ‘eknis Penimbunan Lumbah B3 yang

mehput:

1. nama, suinber, dan karakteristik Limbah B3
vang akan ditimbun;

2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan
kapasitas fasilitas Penimbunan L.imbah B3;

0_'\

desain rancang bangun fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

4.  rincian iata letak dan rincian lokasi fasilitas
Fenimbunan Limbair B3;

o

hasil wi dari laboraterium terakreditasi Limbah
B3 yang akan ditimbun;

©.  uji laboratorium terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;

7  Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Linibah B3; dan

8. rincian . . .
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8. nmnncian pelaksanaan penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 wntuk kegiatan Penimbunan Limbah B2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun;

b.  melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

c. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang ditimbun;

d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3,

e. menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang behim memiliki fasihitas
Penimbunan Limbah B3;

f. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3;

g. memi'ki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
herupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

h.  memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat

kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3,

Pasal 376

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kcwalibant sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan  Penmuuburan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai denganr ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3;

d. memenuhi . . .
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d. meirenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau
baku muti Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan
Penimhoanarn Limnbah B3;

e.  menaatr Baku Muci Air Limbah, jika venimbunan
nienghasilkan air Limbah;

f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat
Penimbunan Limbah 83;

g.  melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi dampak negatif vang mungkin timbul
akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;

h.  meauwup bagian paling atas fasilitas Penimbunan
Limbah R3;

1. menyusun dan menyampaikan Japoran
pembangunan fasiliras Penimbunan Limbah B3, bagi
Pengnasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

J.  menyusur dan menysmpaikan laporan Penimbunan

Limbah B3, yang memntiat:

1. wnama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang
dihasitkannya;

k. memiliki dan melaksanakar. Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

. memiliki tenage kerja yang memiliki sertifikat
konipetenst di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Kewajiban wmenutup bagian paling atas fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3
telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3
sclesal diiakukan.

Laporsn pembangunan {usilitas Penimbunan Limbab B3
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri, secars bertahap pada kegiatan:

a. penetapan . . .
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a. penetapan iokasi Penimbunan Limbah B3, dengan
dilengkap! kajiun wniang pemenuhan persyaratan
lokasi Limbah R3 yang metiputi:

1. tebss banjir;

2.  permeabilitas ranah;

-

merupakan daevah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan hepncana. dan di luar kawasan
itndung; dan

4. tidak merupakan dacrah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minuam;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasiiitas Penimbunan
Limbah B3.

Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bagi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3, memuat
informasi mengenai:

a. sistemm  pelapis sesual dengan kelas  fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3; dan

b.  hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbzh B3 kelas [ dan kelas J1.

Pelaporan secara bertzhap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan
huruf b.

Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 377

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat
(1) huruf i, Menteri melakukar: verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerya sejzk laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi schagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukian fasilitas Penimbunan limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. stsuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri  menerhitkan SLO  untuk  kegiatan
Penimbuuvan Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Tekiis Pengelolaan
Limbzih B3 uantuk kegiaton Penimbunan Limbals B3,
Menteri inenyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencans fasilitas Penimbunan Limbah
B3 yang termuat dalam Persetujunan Teknis
Pengeiolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limibah B3,

Pencrbitan 8SLO atau penyampaian suarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) dilakukan paling lama 7 ftujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimalesud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimalainya;

a. kegtaran operasional Penimbunan Limbah B3: dan

L. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 378
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3: atau

c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

Untuk memperoich penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat {ij harus
mengajukan permohonan secera tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetijuan Lingkungan.

{(3) Permohonan . . .
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3,

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hart kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannva menerhitkan nenetapan
penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling
lamma 7 (tyjuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuithan jungs: Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan siwat perietapan
penghentian kegistan sebagaimans dimaksud psda ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghoatian kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lawu.bet 7 (v, ut) hari kerja
setelah pemohon selesai melakunarn peuulinan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirnaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan sta:us telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminast,

Pesal 379

Setiap Orang yang miergnasivan wasern B3 yang telah
memperoleh peaztanan pengtsntian rRegiatan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 278 ayat (5) huruf a
dan ayat (7) wajit melaksanakan pemantauzn "ingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/ataa ‘“s{itc ;s Ponimbunan
Limbah B3 yang teleh memperoleh neretaj. 1 penghentian
kegiatan.

{£) Poinantacan ...
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Pemantauen Lingkungean [lidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakuivan paling singkat:

e. 30 (tiga puluhj tahun scjak penetapan penghentian
kegiaten diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan
Limbah B3 kerupa penunbuson akhir dan sumur
injeksi;

©. 10 (sepuhuh} tahun sejak penstapan penghentian
kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan
Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah
tambang; dan

c. 3 {lma) takun sejok kepgiatan Penitnbunan Limbah B3
dilientixan, untuk fasilitas Penimbunan Limban B3
berupa periempatan kembali di area bekas tambang,

Pemantavan Lingkungan Hidup sehagaimana dimaksud
pada ayet (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantanan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Lirbah
B3;

b.  pemantauan kualitas Lingkuagan Hidup di sekitar
lckasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

c. peisporan hasil pemantavan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 380

Daiam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melaekukar sendiri Penimbunan Limbah B3
yang dihasilkarnya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan
kepada Penimbun Limbabh B3.

Penyerahon Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti
penyerahan Limhbah B3,

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat 12} disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 {tujuhj hari setelah penyerahan Limbah B3.

Pasal 381 |, ..
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Pasal 381

Untiak dapat mejakukan Penimbunan Limbah B3 yang
diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 380, Penimbur: Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persetujuan Lingkungan; dan

b.  Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengeiolaaan
Limbah R3.

Penimbunan Limbak B3 olek Penimbun Limbak B3
dilakukan pada fesditas penimbusan akhir Limbah B3
kelas I atau kelas il sesuai dengan ketentuan sebagaimana.
dimaksud dalam Pasai 367 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan cleh
1 {satu} atau heberapa Penghasil Limbah B3.

Puasal 382

Untuk  dapat memiliki Persetujuan  Lingkungan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) huruf a,
Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetuivan Teknis
Pengeiolaan Limbal; B3 untuk kegiatan Pernimbunen
Lirnbah B3,

Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengajukan permohonan ersetujuan  Teknis

Pengelolaan Limbab B3 kepada Menteri, dilengkapi

dengan persyaratan yang meliputt:

Aa. karakteristik dan jumlah Uimbah B3 yang akan
ditimbun;

b. rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3, yang memuat:

1. desain dan rancang  bangun fasilitas
Penimbunan Limbab B3 dan fasilitas pendukung
Perimbunan Limbah B3; dan

&

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
fenimbunan Limbah B3,

“dekumen mengenai lokas: dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 zesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pusal 369 dan Pasatl 370;

@]

d. dokumen. ..
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d. dokumen mengenai desain, tekriologi, metode, proses,
aan fasilitas Penimbunan Limbah 23;

e.  prosedur Penimibunan Limbah B3;
f.  perhitungan biaya dan mcdel keekonormian;

g hasil uji laboratorium  terhadap parameter
Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis fasilitas
Per.iimbunar Limbah B3;

h. bukti kepemiiikan atas dana penjamiran untuk
peruulihan fungsi Lingkungan Hidup;

. rencana pembangunar  dan/awaz  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 yang marmpu tnenguji
paling sedikit karakteristik Limbah B3 inadah
meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau
beracun:

J- Sistem Tanggap Derurat berupa dokumer program
kedaruratanr Pengelolaan Limbah B3; dain

k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada avat
(2) bhuruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3.

Pasal 383

Menteri setelah menerima permohonan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan iLimbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Tekmis Pengelolaan Limbah B3 paling lama 2 (duaj hari
kerja scjak permohonan diterima.

Setelsh permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakakan verifikesi paling laina 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hel hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) menuniukka:

a. permohonan . . .
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a. permohonan Persetuiuan Teknis memenuhi
persyaratan  Menteri  menerbitkan  Persetujuan
Teknis  Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. pennohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Mentert menolak  permchonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 unwuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
ftujuhj hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 384

Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 unink
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
aan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Permchonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling larna 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permochonan perubahan Persetujuar Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 valing lama 7
{tujuh} hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. keudaksesuaian data, Menteri menoclak permohonan
perubahan Persctuj:an Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling
lama 7 {fuyuh) hazri keria sejak hasil evaluasi
diketabui, dicestai dengan alasan penolakan.

(5) Perubahan . . .
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{5} Perubahan Persetwuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} huruf a4 menjadi dasar dalam perubahan
Perscetujuan Lingkungan.

Pasai 385

(1) Persetujuan Teknis Pengeiolaan Lumbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan lLimbai: B3 sebagaimana dimaksad
dalain Pasal 383 ayat (3) hurel a memuat:

a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3:

b. tanggal penerbitan Persctiyjuan Tekms Pengelolaan
Limbah B3;

c. kewajiban pecmegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limba; 33,
setelah Perizinan Berus<aha terbit; dan

d. persyaratar teknis Penimbunan Limbah B3 yang
meliputi;

[u—

karakteristik Liinbah B3 vang akan ditimbun;

2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan
kapasitas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
3. desain rancang bangun fasilitas Penimbunan

Limbah B3;

4. rincian tata letak dan rincian lokasi fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

5. hasil uji dari laboratorium terakreditasi untuk
Limbah B3 yang akan ditimbun;

6. uji laboratorivm terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;

7. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumen pregram kedaruratan  Pengelolaan
Limbah B2; dan

8. rncian  pelaksanaan penutupan  fasilitas
Penimbunan Limbah B3.
(2) Kewajiban pemegans Perserujuan Teknis Pengelolaan
limbab B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan . . .
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meiskukan ideniifikasi Lirabah B3 vang ditimbun;

melaksanaken Penimbunan Limbak R2  sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah 83;

melakukan pencatatan nama dan jumlsh Limbah B3
vang Jitimbur;

menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dz2lam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3:

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limhah B3;

ierniliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Dar urat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3: dan

memiliki  tenaga kerja yang memiiliki  sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B2.

Pasal 386

Penimbun Limbeah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Perseruiuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan  Penimbunsn  Limbah B3 vang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persctujuan Teknis Pengeloiaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3;

memenuhi standar Lingkungsn Hidup dan/atau
baku mutu Lingicungan Hidup mengenai pelaksanaan
Penimbunan Limbak B3;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan
menghasilkan air Limbah;

melakukan pemagaran dan memberi tanda teinpat
Penimbunan iimbah [33;

g. melakukan ...
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g melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulansg dampak negatif yang mungizin timbul
akivat keluarnva Uirabah B3 ke Lingkungan Hiduy;

h.  menutup bagian paling atas fasilitas penimbusan
akhir {.imbah B3;

1.  menvusun dan menyarapaikan laporan
pembanzunan fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

merrasun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Liinbzah B3, vang memuat:

.,

l. nara, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbiia B3, dan

2. pelaksanaar Penimbunan Limbah B3 vang
dihasilkannva.

Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayai (i)
huruf h llakukan jika fasilvas penirabusan akhir Limbah
B3 tclab terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah
B3 selesai dilakukan.

Laporar. pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf i disampaikan
kepada Menteri, secara berwahap pada kegiatan.

a. penetapan lokasi Penimbunan Limbkah B3, dengan
dilengkapi kajian tentang pemenuhan persvaratan
lekasi Limbah B3 yang meliputi:

1. bebas banjir:
2. permeabilitas tanah;

3.  merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan
lindvung; dan

4. tddak merupakan dacrah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minurm;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Lirubah B3.

{4) Laporan . .
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Laporan prlaksanaan pembangunan fasilitas Perimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bagi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3, memuat
informasi imengenai:

a. sistemn pelapis  sesuei densan  kelas  fasilitas
peninbusan akhir Limbah B3; dan

b. hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusarn akhir
Limbah B3 kelas [ darn kelas I1.

Pclaporan secara heitahap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat 14 jempat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagsimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
hurui b,

Laporan Penimbunan Limbab B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalsra 6 f{enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 3R7

Bercasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat
(4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 190
(sepuluh) hari sejak laporan diterima

Dalam hal hasii verifikasi sepagaimansa dimaksud pada
ayat {1) menunjukkan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

a. sesual dengan Persetwuan Teknis Pengelelaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri  menerbitkan  SLO  untuk  kegiaian
Penumbunan Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbak B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penimbun Limbkah
B3 menguban rcncana fasilitas Penimbunan jimbah
B3 wyang termuat dalam Persetujuan Teknis
Pengeiclaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3.

Penervitan SLO atau penyampailan surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (wjuh)
har: setelah verifikasi dilakukan,

(4) SLO . . .
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SLG untuk kegiaten Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dunaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. Kkegiatan operasional Fenimburen Limbah B3; dar

b. pengawasan terhadap kctaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 388

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan
Teknis Pengeloiaar: Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburian Limbah B2 wajib memiliki peneiapan
pengnentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usahe dor: fatau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan aiau meimnindahian lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbsh B3; atau

¢.  melakukarn penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
83 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 tclah
penuh.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Perumbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayaz
(1) wajib melakukan pemuliban fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal terjadi Pencemaran Lingkungen Hidup, dan
harus mengajukan permohounsn secara tertulis kepada
Menceri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi deagarn:

a. 1dentitas pernchon;

b.  laporan pelaksansan Penimbunar Limbah B3;
dan/atau

c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Mcnteri setelah menerima  permohonan. sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) metakukan evaluasi terhadap

permohonan dan menerbitkan penctapan penghentian

kegiatan paling lama 11U {sepulub} hari kerja sejak

permohonan diterima.

Pasal 384G . . .
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Pasal 389

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
388 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan
Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian
kegiatan.

Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh)
tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;

b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

¢. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No 097491 A

Pasal 390

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(1

(2)

Pasal 391

Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Persetuyjuan  Teknis  untuk  kegiatan Dumping
(Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan
Persctujuan Lingkungan.

(3) Setiap . . .
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Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Limbah B3.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:

a. tanah; dan
b. laut.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Persetuyjuan  Teknis untuk  kegiatan  Dumping
(Pembuangan} Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366
sampal dengan Pasal 375,

Pasal 392

Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat {(4) huruf b
berupa:

a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;

b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau
Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis
(synthetic-based mud); dan

c. serbuk bor dan tumpur bor dari hasil pemboran
Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor
berbahan dasar air (water-based mud).

Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke
laut.

Pasal 393 . ..



SK No 033211 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

Pasal 363

Untuk memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) ke laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 391 ayat (4) huruf b, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3 harus mengajukan permchonan secara tertulis
kepada Menteri.

Pasal 394

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon; dan

b, dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yvang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:

L.

nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3:

a) untuk kegiatan di sektor pertambangan,
memperhatikan keberadaan termoklin
permanen dan kedalamannya; dan

b) untuk kegiatan di sektor minyak dan gas,
memperhatikan angin musim,;

lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 dilengkapi dengan peta lokasi Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

diagram alir proses pengolahan Limbah yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

rona awal laut, biota laut, dan sedimen;

studi pemodelan untuk Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3,

hasil uji dari laboratorium terakreditasi:

a) untuk kegiatan dari sektor minyak dan gas,
meliputi parameter:

1) toksikologi Lethal Concentration-50 (LCso)
96 {sembilan puluh enam) jam;

2) total . . .
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2} total konsentrasi logam berat;
3} total petroleum hidrokarbon (TPH); dan
4) poli aromatik hidrokarkon (PAH);

b) untuk kegiatan dari sektor pertambangan,
meliputi parameter:

1) toksikologi Lethal Concentration-50 (LCso)
96 (sembilan puluh enam) jam;

2) total konsentrasi logam berat; dan
3) teratogenisitas;
komposisi bahan kimia dalam lumpur bor;

peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran, dan
daerah terlarang terbatas; dan

Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 395

Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b'angka
3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen; dan

tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping {Pembuangan)
Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pengolahan hasil
pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang
meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari
atau sama dengan 100 m (seratus meter);

secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya
ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang
mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau
sama dengan 200 m {dua ratus meter}; dan

c. tidak . ..
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c. tidak ada fenomena up-welling.

Dalam hai tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
hurui a, lokasi temnat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limboli B2 berupa sertuk por dan lumpur bor dari hasil
pemboran Usaha dan/atau Kegiatan cksplorasi dan/atau
ekspinitasi di laut sebagaimana dimaksud dzlam Pasa! 392
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ hartus memenuhi persyaratan:

a. terletak di laul dengan kedalaman lebih dari ataun
sama dengan 50 m {lima puluh meter); dan

b. dampaknya berada di dalarn radius lebih keuil dari
atall sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari
lokasi pemboran di laut.

Limbah B3 berupa serbui hor dan lumpur bor dari hasil
pemboran Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 392
ayat (1} huruf b dan hurui ¢ yang dapat dilakukan
Dumping {(Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, ayat (2}, dar ayat (3) merupakan
Limbah B3 vang tidak memiliki kandungan hidrekarben.

Pasal 396

Dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbhah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huwruf b angka 10
paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

orgamsasi;
idencifikasi. pengaktifan, dan pelaperan:
prosedur penanggulangan; dan

jenis dar spegifikasi peralatan.

Pasal 297

Menteri setelah meaerima  permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 324, memberikan pernyataan
tertuiis mingenai kelengkapan administresi permohonan
paling lama 2 {dua) huri kerja sejak perimohonan diterima.

{2} Setelah . . .
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Setelah permichonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paiing lama 7 (tujuh) hari keija.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permchonan memenuhi persyaratan, Menteri
mznerbitkan  Persetuivan Teknis untuk kegialan
Dumping (Pembuangar) Limbah B3 paling lama 7
fraivthi hari kerja sejak hacil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan tidak riemenuhi persyaratan, Menteri
menolak permohinan Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B2 paling
lama 7 f{tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
dikerahui, disertai dengan alasan penolskan.

Pasal 398

Pemegang Perserujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 waiib mengajukan perubahan
persetyjuan jika terjadi perubahan terhadap persyaraian
yang meliputi:

a. identites pemchen;
b. akta pendirian badan hukum;

c. naina, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit
Lirabah B3 vang dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3; dan/atau

d. 1netode dan tata cara Durnping (Pembuanganj Limbah
B3.

Permohcnan perubahar Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pernbuangan) Limbah B3 diajukan
secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
setelah terjadi perubahan.

Permohonan peruixahan Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping Pembuangan) Limbah B3 sehagaimana
dimaksud pada ayst {2) dilengkapi dengan dokurmen vang
menunjukkan perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (1).

{4) Menceri ., ..
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Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 10 {sepuluh) hari
kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis
diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (¢4) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tajuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7
(tuyjuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan,

Pasal 399

Persetujuan  Teknis untuk  kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 397 ayat (3} huruf a dan Pasal 398 ayat (5) huruf a
paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang persetujuan;
b. tanggal penerbitan persetujuan;
c. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
d.

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk

kegiatan Dumping (Pemmbuangan) Limbah B3.
Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit meliputi:

a. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
{(Pembuangan) Limbah B3; dan

b.  melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf d paling sedikit meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b. melakukan . . .



SK No 084796 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang zkan diiakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
RB3;

nielakukan pemantauan kualitas air laut pada titik
penaatan;

meuyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Pemmbuanganj Limbah B3;

memtliki dan melaksanskan Sistem Tanggap arurat
berupa dokumen program kedaruratan Pepngelolaan
Limbah B3; dan

memyliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 400

Setelsh Persetujuan Teknis untuk Kkegiatan Dumping
{(Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang Persctujuan
Teknis wajib

a.,

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan} Limbah B3;

melakukan netralisas: aten penurunan kadar racun
uniuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa
tailing;

melakukan penurunan kandungan hidrokarbon tetal
terhadap Limbah B3 untuk Dumping {Pembuangan)
Lirnbah B3 berune serbuk bor dan lumpur bor;

memenuhi  komposisi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

melakukan pernantavan terhadarp dampak
lingkungan dari pelaksanaan Dumping
{Pembuangan) Liinbah R3;

menyusun dan menysmpaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

-nemliki dan melaksarskan Sistem Tanggap Darurat
berapa dokumen program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah B2; dan

h. memiliki . . |
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h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf { paling sedikit
memuat:

a. nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan
volume Limbah B3; dan

b. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang dihasilkannya.

Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu} kali dalam 6 {enam) bulan sejak
Persetuyjuan  Teknis untuk  kegiatan  Dumping
(Pembuangan) diterbitkan.

Pasal 401

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a.
b.

(1)

(2)

menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi
Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 402

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.

(3) Menteri . . .
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(3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Paragraf 11
Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 403

(1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

(3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan secara berurutan.

(4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi wji:

a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala,
reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan
parameter uji  sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh
miligram per kilogram) berat badan hewan uji;

c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per
kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari
atau sama dengan 3000 mg/kg (lima ribu miligram
per kilogram) berat badan hewan uji;

SK No 083213 A d. karakteristik . . .
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d. Kkarakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 500C mg/kg (lima ribu miligram per
kilogram) berat badan hewan uji;

e. karakteristik beracun melalui TCLP untuk
menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang
diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil
dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar
pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan

f.  karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-
kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 404

Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk
masing-masing ujl.

Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium
yvang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yang baik.

Pasal 405

Hasil uji karakteristik Limbah B3 scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 403 disampaikan oleh Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada
Menteri.

{2) Penyampaian . . .
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Penyampaian hasii  uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
permohonan pengecuaiian Limbah B3 dari sumber
spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit
meliputi:

a. identitas pemohon;

b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang

dihasitkan;
c. baban baku dan/atau bahan penolong vang
digunakan dalam proses produlks! yang

inenghasitkan Limbah B2 dari sumber spesifik; dan

d. proses produksi yang menghasilkan Lirabah B3 dari
sumber spesifik.

Menieri setelah menerma  perrachonan perigecualian
sebagaimana dimaksud pada avat {2) menugaskan tim ahli
Limbah B2 untuk melakukan evaluasi terhadap hasii uji
karakterisiik Limbah B3.

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 280.

Pasal 406

Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 405 ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis
terhadap:

a. hasil uji karakieristik Limkah B3;

E.  proses produksi pada Usaha danjatau Kegiatan yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik: dan

¢. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi.

Evaluasi sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja seizk Menteri

memberikan penugasan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil

evaluasi kepada Menteri paling lama 4 {empat} hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui.

{1) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan

c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji
karakteristik Limbah B3.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan
Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3.

Dalarn  hal hasil evaluasi menunjukkan adanya
karakteristik = Limbah B3 dari sumber spesifik,
rckomendasi tim ahli Limbah B3 meinuat pernyataan
Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah
B3 dari sumber spesifik.

Pasal 407

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 menetapkan:

a. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap
Limbah B3 dari sumber spesifik; atau

b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan
dari Pengelolaan Limbah B3.

Penetapan schagaimana dimaksud pada. ayat (1)

dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari Kkerja sejak

rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada

Menteri.

Paragraf 12

Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No 097497 A

(1)

Pasal 408

Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima,
Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus
mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah
Republik Indonesia melalui Menteri.

(2) Permohonan . . .
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Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:

a.
b.
C.

7

identitas eksportir Limbah B3;
negara tujuan ¢kspor Limbah B3;

dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan
jumlah Limbah B3 yang akan diekspor;

alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
negara transit;

tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau
terminal tyuan transit, waktu tinggal di setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar;

dokumen mengenai asuransi;
dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;

dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3
yang akan diangkut; dan

dokumen yang berisi pernyataan dari Perighasil
Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai
keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pelaksanaan ekspor Limbah B3 dapat dilaksanakan
apabila:

a.

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara penerima disetujui negara penerima;
dan

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara transit disetujui negara transit.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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(5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan 1zin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang perdagangan.

(6) Persvaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Lunbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 409

(1) Dalarmn hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Repubtik Indonesia untuk tujuan transit,
Pengangkut Limbah B2 melahu negara eksportir Limbah
B3 hamis mengajukan pernichonan rnotifikasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.

{2} Menteri memberikan jawabar berupa persetujuan atsu
penulaknn  atas permchonan notifikast sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dalam waktu paling lambat 50
(enam puluh) hari sebelarn transit dilakukais.

(31 Dalam ha! Menteri menolak permohenan notifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus disertai
dengan alasan penolakan,

Paragraf 13

Penanggulangan Pencemaran Lingxungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulitan Fungsi Lingkungan Hidup

SK No 084803 A

Pagal 4110)

Setiap Orang yang meaghsciikan Limbhah B3, Pengumpul
Limbah BZ, Pengzagkut iambahk B3, Pemanfaai Limbah B3,
Pengolah Limsah B2, den/aiau Penimbun Limbah B3 yang
inclakukan Penceruingn Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan clidup weajib melaksanakan:

a. Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungarn  Hidup
dan/arau Kerusakan Lingkunsan Fidap: dan

b.  perrratihan fungs! Lingkuangan Higup.
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Pasal 411

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 412

Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410 huruf a dan Pasal 411 huruf a
dilakukan dengan:

a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

¢. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media
elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup diketahui.

Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit
meliputi:

a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;

b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

¢. identifikasi . . .
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c. idenhiikas: dan penetapan daerah berbohaya; dan

peryusunan dan penyampaian laporan terjadinya
potensl Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
SO . i ) X
Rerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kew enangannya.

Penghentian sumber Pengernaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup schagaimana
dimaksud pada ayar (1} huruf ¢ dilakukan dengan cara
paling sedikit meliputi:

a. prnghentian proses produksi;

b. pengheniian kegiatan pada fasilitas yang terkait
dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
danfatau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingknngan
Hidup pada sumbernya; dan

d. penyusunan dan penvampaian laporan pelaksanaan
penghentian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/falau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada
Menteri, gubernur, atat. bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannysz.

Pasal 413

Meriteri, gubernur, atau hupati/wali kote sesuai dengan

kewenangannya menetapkan pihak ketiga tuntuk

melakukan Peranggulangan Pencemaren Lingkuangan

Hidup dan/atau Kemsakan Lingkungan Hidup atas beban

biaya:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemarifaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,

danf/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
cimaxsud dalam Pasal 410; dau

b, Setiap . . .
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b. Setiap Orang vang  melakukan Dumping
(Pernbuangan) Lunbah B2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 411

jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 412 tidak mulai dilakukan daiam
jangks wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinyz Pencernaran Tlingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Linglungan Hidup.

Biava sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berasal
dari:

a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau

b. dana penjaminan untuk pemulthan  fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasaitia

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika
Penanggiuvangan  Pencemaran  Lingkungan — Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan
oleb:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbab B3, Pengangkuf lLimbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Pemumbun ULimbah B3 sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap Orang vyang  melakukan Dumping
{(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalara Pasal 411.

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
Menteri, guberniur, atau bupati/wali kota dengan pihak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 415 . . .
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Pasal 415

Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b dan
Pasal 411 huruf b dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
zat pencemar;

remediasi,
rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

°© oo o

cara lain sesuai dengan  perkembangan ~ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan
terkontaminasa.

Pasal 416

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat
pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1)
huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a.

b.

SK No 097500 A

identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta
besaran pencemaran;

penghentian proses produksi;

penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan
sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada sumbernya; dan

penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 417 . ..
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Pagul 417

Remediasi sebagaimena dimalksud dalam Pasal 415 ayat (1)
huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit melipuii:

a.
b.

pemilihan teknalogi reinediasi;
penyusunsn rencana dan nelaksanaan remediasi; dan

penyusuron dan  penyampaiun laporan  pelaksanaan
remedisst  terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup
kepads Menteri, gubernur, aiau bupati/wali kote sesuail
dengan kewenangannva

Masal 418

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 415 ayat (1)
huruf ¢ dilakuken dengan caca paliag sedikit melipuii

a.

D,

identifikesi iokasi, penyebub, dan besaran kerusakan
Lingkungan Hidup;

pemilihan melode 1ehabilitast;
penvusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan

penyusunan dan  penyampaion laporan  pelaksanaan
rehabilitasi terhadep Kerusaken Lingkungan Hidup
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenanganunyz.

Pasal 419

Restoras) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat {1]
huruf d diiekukan dengan cara paiing sedikit meliputi: )

a,

b.

ey

d.

SK No 034808 A

identifikasi lokasi, penyvebain, dan besaran Kerusakan
Lingkuugzan Hidup,

pemilihan iretode restorasi;
penyusunan repcana dan pelaksanaan restorasi; dan

nenviisunaen don penyampalan laporsn  pelaksanaan
restorasi Kersavan langkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atav  bupatifwali  kota sesuai dengan
Kewenangannya

Pasal 420

L
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Pasal 420

Tahapan  pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dituangkan
dalam dokumen rencana pennilihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pernulihan
fungsi Lingkungan Hidup.

Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dau

b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 416 hurut a.

Pasal 421

Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 420 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan
melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan
analisis total konsentrasi zat penicemar sebelum dilakukan
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Niiai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai
baku sebagainana tercantum dalan: Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini, dengan ketentuan:

a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dart TCLP-
A dan/atau total konsentrasi A (TK-A), tanah
dimaksud wajib dikelola sesual dengan Pengelolaan
l.imbah B3 kategori |;

b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A
(TK-A) dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total
konsentrasi B (TK-B), tanah dimaksud wajib dikelola
sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 2;

c.jika . . .
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c. lika konsenirasi zat pencemar sama dengan arail
lekih kecil dari TCLP-B dan/atau total kunsentrasi B
ITK-B3) dan lebihi besar dari TCLP-C dan/atau total
konsertrasi C (TK-C}, varah dimaksud wapb dikelola
sesuat dengan pengelolaan Limbah nonB3; atau

d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebil: kecil dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C
{TK-C), tanah dimaksud dapat digunakan sebagsi
tenah pelapis dasar.

Fasal 422

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup scbagaimeana
dimaksud dalam Pasal 415 dilaksanakan Thingga
memperolch penetapan status celah selesainya pemulihan
lahan terkontaminasi dari Menteri.

Untuk mevaperoleh penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontarninasi dari Mentern harus
diajukan permohonan sccara tertulis.

Permohonan secara iertulis sebagaimana dimaksud pada

ayal (2} dilengkap dengan:

a. identitas pemohon; dan

0. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon; dan

b. rincian pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 4232

Menteri setclah menerima permohonan penetapan status
telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 membenkan
pernvataan tertulis mengenail kelengkapan administrasi
permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohionan diterumna,

{(2) Setelah . . .
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Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri
menolak permohonan penctapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui disertal dengan alasan penolakan.

Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan
terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a paling sedikit memuat:

a. tanggal penerbitan penetapan;
b. ringkasan hasil verifikasi;
Cc. pernyataan bahwa:
1. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang
dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan;
dan

2. Lingkungan Hidup telah kembali pada fungsi
semula sebelum terjadinya  Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 424

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan pihak Kketiga untuk

melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas

beban biaya:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,

dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap . . .
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b. Setiap Orang yang  melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sc¢bagaimana dimaksud
dalam Pasal 411,

Jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulai dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari:

a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau

b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasal 425

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411,

Pasal 426

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 425 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 425 huruf a dan huruf b.

Pasal 427

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
sesuail dengan kewenangannya jika:

a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber
pencemarannya; dan/atau

b. tidak . . .
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tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 14

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
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Beracun

Pasal 428

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib
memiliki Sistem Tanggap Darurat,

Pasal 429

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri

atas:

a.

pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui
penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3;

kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3; dan

penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3,

Pasal 430

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 429 meliputi:

a.
b.

keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

keadaan darurat  Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota;

keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi;
dan

keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pasal 431, ..
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Pusal 431

Setiap Orang vang menghesilkan Lirnbabh B3, Pengumpul
Liraban 83, Pengangkur Limbal 35, Pemanfaat Limbak B3,
Pengolah Limbah R3, dan/atau Peniinbun Limbah B2 wajib
menyusun program kedaruratan Pengeiolaan Limban B2 sesuai
dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasai 432

(1) Kepala instansi  dJdaerab kabupaten/kota  yang
hertanggungiawab d1 bidang penanggulangan hencana
menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skaia kabupaten/kota.

2} Kepaia instansi dacrah provinsi yang bertanggungjawab di
bidi ng penanggulangan bepcana maEnyusun program
kedzruratan Pengelolaan Limbah B3 skala previnsi.

(3) Kepaia lewmbaga pemerintah nonkementeriarn  yang
bertanggungjawah di bidong penanggulangan bencana
menyusun prograin kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala nasional.

1} Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Liinbah B3 sksla kabupaten/kota, Kepolo instansi daerah
kabupaten;kota yang bertanggungiawab di bidang
penariggulangan bencana berkoordinasi dengan:

a. Seliap Orang sebagoimanz dimaksud dalam Pasal
431;
Menrtcri;

c. gubernvr;

d. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan

e. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

(3) Dalarm penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limban B3 skala prcvinsi. Kepala instansi daerah provinsi
yang bertanggungjawab di bidang penanggu'angan
bencana berkoordinasi dengan:

a. Setinp Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
431,

k. Menters;

¢. ine.ansi Lngkungan Hidup provinsi; dan

d. instansi terkan lainaya di provinsi.

{») Dalam . . .
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Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala nasional, Kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang
penangguiangan bencana berkoordinasi dengan:

a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
431;

b, Menteri; dan

¢c. kementerian dan/atau  lembaga  pemerintah
nonkementerian terkait.

Pasal 433

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota merupakan bagian dari program
penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Program kedaruratan Pengelolasn Limbah B3 skala
provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan
bencana provinsi.

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
nasional merupakan bagian dar program penanggulangan
bencana nasional.

Pasal 434

Program  kedaruratan  Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 dan Pasal 433
paling sedikit meliputi:

a. infrastruktur; dan
b. fungsi penanggulangan

Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit meliputi:

a. organisasi;
h.  koordinasi;

c. fasilitas dan perajatan termasuk peralatan peringatan
dini dan alarm;

d. prosedur penanggulangan; dan

peiatihan dan geladi kecadaan darurat.

(3) Fungsi . . .
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(3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
b. tindakan mitigasi;

¢. tindakan perlindungan segera;

d

tindakan perlindungan untuk petugas
penanggulangan keadaan darurat, pekerja,
masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan

e. pemberian informasi dan instruksi kepada
masyarakat.

Pasal 435

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib
dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang
dilakukannya.

Pasal 436

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 435  wajib
menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk
kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
{(satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat
Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan,

Pasal 437

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah
kabupaten/kota  yang  bertanggungjawab di  bidang
penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Setiap . . .
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala kabupaten/kota.

(1)

(@)

(3)

Pasal 438

Kepala  instansi daerah kabupaten/kota  yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437
mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan
secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.

Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
¢. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 {satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 439

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi
dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah provinsi yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan
dilaksanakan bersama dengan:

a.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi . . .
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b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
¢. instansi terkait lainnya di provinsi,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala provinsi.

Pasal 440

(1) Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di
bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 439 mengoordinasikan pelatihan dan geladi
keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

(2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
¢. instansi terkait lainnya di provinsi.
(3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
Pasal 441

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional
dikoordinasikan  oleh  Kepala lembaga  pemerintah
nonkementerian  yang  bertanggungjawab di  bidang
penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. Menteri; dan

c. kementerian . . .
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kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala nasional.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 442

Kepala lembaga pemerintab nonkementerian yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441
mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan
secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. Menteri; dan

kementerian  dan/atau lembaga  pemerintah
nonkementerian,

Pelatihan dan geiadi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu} kali dalam 4 {empat) tahun.

Pasal 443
Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah
B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. 1identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan
Limbah B3; dan

b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sampai
dengan Pasal 414,

(2) Dalam . . .
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Dalam rmelaksanakan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah
B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
435 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 434,

Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib
dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap
lahan terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 427.

Pasal 444

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 berdasarkan
program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan
Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan
kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi
keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang
dilakukannya.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib
dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 445 .

Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala
kabupaten/kota.

(2) Setiap . . .
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 446

Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di
bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan
memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika
terjadi keadaan darurat skala provinsi.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 447

Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaunana
dimaksud pada ayat (1).

Paragraf . . .
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Paragrat 16

Pembiayaan

Pasal 445

Perrnohnnian Tersetujuan Tekpis Pengelolaan Limbah B3
dibiayai oleh Seitap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limmbtak B2, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Lunogh B3, Pengolah iLimbah B3, dan
Penimoun Limbah B3,

Permchonan Persefujuan Teinis untuk kegiatan Damping

(Pembuangan) Limbah B3 dibayai cleh Setiap Orang yaug

melakukarn Dumping {Pembuangan) Limbah B3,

Biava untuk:

a. peaibinaan dan pengawasan yang dilakuican cieh
Menteri, gubernur, arau bupati/wal kota;

b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan

¢. pemulihan furgsi Lingkungan Hidup sebhagaimana
dimaksud dairim Pasal 427,

dialokasikan dann Anggaran Pendapatan dan Belarja

Negara atz.: Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

sesugl  dengan ketentuan  peraturan  perundang-

undangan. '

Pasal 446

Ketentuan lebih lacjar mengr-aai;

a.

h.

tata cara i harakteriatik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 278 dan Pasal 404,

tata kerja tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
281;

rincian nersyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagairiana dimaksud daiam Pasa)l 236 sampai dengan
Paga 201,

N

tata care pengewmesen Limbah B3, Pelabelan Limbah R3,
dan pemberian Simnnol Limbak B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 292:

€. spesthikasi . . .
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spestfikas:  dan  rincian  penggunraan  alal  angkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310;

rincian dan pengguinagn manifes Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314;

rincian Pemarfaztan liambah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 316;

rincian Pengolahan Limbah B3 sebagzimana dimaksud
dalam Pasaj 243;

Balku Mutu Ermisi sebagainana dimmaksud dalam Pasal 345
ayat (L hosaf a5

fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaiksad
dalan: Pas«si 367,

uji total kongentrasi zat nencemar untuk Penimbunan
Limbah B2 sehagaimanu dimaksud dalam Pasal 368;

rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan
Limbhah B2 sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 369;

rincienn persyaratan ftasilitas Penimbunan Limhah B3
sebnagaimana dimaksud dalam Pasal 370;

tata cara dan rincian pelaksanaan periatupan bagian
paling atas iasiilias pernumbusan akhir sebagaimaiia
dimaksua dalem Pasal 376 avst (i) huruf h dan Pasal 385
ayat {1} huvruf b;

tata cara dan persvaratar pernantausn Lingkungan Hidup
sebagaimairna dimaksud dalam Pasal 379 dan Pasal 389;

rincian percyaratan Persetujuan Tekius untuk kegratan
Dumping (Pembuang=«n} Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pze=i 394 sampai dengan Pasal 396;

tata cara permohonan dan penerbitan  penetapan
penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan} Limbah B3
sebagaimanu dimaksud dalani Pasal 402,

rincian renanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimsksud dalam Pasal 412;

rincian pelaksansan peraulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dirmaksad delam Pasal 427 dan

¢, format ...
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t. format program kedaruratan Pengeloiaan Limbah B3
sebageimana dimaksud gaalam Pasai 434,

diatur dalam Peraturar Menteri.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah NouB2

Paragraf 1

Umum

Pasal 456
{1) Pengclolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap-
a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
b.  Limbah non33 khusus.

(2} Limbah nonB3 terdaftar sebagnimana dimaksud pada ayat
(13 buruf a termuat dalam daftar Limbah nenB3 yang
tercanture dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3} Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada avat
{1} huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari
Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari
Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf a.

Pasal 451

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayai (3) dilaksanakan
sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yaug tertuang dalain
penetapan pengecualian Limbah B3,

Pasal 452
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Pasal 452

Pengeiclaan Limbah nonB3 terhadag Limbah noirB3
terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 avat (1)
huruf a, dilaksanakan sesual dengan persyaratan teknis
Pengelolaan Limbah nonB3.

Penyeleagoaraan pengelolazn Limmbah nonBZ sebagaimana
dimagsud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang
menghasiikan Limbah nonB3. dan rinciannya termuat
dalam Fersetujuan Lingkungan.

Rincian pengelolaan Limmbah nonB3 yang terrmuat dalam
Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. identitas Limbah nonB3;
b.  Dbentuk Liznbah nonB3;

¢. sumber Limbah nonB3;
d

jumlak Limbali nonB3 yeng dihasiikan setiap bulai;
dan

g'h

jenis pengeloiaan Limbah .1onB3.

Dalamm nral pelaksanaan Usaha denjatau Kegiatan
menghnasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat
dalam Persetujuan Lingkungsn, penghasit Limbah nonB3
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan,

Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melipuii:

a. pengurangan Limbah nonB3;

b. penvimpanan Limbab nonB3;

.  pemanfaztan Limbah nonB3;

d. penimbunan Limbah nonB3;

e. perpindahan kutas batas Limbah nonB3;

f.  Penanggulangun Pencemaran Lingkungan Hidup

dan/ata  Kerusakan Lingkungan Hidup dan
pemuiihan fungsi Lingkungan Hidup; dan

g.  pelaporan.

Pasal 453 ...
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Pasal 453

Dalam pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 452 ayat (5), Setiap Orang dilarang melakukan:

a.

b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dumping (Pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan
dari Pemerintah Pusat;

pembakaran secara terbuka (open burning);
pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan

melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat
pemrosesan akhir.

Paragraf 2
Pengurangan Limbah NonB3

Pasal 454

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat
melakukan pengurangan Limbah nonB3.

Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan:
a. sebelam Limbah nonB3 dihasilkan; dan
b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.

Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara:

a. modifikasi proses; dan/atau
b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara:

a. penggilingan (grinding);
pencacahan (shredding);
pemadatan (compacting);

termal; dan/atau

-

sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(5) Dalam . . .
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Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:

a. Emisi; dan/atau
b. Air Limbah,

wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air
Limbah.

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah NonB3

Pasal 455

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib
melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 vang
dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih
lanjut.

Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:

a. bangunan;

silo;

tempat tumpukan Limbah (waste pile);
waste impoundment; dan/atau

o Qe o

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 456

Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan
pengemasan sesuai dengan jenis Limbah nonB3.

Pengemasan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:

a. Dberada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, dan tidak rusak; dan

b. dilengkapi dengan label Limbah nonB3.

Label Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas . ..
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a. 1dentiias Limbah nonB3Z;
b. bentuk Limbah nonB3;
c. jumlah Limhah aon83; dan

d. tenggal Limmbah nonB3 aisimpan.

Pasal 457
Fasilitas penyimpena>~ Limbah nonB3 sebagaimana
dimuksud daiam Pasal 455 ayat (2) harus memenuhi
ketentuan:
a. kriteriz lokasi;
b. kntena desain; dan
¢ memperhatikan kapasitas penvinpanan.

Kriteria iokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a meliput:

a. bebas banjir;

D. mempertimbangkan jarak yang aman .erhadap
perairan seiiciti garis batas pasang tertinggi air laut,
kolam, rawa, mata air, suigai, dan sumur penduduk;
dan

c. terletak di area kegiaran penghasil Limbah nonB3
vang lercanium dalam Persetujusn Lingkungan.

Pasal 458

Dalam hal Iokasi fasilitas penvimpanan Limbah nonB3
tidak mermenuhi kriteria sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 457 ayat (2], dapat dilakukan rekaysasa teknologi.

Fasilitas penyimpanan Limbah 1nonB3 dilengkapi dengan
prosedur tata kelola yarg bailk sehingga wmenghindari
ceceran daa  tumpahan Limbah nonB2 ke media
lingkungai.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Pemanfaatan Limbah noni33

Pasal 455

Setiap Orang yang inenghasilkan iimbah rnenB3 ateu

pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib tercantum dalem Persetujuan Linglcungan.

Pemanfaatun Limbah nonR3 scbhagaimana dimaksud pada

avat (1) et

a. mwemanizatan  Limbzh nonBE  sebagal  substitusi
hahan balcu;

b. pemanfaatan Limbah aonf33 sebagai substirusi
stmber cnergt;

€. pemaniaatan iimbah nonB3 sebagai baban balu;

d.  pemanfaaian Limbah nonB3 sebagai produk
sajnping; dan

e. pemanfaatan wrrabah nonB3  sesuai dengan
perkemnbangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi.

Pasail 460

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 459 ayat (2} dilakukan dengan
merpertinbangkan:

2. ketersediaan ieknologi;

b. stanaar preduk, jike hasil pemanfaatan Lirabah
nonB3 berupa produlz; dan

c.  baku mwmtu Lingkungan Hidup.

Raiam ha! pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan olch
pihak iain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat
(1) yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, tincian
can Ljuan permmanfasten Limbsh nonB3 harus termuat
dalain Persetiguan Lingkungan nenghasil Limbabh nonB3.

{3) Dalam . ..
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Dalam ha! pemanfaatan Limoah nonB3 tidak sesuad
dengan rincian dan (ujuan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayai (2). penghasil Limbah nonB3 wajib
bertanggung jawah terhedap pemanfaatan i.imbah nonB3.

Masu1 4581

Permmanfaatan Limbal: nonB3 sebagei substitusi hahan
baku scbagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (3)
hurf a dapat dilakukan pasie kegiatan:
a. pembuatan beten, batako, paving block, beton ringan,

dun Dahan konstriksi leininya yang sejenis;
h. induaziri eemen;
¢. peradatan tanah; dan

d.  bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmm
pengetanuan Jdan teiznologi.

Produk hasil pernanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayati {1) harus meraemuhs persyaratan
standar produk

Pasal 462

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber
energi sebagaiirana dimaksud dalam Pasal 459 ayat {3)
hurul b dapat b=rupa kegiatan pemanfaatan sebagai
substitusi bahan hakar.

Limbah nonBS s—hagaimana dimaksud pada avat (1) hams
memenuhi persyrratan 1otal konsentrasi zat pencemar
pemanfaztan Limbah nonB3 untuk substitusi bahan
bakar.

Dzlam hal pemaniaatan Limbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:

a. Emisi; dan
b. Air Limbah,

wgjibh memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baka Muatu Air
Limbali.

Pasal 463 . . .
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Pasal 462

(1) Pemanfaatan Limbah ncnB3 sebagai bszhan baku
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 459 ayai i3) hurui ¢
dapat berupa segiatan

a. pembuatan preduk vang menggunakan proses
koagulasi, kriswalisasi, oksidasi, dan destilasi;

b. pembustan oproduk Kertas, low grade paper, dan
kartas chipboard,

¢. pembuatan base oil dar- batan bakar minyak;
pelcburan logam;

pembuatan produk berbanan dasar logam, kertas,
plastik, dan kaca;

f.  pembuatan nembenali tanuh; dan

g. sesual dengan perkoembangan ilmu pengetahuan dan
teknelogi.

(2} Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana
aimaksud pada ayat (i) wajib memenuhi persyaratan
standar produk

(3} Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa:

a. Standar Nasional indonesia;
b. standa: yang ditetapkan cleh Pemerintah; atau

c. standar dari negara lain atau internasional.

Pasal 464

Pemanfaatan Limbah nonB3 sepagai produk samping
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3} huruf d harus
mernenuhi kKetentuan:

a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan
proses utama, sebaga! produk sekunder;

b. penggunaannva hersifar pasti;
c.  kualitas produik yang dihasilkan bersifat konsisten; dan

d. memcenuhi syarat dan/atau standar produk.

Paragraf . ..
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Paragrafl 5

Pemmbunan Lambah rnionB3

Pasal 465

Setisp Orang yang menghasilkan Limban aonB3 dapat
melakukan perdmbunan Lirmbzb nornB3.

Peaimbunan Limbah nonBS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penirmbunan
L.mbah nonB3 berupa:

a. penimbuasan akhir Limbah nonB3;

b.  penempatan ¢i are beokas tambang;

¢.  bendungan penarapung Limbah tambang; dan/atau
d.

iasilitas penimbunan Limbah nonB2 lain sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknolegl.

Pasal 466

Pennmbanan Limbah nonB3 di fasilitas penimbusan akhir
Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465
ayat (2] huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. lokasi;

o) desain kenetyruksi;

C sarana dan prasarana pendukung fasilitas;

d. tata cara penimbunan;

e remeriksaan sarana dan  prasarana  pendukung

fasilitas;
f.  pemeliharasn sarana dan prasarana pendukung
fasilitas;

g. nemautauan linglimgan; dan
h. tata cara dar rincian penutupan.

Limbah n10nB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentr:an 1ji point filter.

{3) Dalam . . .
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(3: Dalam hal hasu wji point filter sebagaimana dinaksud
pada ayat {2} menunjukkan terdapart cairan bebas Jdalam
Limbah nonB32, wajib dilakukan pre-treatment berupu
solidifikas! dan/atau stabilisasi.

Paragraf 6

Perpindahan Lintas Batas Limbah nonB2

Fasal 467

(ij Daiam hal Setiap Ovang yang menghasilkan Limbah
nonRBZ fidak mampu melaknkan sendiri pengelolazn
Limbah aonB3, penghasil Limbah nonB3 dapat
melakukan ekspor Limbak nonB3.

(2) Dalamm hal negare tujuan e¢kspor Limbah nonB3
sebagalmanz dimaksud pada ayat (i} mengategorikan
Limbzh bponB3  yang diekzspor sebagai Limbah B3,
penghasil Limbah nonB3 harus mengajukan permochonan
notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesiz melslui
Menteri.

(3) Tata cara permichonan noidfikasi sebagaimsna dimaksud
pada ayat {2} dilaksanakan sesuai dengan kctentuan
perpindahan  lintas batas Limbab B3 sebagaimana
dimaksud dalarn Pasai 408.

Paragraf 7

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidip dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 468

Sctap Orang yang menghasilkan Limbah noni33, vang
rieriakukan  Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidupr wajib melaksanakar: .

a. Penangguiangar.  Percemararn  Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
b. pemmiihan fungs: Lingkungan Hidup.

Paragraf . . .

SK No (084833 A
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Faragraf 8

Pelaporan

Pasal 469

Laporan pelaksanaan kegiatan pengeiolaan Limbah nonB3
dilakukan paling sedikit 1 {satu kali dalam 1 (satu) tahun
kepada Menteri, gubernur, arar. hupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Pelaporan  kegiatan  pengelolaan  Limbah  nonB3
sebagaimana dumaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. nama Limbah nonB3,

b, jumlah Limbah nonBJ;

¢.  waka penyimpanarn Limbah nonB3; dan
d

jenis kegiatan pengelolaan Limbah nonB3, termasuk
Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihalk iain.

Pasal 170

Ketentuan iebih lanjut mengenai:

a.

bl

tata cara pengurangaon Limbah nonB2 sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 454:

persyaratan fastlitas penyimpanan Limbah nonB3 dan tata
care peny inpanan Limbah ncw B3 sebagaimana dimaksud
dalam Paczal 455 sampai dengan Pasal 458;

tata cars pemanfaatan fimhbah nonB3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal #5359 sampai dengan Pasal 464

persyaratan fasiitas penitnbunan Limbah nonB3 dan tata
cara penimubunan Limbeh nonB3 sebagaiinana Jimaksud
dalamn Pasal 465 dan *asal 466;

Penanggulangan Pencermaran  Lingkungan Hidup
dar/atau Kecrusakan wingkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 4538; dan

tata cara pclaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3
scbagaimana dimaksud dalaia Pasal 469,

diatur dalam Perataran Menieri.
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Pasal 471

Dana penjaminan untuk perculiban fungs: Lingkungan
Hidup Jdigunakan uniuk zegiatan:

a. enangenlangon  Pencemaran  Langkongan  Hiduop
o . _ £ !
dan/atan Kerusakaan Lingkangan Hidup; dan/atan

b. pemuiihan ifungsi Lingkungar Hidup &kibat
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
tanglungan Hidup,

yvang timhun akibat suain Usaha dan/atau Kegiatan.,

Penggunaan danz perjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkarean Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tahapan kegiatan pra konstruksi,
konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan,
dan/atau pasca operasi sesuai tahapan vang tercantum
dalam Persetujuan Lingkungan.

Penanggulangan Pericernaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a meliputi kegiatan:

a. pemherian informasi peringatan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Haupr kepada masyarakat;

b,  pengbentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. pengisolasian Pencemaran Lingkungen Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. upaysa lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuarn dan reknologi.

Pemulinhan fungsi Lingkuangan Hidup akibat Pencemaran

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b

melout: kegiatan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
ANSUr 2ncermar,

b. remcdiasi

c. rehabilitasi . . .
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c. repnebilitas;
restorasi; dan/atay

upaya iain wesual dengan  perkembengasn  iimu
pengetatiuan dan eknologi.

Kegiatan perianggalargan Pencemeran Lingkungzi Hidup
dan/atai Kerusaken Lingkungan Hidup dap pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dan ayat {4 dilakukan di.

& dalam arezl Usahs dan/atau Kegiatan; dan/atau

b. luer aieal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena
dampak dari Usaha dan/atau Keglatan.

Pasal 472

Pemegang Persctujuan Lingkungan wajit menyediakan
dana penjaminan untuk pemulihan fuugsi Lingkungan
Hidup schagainiana dimaksud dalam Pasal 471.

Dalarn hal  pemegang  Persetujuan  Lingkungsn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi
Pemerintzh  atau  Pemerintah  Daerah, kewajiban
penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-unidangan di bidang keuangan
negara.

Pelaku usaha pemegang Persetujuan Lingkungan

menyediakan dana penjaminan untuk pemuliban fungsi

Lingkungzn Hidup sebagaimans dimaksud pada ayat (1)

untuk disimpan i bank pemerintah yang ditunjuk oleh

Pemerimtah.

Untuk jen:s Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana

peniaminan tatak pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

capat dikeiola secara mandiri.

Jems Usaha dan/astau Kegiaten tertentu scbagaimana

dimaksud pada ayat {4} wemilidi kriteria:

a. termasuk Usoha naazatau Kegiatan risiko rendsh
dan menengah iterhadap Lingkungan Hidup; dan/
atau

h tdak ...
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b. tidak memaniastkan sumber daya aiam vang tatap
perencanzannya akan mengubah bentang alaan dan
memiiki rencana pasca operas: Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pemerintah menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan

terteritu schagaimana dimalisud pada ayat (4).

Pasal 473
Dana penjaminan untuk pervilihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimsksuc dalam Pasal 472 ayat (3)
disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:

a. deposifte berjangka,
b. tabungan bersama;
¢. bank garansi; dan,;atau
d

lainsrys sesust  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyediaan dana penjamiinan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dapat dilakukar dalam bentuik polis
asuranst atau instrunien Kevangan lainnya yang
diterbitkan oleh Jembaga jasa keuangan mulik pemerintah
yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 474

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup scbagaimana dimaksad dalam Pasal 472 avat (4)
ditur;jukkan dengan adanya:

a. bukii kepemilikan dana penjaminan  uniuk
pemuilihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau

L. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk
pemulihan  fungsi  Lingkungan Hidup  bagi
penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau
permulihan tfungsi Lingkungan Hidup.

Pernyataan peruntukan sehagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas Pelaku Usaha;

b.  1umleh dana penjaininarn;

C. pernyataan . . .
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C. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan
penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 475

Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 dan Pasal 472:

a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.

Jangka waktu penempatan ata: penyediaan dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 476

Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:

a. tipologi dampak danj/atau risiko Lingkungan Hidup
yang akan terjadi:

b. media Lingkungan Hidup atau sumber dava alam
yang akan mengaiami Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atay Kerusakan Lingkungan Hidup,

c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang aken
lerjadi;

d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi:

e. Jjenis  kegiatan  penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/ztau Kerusakan Lingkungan
Hidup dan/atav pemulihon fungsi Lingkungan Hidup
yang akan dilakukearn,

f. kinerja . . .
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f.  kinena/layanan jasa Lingkungan Hidur vang akan
dipulihkan;

g. iangka waktu yang dibutuhkan untuk
penanggulangan Pencemaran Lingkungan  Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hiaup dan/atan
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

h. perencanaan dan  supervisi  penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup; dan/atau

i.  kriteriz lainnya scsuai dengan karakteristik lokasi
dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara
perhitungan, dan penctapan besaran dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang
membidangi masing-masing Usaha dan/atau Kegiatan
sesuai dengan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha
setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 477

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 hanya
dapai digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan
keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan dana penjaminan untuk pernulihan fungsi
Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4} Pelaku . . .
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(4) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan
apabila dana penjaminar untuk pemuliban fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencukupi.

(5) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan  Hidup dan/atau pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan
kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 478

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477
ttdak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk
melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha
dan/atau Kegiatan,

Pasai 479

Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk
pemulihan furgsi Linglkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 478 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 480

(1Y Menteri, gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem
Informssi Lingkurigan Hidup.

(2) Sistem Informast Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dikembangkan terintegrasi sccara
elektronik yang terdiri atas sistem informasi:

a. dokumen . , .
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dokumen Lingkungan Hidup;
pelaporan Persetujuan Lingkungan;
status Lingkiingan Hicun;
Pengelolaan Limbah B3;

peta rawan Iingkungan;

= oo g op

pengawasan dan penerapan Sanksi Administratf;
dan

g Informasi Lingkungan Hidup iainnya.

Pasal 481

(1) Sistem informasi dokumen Lingknngan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2} huruf a
bertujuain:

a. mempermudah  proses  pelayanan  dokumen
Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;

b.  mempermudah penvusunan dokumen Lingkungan
Hidup;

c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan
dokumen Lingkungan Hidup;

d. mempermmdah dalar pelacakan dara  bagi

masyarakat, penanggung jawah Usaha danj/atau
Kegtatan, dan pemerintah;

e. membantu pengambilan keputusan dalam
penentuan kelayakan,ketidaklayakan Lingkungan
Hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau
kegiaten; dan

f.  memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam
proses penilaian dan  pemeriksaan dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
dari:

a. lavanan pubbk;
b.  basis date dokumen Lingkungan Hidup;
¢ webGIS dokumen Lingkungan Hidup;

d. standar . . .

SK No 084841 A
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standar Persetujuan Tewnis;

° A

wengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

=

genillavan dan nemerilsaan dokumen Lingitungan
Hidup; dan

g  penclusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau
pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

Sisterm  informasi  dokumen  Lingkungan Hidup
sebagaiinanra dimaksud pads ayat (2) digunakan oleh
Menteri, gubernur, zstau bupatl/wall  kota dalam
melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan
dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan
keputusan.

Sistem  informasi  dckumen  Lingkungan  Hidup
sehagaimana dimaksud pada ayat (3} terintegrasi dengan:

a. sistem informasi di tingkat ckoregion; «an

b. sistem informasi Perizirran Berusaha.

Pasal 482

Sistemn informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan
dalam:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;

¢.  pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
d

penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-
RPL;

Uji Kelayakan;

5‘0

f.  pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik den
Formulir UKL-UPL standar;

g  remeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan
Formulir UKL-UPL standar;

h.  penerhitan Persetujuan Lingkungan;
i.  pengisian SPIL:

daftar lembaga pelauhar: kompetensi Amdal;

R +

k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun
Amdal;

1. dafiar . . .
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l.  daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen
Amdal;

m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
n. pelaksanaan DELH dan DPLH.

Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir
Kerangka Acuan spesifik.

Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, penanggung jawab WUsaha dan/atau
Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar
spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 483

Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf b
digunakan untuk merekam dan menggambarkan data
dan informasi pelaksanaan pengelolaan dun pemantauan
Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan. '

Sistem informas: sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meiiputi:

a. pengendalian Pencemaran Air;
pengendalian Pencemaran Udara;
pengelolaan Limbah B3;

pengendalian kerusakan lingkungan; dan

o a0 T

substansi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4x4 . . .
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Pasal 484

Sistem Informasi staius Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 480 ayat (2} huruf ¢ digunakan
untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi
Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan
pengambilan keputuisan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan
melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat
informasi terdir1 atas:

a. faktor pemicu perubahan lingkungan;

b.  tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
c.  status dan kondisi lingkungan;

d. dampak dari perubahan lingkungan; dan

e. respon terhadap perubahan lingkungan.

Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a meliputi:

a. jumlah penduduk;

b. tingkat pertumbuhan penduduk;

c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
d. bencana.

Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b rneliputi:

a. penggunaan sumber daya;
L. jumlah limbah yang dihasilkan;

¢. Emisi iangsung dan tidak langsung ke udara, air, dan
tanah;

d. tingkat kebisingan;
e. radiasi; dan
f.  tingkat gangguan.

Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimuaksud
pada ayat (2} huru! ¢ diukur dengan indeks kuslitas
Lingkungan Hidup yang teidiri atas indeks:

a. kualitas air;
b. kualitas udara;

c. kualitas . . .
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kualitas air laut;
kualitas tutupan lahan;
kualitas ekosistem gambut; dan

- oo

lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan
perkembangan teknologi. :

(6) Dampak dan perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. perubahan lingkungan;

b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar
terhadap kualitas Lingkungan Hidup;

c. daya dukung dan daya tampung;
kebencanaan; dan

perubahan sosjal ekonomi akibat perubahan
lingkungan.

(7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan
kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan darnpak
dari perubahan lingkungan.

Pasal 485

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik
terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan
pertukaran informasi melalui sistem informasi status
Lingkungan Hidup.

Pasal 486

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48CG avat (2} huruf d paling sedikit
meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan:

a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;

b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah
nonB3; dan

c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat
terkontaminasi Limbah B3. :

Pasal 487 . . .
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Pasal 487

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2} huruf e bertyjuan untuk
menggambarkan kondisi rawan lingkungan di indonesia yang
diakibatkan oleh:

a.

P RO T

(1)

(2)

3)

(4)

banjir;

longsor;

kebakaran hutan;

dampak perubahan iklim; dan/atau

dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 488

Menter1 menetapkan sistem informasi pengawasan dan
penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 480 ayat (2) huruf f bertujuan untuk
mengintegrasikan  pelaksanaan pengawasan  dan
penerapan Sanksi Administratif di pusat, provinsi, dan
kabupaten /kota dengan berbasis teknologi informasi.

Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi
Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke
dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan
Sanksi Administratif,

Sistern informasi pengawasan dan pencrapan Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi paling sedikit berupa:

a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau
Persetujuan  Pemermntah  terkait  Persetujuan
Lingkungan; dan

b.  status tindak lanjut hasil pengawasan.

Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 480 . | .
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Pasal 489
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. sistem informasi status Lingkungan Hidup;
b. indeks kualitas Lingkungan Hidup;
¢. sistemunformasi peta rawar lingkungan; dan
d. sistemn informasi Pengeiolaan Limbah B3,

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 490
(1) Menteri melakukan pembinaan kepada:
a. gubernur;
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
penyuith Lingkungan Hidup;
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

= 0 a o o

lembaga sertifikasi komnpetensi Amdal;

lembaga pelatihan kompetensi Amdal;

5

lernbaga penyecia jasa penyusunan dokumen
Am-Adal;

penyusun Amdal perorangan;

[u—
-

J- penanggung jawab Usaha dan/etau Kegiatan;
dan/atau

k. 1uasyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terkait:

a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;

b. Perlindungan . . .
SK No 084848 A
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Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dar: Pengelolaar Mutu Udara;
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakvkan melalui:

a.

b.

5 om 0o

[P
. v

n.

pemberian norma. standar, prosedur, dan kriteria;
evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;

evaluasi kinerja penanggung jawat: Usaha dan/atau
Kegiatan;

Jiseminasi peraturan perundang-undangan;
birnbingan teknis;

pendidikan dan pelatihan;

pantuan sarana Jdan prasarana;

program percontohan,;

torum bimbingan dan/stau konsultasi teknis;
penyuluhan;

peneciitian;

pengembangan;

pemberian penghargaan; aan/atau

bentuk iainnya sesuai dengan perkembangan ilinu
pengetahuan dan teknologi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
m diberikan kepada:

a.

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui
Program Peniiaian Peringka: Kinerja Perusahaan
Jdalam pengelolaan Lingkungan Hidun;

pemerintah  kabupatenskota  melalui  program
Adipura;

mndividu dan kelompok/lembaga masyarakat melaiui
venghargaan Kalpataiu;

d. sekolah . . .
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d.  sekolah yang peduli dau berbudaya lingkungan
melaiui prograin Adiwiyata; dan/atau

e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan sesuwai dengan Ketentuan peraturan
perundung-undangan.

Dasgal 491

Gubernur schagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan kepada:

a. bupati/wali kota;

b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
Persetijuan  Lingkungan ditetapkan oleh gubernur;
dan

c. masyarakot.
Bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada:

a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh bupati/wali
kota; dan

b.  masyarakat

Pembinaan sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. evaluasi kinerja Pemerintab Daerah kabupaten/kota;
diseininasi peraturan perundang-undangan;
bimbingan teknais;

pendidikan de}n petatihar;

program percontohan:

b

C

d

e. baniuan sarana dan prasarana;

f.

g. forum bimbingan dan/atau konsu!tasi teknis;
h

penvuluhan;

iy

penelitian;

pengernbangan,;

ot ¢
.

k. pemberian . .
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k. pemberian penghargaan; dan/atau

. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan,

Menteri melakukan perabinaan kepada Pemerintah

Daerah kabupaten/kota setclab berkoordinas: dengan

gubernur.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalu:

a. diseminasi peraturan perundang- indangan;

b. bimbingan teknis;

c.  pendidikan dan pelatihan;

d. bantvan sarana dan prasarana;

€.  program percontochun;

f.  forum bimbingan dan;atau konsultasi teknis;
g penyuinhan;

h.  penelitian;

I.  pengembangan;

J. pemberian penghargaan; dan/awu

k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 492

Menteri, gabernur. atau bupati/wali kota wajib
melakukan pengawasan tethadap ketaatan penanggung
jawap Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang
ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah  terkait  Persetujuan  Lingkungan  dan
peraturan perundarg-urdangan di bidang Perlindungan
der Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pengawasan . . .
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Pengawasan sebagaimans dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 4923

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhacdap

ketaatan penatggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

yang meliputi;

a. Perizinan Berusaha terka:t Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah; atau

b. Persetwjuan  Pemerintah  terkait Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Gubernur berwenang melakulan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung iawab Usaha dan/atau Kegiatan
yang melputi’

a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

atau

b,  Persetujuan  Pemerintah terkaic  Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
JProvinst.

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha terkail Persetujuan Lingkungan
yang  diterbitkan oleh  Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota; atau

b. Persetujuan  Pemerintah  terkait  Persetujuan
Linglzangan yang diterbitkan oleb Pemmerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengawasarn sebagaimana dimuksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dikecualikan terhadap aralisis mengenai
dampak lalu lintas,

Pengawasan tevhadap analisis mengenai dampak lalu
lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan oleh
meuteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perliubungan, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewsnangantyya.

{6) Dalam . . .
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Dalam hal Perizinan Berusahs atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
mensyaratkan  SLO  dan  helum  dipenuhi, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangennya melakukan perigawasan terhadap
kewajiban laintya dalan, Persetujuan Lingkungan.

Fasal 444

Menteri, gubernur, atan hupati/wali kot dapat
mendelegasikan  kewenangan  pengawasan kepada
pejabat/instansi teknis yaug bertanggung jawab di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalamm melaksanakan pcngawasan, Menteri, gubernur,
atau bupzati/wali kota menetapkan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hid-ap yang merupakan pejabat fungsional.

Penetaparn  Pejebat Pergawas  Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

(1)

Pasal 495
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;

¢. mermbuat salinan dari dekumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

memasuki tempat tertenti;
memotret;
membuat rekaman andio visual;

mengambil sampel:

g NS

memeriksa peralatan;

1. memeriksa . . .
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i.  memeriksa stalasi dan/atau alat transporiasi;
dan/atau

J- menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
pada aya! (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat
melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri
sipil.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatar dilarang
menghalaiigi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 496
Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidvp.
Pengawasan dapat dilakuka.1 dengan cara:
a. pengawasan langsung; dan/atau
b. pengawasan tidak langsung.
Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} hurut a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan secara;
a. reguler; atau
b. insidental.
Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data

laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayal {4} menunjukkan pelanggaran yang
berulang atau mengindikasikan timbulnys ancaman
serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan
langsung.

Pasal 497 . ..
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Pasal 497

Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud daiain Pasal
496 ayat (3} huruf a dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan  setiap  tahun  berdasarkan  Perizinan
Berusaha  atau  Persetujuan  Pemerintah  terkaijt
Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnva.

Perigawasan reguler sebagaimsna dimaksud pada ayar (1)
dilakukan dengan tahapan:

& perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan; dan
c. evaluasi pengawasan.

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

a. Inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha,
dar Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan, serta informasi lainnya; dan

b. penectapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang
diawasi dengan pengawasan langsung.

Pelaksanaan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. perstapan pengawasan;

b. pemeriksaan keiaatan; dan

¢. tindak lanjut hasil pengawasan.

Evaluasi pengawasan sebagaimnana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dilaksanakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan antara perercanaan dengan peiaksanaan
perigawasan serta meraberikan umpan balik terhadap
perbaikan  pengawasan  Perizinan Berusazha dan
Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuarn Lingkungan.

Pasal 498 . . |



SK No 084856 A

(1)

(1)

2

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

Pasal 498

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan spabila memenuti
kriteria:

a. adanya indikasi pelanggacan berulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 496 ayat (51 dan indikasi
pelanggaran yang terdeteksi;

b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/stav Kerusakan
Linglkungan Hidup; dan/atau

c. adanya laporan dari pengeiola kawasan atas
pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oieh Pelaka
Usaha dalam kawasan.

Pengaduan dari masyarakat scbagaimana dimaksud para
ayat {1} huruf b, penangananuya diloksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya laporan dari pengelola kawasan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huzuf ¢, Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan
ketaatan pelaksanaan ketentusn dalam RKIL-RPL rinci
Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 499

Dalarn he Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbuikan
ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian
pelanggaran tertentu sebagaimana dimakstud dalam Pasal
495 ayat (1) hurutj.

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 bertujuan untuk mencegah:

a. dampak yang ichib besar dan lebih luas jika tidak
segera diheniikan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerasakan iingkungan Hidup; dan/atau

b. kerugian yang lebih besar lzagi Lingkungan Hidup jika
tidak segera dihentikan Pencernaran Lingkungan
Hidup dar/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Penghentian pelanggeran tertentu yang dilakukan oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:

a. penutupan . . .



SK No (084857 A

(4)

(6)

(2)

(3!

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

- 389 -

a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;

b.  pembuongkaran saluran permbuangan Ajr Limbah;

c. penghentian operasi sumber Emisi;

d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; darn/atan

€. upaya lainnya yang bertujuan untuk mengbentikan

pelanggaran tertentu.

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dapat dilakikan melaiui pemasangan plang
penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Nejabat
Pengawas Lingkungan Hidvup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan
penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara
penghentian pelanggaran tertentu vang paling sedikit
memraat:

a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;

Jjenis pelanggaran;
lokasi dan titik koordinat pelanggaran;

waktu nenghentian peianggaran; dan

o a o o

bentuk tindakan penghentian pelanggaran terientu.

Terhadap tindekan penghentian pelanggaran tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga
lokasi dari potenst kerusakan, berubah atau hLilangnya
barang bukti.

Pasal 500

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara
pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat fakta dan termuan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1j menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau
Kegiatan.

{4) Dalam. ..
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Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan
sebagaiirana dimaksud pada ayat (3) dinyvatakan tidak
taat, Prjabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan
rekomendast tindak lanjut penegakan hukum vyang
meliputi:

a. administratif;
b.  nerdata; dan/atau
c. pidana,

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan zewenangannya.

Dalam hal hasii pengawasan tidak langsung dari data
pelaporan melalui Sistetn Informas: Lingkungan Hidup
sccara otomatis, teius-menerus dan dalam jaringan
diternukan pelanggaran, Pejubat Pengawas Lingkurgan
Hidup memberikan rekornendasi tindak lanjut penegakan
hukurn kepada Menteri, gnbernur, atau tapati/wali kota
sesuai dengan kewenangsnnyva.

Pasal 501

Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 500 ayat {4} huruf b dapat dilakukan dengan
pembuktian pertanggungjawaban rautlak.

Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus dimintakan
oleh penggugat dar termuat dalam surat gugatan.

Pertanggungjawaban mutiak sehagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya:

a. mengsunakan B3;

b. menghasilkan Limmbah 83 dan/atau  mengeiola
Limbah B3; dan/atan

¢. menunbulkan ancamsan serius erhadap Lirgkungan
HTidup.

Tergugat dapat mengajukan pembelaan  dengan
pembuktian.

a. tidak . . .
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a. tdak mepggunakan B3, menghasilkan Limbah B3,
atau raenimbulkan ancaman yang serius; dan/atau

b.  Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh axtivitas
Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh
pibak lain atau keadaan kahar (force majeun.

Tergugat dapat dibebaskanr: dari tanggung jawab mutlak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat
membuktikan bebwa Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Linglkungan Hidup disebabkan oleh
salah satv alasan:

a. adanya bencana alam atau peperangan;

b. aacanya keadaan memaksa di Juar kemampuan
manuasia; atau

X

akibai. perbuatan piha¥ lain yang menyebabkan
terjadinya Pencernaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalarn hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain
sebagaimana dimaksud pade avat (5) huruf ¢, pihak lain
bertanggung jawab atas kerugian vang ditimbulkan.

Bagian Kelima

Pengawasan Lapis Kedua

Pasal 5G2

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan L:ingkungan diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah jikuw:

a. Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri: dau:

b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak
melakukan pengawasan.

{2) Pelanggaran . . .
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Pelanggaran yang sertus sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ftindakan melanggar hukum yang mengakibatkan

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Linglungan idup relatif besar; dan/atau

b. menimbulkan keresahan masyarakat.

Penicemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungae Hidup relatif besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2j huruf a  dilakukon  dengan
mempertisnbangkan:

a. heuwuk dan intensitas pelanggaran, dan
b. besaran dan/atau iuas sebaran dampak.

Pelanggaran yang menimmbulkan keresahan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b berdasarken
pengaduan masyarakat dan/atau informas: yang mciuas
di masyarakat.

Pasal 303

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan
pengawasan berdasarkan kode etik.

Kode etik cebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas prinsip:

a. integritas;

b. profesionalisme; dan

c. responsif.

Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup

Untuk renegakkan prinsip kode etik sebagaimana

dimaksud nada ayat (2) dibentuk dewan kode etik
pengawas Lingkungan Hidup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode
etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang mengatur tentang Aparatur
Sipil Negara.

Pasai 504 . ..
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Pasal 504
Ketentuan lebin larjut mengenai:
a. pengawasan RKL-RPL rinci;

. pemasangan plang pengheniian pelanggaran terteniu
dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

c. penghitungan kerugian akibat Pencemaran Lingkungan
Hidup den/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

d. pedoman pengawasan Lingkungan Hidup;
e. kode eiik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan
. pedoman pengawasan Lingkungan Hidup,

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA

SK No 084861 A

ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 505

(1} Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib
menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasarn
diemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

a. Perizinan Berusaha; atau
h.  Persetujuan Pemerintah,

terkait  Persetujuan  Lingkungan dan  peraturan
perundang-undangan di  bidang Perlincungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar.
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 506 . . .
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Pasal 506

t1)  Menteri berwenang inenerapkan  Sanksi  Administradif
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kcgiatan
techadap pelanggaran:

a.  Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan cleh Pemenntah; atau

b. Persetujnan  Pemerintab  terkait Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

(2)  Gubernur berwenang mcnerapkan Sanksi Administratif
kepada penanggung jawab Usaha dan;atau Kegiatan
terhadap pelanggaran:

a. Perizinan Berusaha icrkait Persetujuan Lingkungan
vang diterbitkan oleh Pemerintak Daerak provinsi;
atau

b. Persetujuan Pemerintah  terkait  Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.

(3) Bupatifwali kota berwenang menerapkan Sanksi
Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap pelanggaran:

a. Perizinan Berusaha .crkait Persetujuan Lingkungan
yang  diterbitkan  cleh  Pemerintah  Daerah
kabupatern. / kcta; atau

b, Persetujusn P=raerintah terkait  Persetuuan
Lingkungan yang dilerbitican oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 507

Menteri, gubernur atau bupaii/wali kota dalam penerapan
Sanksi Administratif dapat inendelegasikan kewenangaunya
kepada pejabat vang membidangi penegakan hukum atau
perangkat daerah yang membidungi Lingkungan Hidup.

Bagian . . .

SK No 084862 A
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Bagiar Kedaa

Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Uinum

Fasai 508
Sanksi Admirnistratif berupa:
a. teguran tertuls,
b, paksoan pemerintah:
c.  denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi Adraintstiratif sebagaimana dirnaksud pada avat (1)
diterbitkan dalam bentuk keputusan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) paling

o S

sedikit mermuai;

8. nama jabatan dan alamat pejabar administrasi yang
herwenang;

b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;

nama dan aljamat perusahaan;

Ketentusn vang dilangpar;

uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukas
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c
d. jenis pelanggaran:
€
f

g jangka woktu penaatan lrewajiban nenanggung jawab
Usaha dan/atar: Kegiatan.

Pasal 509
Sarikol Administrani{ diterapkan berdasarkan atas:
a. berita acara pengawasan; dan

k. laporan hasil pengawasan.
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\2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud puda ayat {J) berdasarkan
pertirnbangan:

a. efcktivitas dan efisiensi terhudan pelestarian fungsi
Lingkungan Hidup;

b.  tingkatan arau jenis pelanggaran yany dilakukan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

c.  tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap pemenuhan perintah  atau
kewajiban  yang  ditentukan dalam  Sanksi
Adminisratif;

d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegmaran; dan/atau

e. ungkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang
dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 510

Sanksi Administratif berupa teguran fertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila
penanggung jawab Usaha danjatau Kegiatan melanggar
ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan
Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat
administratif.

Pacagraf 3
Paksaan Pemerintah

Pasal 511

(1) Sanksi Administratii berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) hurut b
diterapkan terhadap peranggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang udak melaksanakan perintah dalama
teguran tertulis dalam jangka waktu vyang telah
ditetapkan,

{2) Pengenaan . ..
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Pengenasn paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayali (1) dapat dijatuhkan tanpa didahuini teguran

tertulis apabila pelanggaran yang  dilakukan
menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagl manusia dan
Lingkungan Hidup;

b, dampak yang lebih besar dan lebih iuas jika tidak
scgera dibeugkan pencemaran darn/atau
kerusakannya; dan/atau

C.  Kerugian yang lebih besar bagi Lingkurngan Hidup iika
tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau
kerusakannya.

Paksaan pemerintah sebagainiana dimaksud pada ayat (1)

dan avat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. penghentian sementara kegiatan produksi;

b. pemindahan sarane produksi;

¢.  penutupan saluran pembuangan air 'imbal atau

Emisi;

pembongkaran;

pettyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi

menimbulkan pelanggaran;

{.  penghentian sementara sebagian atau selurub Usaha
dan/atau Kegiatan;

g kewajibar menyusun DELH atait DPLH; dan/atau

h. undakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelarggaran dan tindakan memubhken fungsi
Lingkungan Hidup.

@

Pasal 512

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memaksa penanggung jawab Usaha
darn/atau  Kegiatan untuk melakukan pemulihan
Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur. atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

{3) Pemulihan . . .
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Pemulihan fungs: Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
471.

Pasal 513

Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat
diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan
paksaan pemerintah.

Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan
Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan
persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.

Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang
wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Paragraf 4
Denda Administratif

Pasal 514

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
508 ayat (1) huruf ¢ dengan kriteria:

a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah
merniliki Perizinan Berusaha;

b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan
Berusaha;

c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air
Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan
Perizinan Berusaha;

d. tidak . . .
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d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;

e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi
penyusun Amdal;

f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara
Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku
mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
yang dimilikinya; dan/atau

g. melakukan  perbuatan yang  mengakibatkan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut
dilakutkan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau
luka berat, dan/atau matinya orang.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib
disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan
negara bukan pajak.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 515

Besaran denda administratif dengan kriteria tidak
memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
514 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiahj.

Pasal 516 . . .
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Pasal 516

Besaran denda administratif dengan kriteria  tidak
memliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 514 ayat (1) huruf b
dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi
Usaha dan/atau Kegiatan.

Denda administratif sebagaimsana dimaksud pada ayat {1)
diterapkan paling banyak Rp3.000.006.000,00 {tiga miliar
rupiahj.

Pasal 517

Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan
perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 514
ayat (1} buruf ¢ dihitung berdasarkan unit beban
pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau
Baku M Emisi sumber tidak bergerak.

Unit beban pencemar yang meiebihi baka mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan selisith konsentrasi aktual Air Limbah atau
Emisi dengan konsenfrasi baku mutu dikali dengan
debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggarar..

Denda administratit pelanggaran sebagaimana dimaksud
nada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter
yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak
Rp3 .C00.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 518

Besarar denda administratif dengan kriteria tidak
melaksanakanr kewajiban dalam Perizinan Berusaha
terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 514 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan
tingkat pelanggaran:

a. ringan;

h. sedang; ataw

¢.  berat.

2) Tingkat . . .
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Tingkat pelangguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan besaran denda administratif:

a. rnngav, paling sedikit Rpl.000.000,00 {(satu juta
rupizh) dan paling banvak Rp5.090.0G60,00 (lirna juta
ruiiakbl;

b.  seZang, paling sedikit Rp10.000.006,00 (sepululi juta
rupirh) dan paling boanyak Rpl15.000.000,00 (limea
belas juta rupiah); atau

¢.  berat, paling sedikic Rp20.000.000,06 (dua puluh jata
rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua
puluk lirna juta rupiah).

Besaran denda admuenistratif sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) dihitung secara akumulatif dar setiap

pelanggaran.

Besarail denda administratii sebagaimana dimaksud pada

ayat 3 diterapkan paling bargak

Rp3.000.6G3G.000,00 {tiga miliar rupiah).

Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

tercantum dalam lLampiran XV yang merupakan hagian

tidak terpisankan ¢ari Peraturan Pemerintah inj.

Pasal 514

Besaran denda adininistratif dengan kriteria menyusuan Amdal
tanpa sertifikar kompetensi penyusun Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 514 ayvat (1) huruf e sebesar 10%

(sepulah persen} dari biaya penvusunan Amdal.

Pasal 520

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian

dan/atau melakukan perbuatan sebagaimaira  dimaksud

dalam Pasal 514 ayat {i; huruf f dan haruf g dikenai paling

banyak Pp32.600.007.306,00 {tiga miliar rupian).

Paragrat . . .
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Paragraf 5

Pembekuan Perizinan Berusaha

Fasnl 521

Permnbekuar: Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 508 avat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung
jawabh Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a.
b.

C.

tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
tidak membayar denda administratif; dan/ataa

tidak membayar denda setiap keterlambatan atas
pelaksanaan paksaan pemerintal.

Paragraf &

Pencabutan Perizinan Berusaha

Fasal 522

Pencabutan Perizinan Berusaha scbhogaimane dimaksud dajam
pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a.

b.

Q

tidak  melaksanakan kewajiban  dalam  paksaan
pemerintah;

tidak membayar dends administratif;

tidak membayar denda atas keterlambatan pelsksanaan
paksaan pemerintak:;

tidak melaksanakan kewajiban dalam pembckuan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
dan/atau

melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusaken Lingkungan Hidup yang tidak dapat
ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf . . .
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Paragraf 7

Penerapan Sanksi Admimstratif Lapis Kedua

(1)

Pasal 523

Menieri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dslam hal
Mentern menganggap Pemerinteh Daerah secara sengaja
tidak menerapkan Sanksi Adrinistratif ferhadap
pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Linglkungan Hidup,

Menteri  dalam menerapkan Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud pada avat (1) didasarkan ztas
hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
302. 7

Paragraf 8

Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif

(1)

(2)

(3)

(4]

Pasal 524

Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan
pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh
Menteri.

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penaa‘tan
pelaksanaan Seiiksi Administraiif yang diterbitkan oleh
gubernur.

Bupati/wali kota melakukan pengawasan terhudap
penaaan  pelaxsanaan Sanksi  Administratif  yang
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Dalam hal hasil pengawasan  pelaksanaan Sanksi
Administratif menunjukkan penanggung jawsb Usaha
dan/atau: Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau
selurih kewajiban dalam Sarkei Administratif, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif
yang lebih berat.

{S) Menteri . . .
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(5) Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan
Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau
bupati/wali kota, apabila:

a. gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan
pengawasan; dan/atau

b. menimbulkan keresahan masyarakat.

Paragraf 9
Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 525

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506
melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif
apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh
kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 526
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.  perhitungan unit beban pencemar;
b. perhitungan denda administratif; dan
C. tata cara pengenaan Sanksi Administratif

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 527
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen
Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

b. penilaian . . .
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penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan
sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap
berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas
melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang
dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat
diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi
kompetensi; dan

dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah belum
menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan,
menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 528

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853};

c. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 200! tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161});

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingioungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tsinbahan Lembaran Negara Republik
Indounesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintalk Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengeloisan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 5617},

masil tetap berleku sepanjang fidak vertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasaitkan Peraturan
Pemerintan ini.

Pasal 529

Pada szel Peralaran Pemerintah in: mula berlaku:

a.

SK No 084374 A

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tanun 1999 tentang
Pengendaiian Pencemaran dan/atau Perusakan Laui
(Lembaran Negara Rapiblik Indonesia Tahun 1992 Nowmor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 3816},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengenaalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nowmnor 86, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Feraturan Pemerintah Nomor &2 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Muiu Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembiaran Negara Republik Indonesia Nomor 416§}

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2012 teniang Izin
Lingkungan {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2012 Nomor 48. Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285};

¢. Peraturan . . .
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e. Peraruran Pemerintah Nemor 101 Tahun 2014 {Lembaran
Negara Republik Indonezia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5617),

dicabut dan dinyatakan tidak terlaku.

Pasal 53¢

Keientuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan
dana jaminan pemulihan Lingkungan Hitup dalam Peraturan
Pemecrintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang [nstrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup (Lerabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5351
Pada saar Peraturan Pemerintah nu inulai berlaigu:

a. Lembaga Uj1 Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk
dalamm waktu palinmg lama © (enam) bulan secjak
diberlakukan Peratuiran Pemerintah ini;

b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbeutuvk dalam
waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diberlakukan
Peraturan Pemarintah in;

c. lembaga sertifikasi kompetensi penvusun Amdal terbentuk
dalam wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;

d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enaii) bulan sarapai
terbentuknya Lembaga Ui Kelayakan Lingkungan Hidup,
perpaniangan Usenst komisi penilai Awndal dilakukan
sesuat dengan kctentuan  peraturan  perundang-
undangar:;

€. penyusunan dan peneiapan Baku Mutu Air scrta
perhitungan dan penetapan alckasi beban pencemar air
harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua; tahun sejak Peraturan Pemerinteh 1n1 dmundangkan;

f. pemecnuhan Baku Mutu hasii u) Emisi sebagai dasar
pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur
pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahurn setelah
Peraturan Pemerintah ini diundangkan:

g. kewajiban . . .
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kewajiban memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di  bidang Pengelolaan Limbah B3
diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan;

seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah
diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya
kewajiban pengenaan Sanksi Administratif; dan

penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah B3
berupa serbuk bor yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) ke laut dari hasil pemboran kegiatan
eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan
lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud)
dari paling tinggi 5% (lima persen) menjadi 0% (nol persen)
dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember
2024,

Pasal 532

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan  pelaksanaan dana penjaminan  untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.

Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan
kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung,
penerapan Kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5
(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 332

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 534

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

L. UMUM

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk
menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam
kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungs: tersebut berjalan
sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan
Pengeiolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh
sermua pemangku kepentingan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup scjahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sebagui tindak lanjut
atas amanat dart Undang-i)ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk
memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam
mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana smanat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republbk Indonesia Tahun 1945

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang
baik dan sehat, Pemerintah juga Uerkewajiban untuk dapat menjamin
kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga
negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2029 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan
untuk mendorong kemudahas investasi, peningkatan lapangan Kkerja bagi
seluruh warga Negara Republil Indonesia dan penyederhanaan regulasi
perizinan. Undang-Undang Nowor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
mengubal beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pertinduiigan dan Pengelolean Lingkungan Hidup ditindaklanjud
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dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan
ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup
yang merupakan hak warga negara.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi
perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan
penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan
perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang
dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan
baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan
penctapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan
Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini
dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas
mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan. Mutu
Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
(RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di
level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui
mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup
berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan
pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan
menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha
dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah
nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan
Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan
tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan
untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan
Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk
menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu
Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan

mendapatkan . . .
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mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan
dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap
penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui
tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara
menyeluruh  terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun
sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat
saling terintegrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Avat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan eksisting” adalah
Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan
sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (7}
Cukup jelas.
Pasal 4 . .,
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal S5

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud “pertimbangan ilmizh” adalah kajian secara
komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap
kawasan lindung atau tidak.

Ayat (6}

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurufd . ..
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Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud “jasad renik” termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kelola hutan” adalah rencana
pada kesatuan pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan
hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek
pengelolaan hutan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

SK No 065012 A
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Huruf g

Pengecualian ini hanya berlaku untuk tenant yang berada di
kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan
pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi dengan
Amdal kawasan serta rencana Usaha dan/atau Kegiatan milik
tenant telah di lingkup di dalam Amdal kawasan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup mencakup antara
lain:

a. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak
memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan
dengan memanfaatkan bahan yang alami;

b. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan
menggunakan bahan alami;

c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3:
dan/atau

d. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak
diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau
kerusakan.

Huruf j

Yang dimaksud “rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain®
adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang secara skala/besaran
tidak wajib Amdal, mekanismenya dilakukan dengan
mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki
Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penapisan secara mandiri” adalah
penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat {4)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas,

Pasal 29
Ayat (1}

SK No 097310 A

Yang dimaksud “dampak secara langsung baik positif dan/atau
negatif” adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak
langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan
kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti
konflik sosial atau gangguan keschatan.

Ayat (2} ...
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti,
atau lembaga swadaya masyarakat pendamping” adalah orang
perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap
lingkungan hidup di wilayah studi rencana Usaha danj/atau
Kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di
wilayvah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, atau ikut serta
membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang
terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alain dan
lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama,
adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang
terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat
untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Pasal 32 . ..
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Pasal 32
Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan” merupakan lapisan
masyarakat yang paling berpotensi terkena dampak dari Usaha
dan/atau Kegiatan sehingga membutuhkan perhatian lebih agar
tidak berakibat buruk pada kehidupannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat adat” merupakan kelompok
masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, dan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “prakiraan Dampak Penting” mencakup

prakiraan besaran dan sifat penting dampak.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
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Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Penilaian administrasi merujuk pada pemeriksaan terhadap
kelengkapan administrasi berdasarkan persyaratan administrasi
yang telah ditetapkan.

Huruf b

Penilaian substansi merujuk pada penilaian secara keseluruhan
dan komprehensif yang berupa penilaian terhadap aspek
konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Persetujuan awal memuat perencanaan teknis Usaha dan/atau
Kegiatan seperti persetujuan tekno ekonomi untuk Usaha
dan/atau Kegiatan pertambangan, rencana induk pelabuhan
untuk Usaha dan/atau Kegiatan kepelabuhan atau rencana
induk bandara untuk Usaha dan/atau Kegiatan
kebandarudaraan, atau persetujuan awal yang sejenis.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruff. ..
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Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.
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Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.
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Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.
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Pasal 87 . ..



Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.
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Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
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Yang dimaksud dengan “sungai, anak sungai, dan
sejenisnya” adalah alur atau wadah Air alami dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta Air di
dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan Kkiri oleh garis sempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “danau dan sejenisnya” adalah
tempat limpasan Air permukaan dan/atau pada aliran
Air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi
lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara
alami maupun buatan. '

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rawa dan lahan basah lainnya”
adalah wadah Air beserta Air dan daya air yang
terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-
menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan
yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral
atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan
suatu ekosistem,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer” adalah lapisan batuan
Jjenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air
tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Ayat (3}

Cukup jelas.

Pasal 108

SK No 097315 A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disclenggarakan dengan pendekatan
DAS” adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam
DAS yang melingkupil batas wiiayah administratif dan/atau
kegiatan sektor,

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah suatu sistem
ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak
terpisahkan antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Pasal 109 ...
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Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3}
Peta DAS dan peta CAT yang digunakan adalah peta yang sudah
ditetapkan dan/atau dipublikasikan oleh instansi pemerintah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aspek hidrologi” antara lain
informasi terkait evapotranspirasi, presipitasi, dan air larian
(run off).
Yang dimaksud dengan “aspek hidrogeologi” antara lain
cekungan air tanah, aliran air tanah, rawan air tanah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “aspek geologi” antara lain komposisi,
struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan
bebatuan yang mempengaruhi mutu kualitas dan kuantitas
air.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek morfologi” adalah tampang
memanjang alur sungai dan tampang melintang sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekologi” adalah jenis, populasi,
kondisi flora dan fauna air, serta vegetasi dan fauna di sekitar
Badan Air.

Hurufe. ..
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Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek Mutu Air” adalah informasi
yang menggambarkan keadaan air termasuk sedimen beserta
parameter tertentu yang terkandung dalam air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek sumber pencemar” adalah
aktivitas atau kondisi lingkungan yang berpotensi
mempengaruhi Mutu Air, seperti Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan air® adalah
informasi mengenai bentuk pemanfaatan air yang
mempengaruhi  Mutu  Air, seperti kebiasaan/budaya
masyarakat, dan informasi terkait lainnya.

Ayat (2)
Huruf g

Yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah data yang
diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui tangan
kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masih relevan dan dapat
digunakan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data yang
diperoleh langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitan, responden, atau informan, yang
diperlukan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat {1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan
kesamaan ekosistem.

Avat(2) ...
SK No 065028 A yat (2)
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemantauan Mutu Air tanah referensi”
adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki
karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air
tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya.

Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih pristine/alami
atau belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor industri” merupakan seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sektor domestik” adalah kegiatan
vang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman,

perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang
sejenis.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe ...
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “DAS strategis nasional” adalah DAS
yang pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “status Mutu Air” adalah tingkat kondisi
Mutu Air yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada
suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan
Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mutu Air sasaran” adalah Muftu Air
yvang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka

waktu . . .
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waktu tertentu melalui penyelenggaraan program Kkerja
dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan
Mutu Air.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Kondisi sosial, ¢konomi, dan budaya mencakup bentuk
kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan
pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah scjenis
sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari
air.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan lainnya” merupakan
kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin

terpenuhinya . . .
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terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari untuk
masyarakat atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas
nasional.

Pasal 125
Ayat {1}

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air” adalah bentuk kegiatan
yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai
media untuk menerima Air Limbah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber pencemar nirtitik” adalah
kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau
sumber tidak tentu.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan (reduce), penggunaan
kembali (reuse), pendauran ulang (recycle), perolehan kembali
manfaat (recovery), dan/atau pengisian kembali (recharge) Air

Limbah . ..
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Limbah” adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi
Air Limbah yang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan
Air Limbah, efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air
Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah
yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air
mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air
Limbah yang dibawa oleh air larian (run off) pada saat atau
setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan sarana dan prasarana” adalah
bantuan dengan kriteria tertenitu dan herdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) ...
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Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha” adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang
diperiukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Air Limbah untuk
aplikasi ke tanah” adalah pernanfaatan air limbah dari suatu
jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu
masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik
dijadikan sebagal substitusi pupuk maupun
penyiraman tanah pada lahan budidaya atau nonbudidaya
atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d
Cukup jeias.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 132 . . .
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Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Huruf a
Pertimbangan  “fungsi ekologis”  dityjukan untuk
mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia,
dan pengatur air yang meliputi penyediaan air bersih,

pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air, serta biota
yang membutuhkan Mutu Air tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alokasi Beban Pencemar Air” yaitu
penurunan atau kuota beban yang ditetapkan untuk masing-
masing sumber pencemar sesuai (proporsional) dengan
besaran kontribusi beban pencemar masing-masing sumber
pencemar tersebut terhadap total beban pencemar aktual
pada satu segmen atau zonasi Badan Air permukaan atau
DAS.

Alckasi Beban Pencemar Air dapat berarti penurunan beban
pencemar untuk masing-masing sumber pencemar apabila
daya tampung beban pencemar sudah terlewati, sedangkan
apabila daya tampung beban pencemar masih tersedia atau
belum terlewati, maka kuota beban pencemar yang masih
diperbolehkan untuk dibuang bagi masing-masing sumber
pencemar.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “titik penaatan” merupakan titik yang
ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “titik pembuangan” merupakan titik
yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran Air Limbah pada air
permukaan,

Huruf e

Yang dimaksud dengan “titik pemantauan® merupakan titik
yvang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada air
permukaan, air tanah, dan/atau tanah.

Huruff. ..
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Huruf

Cukup jelas,
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pelepasan dadakan” adalah
membuang Air Limbah di luar debit yang ditentukan
pada saat tertentu sekaligus.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “mengencerkan” adalah
menambahkan air setelah pengolahan Air Limbah
sebelum atau pada titik penaatan untuk keperluan
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air
Limbah merupakan bagian integral dari teknologi
pengelolaan.

Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup ielas.
Angka 5

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.
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Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan
pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu
Lingkungan Hidup.
Huruf ¢
Yang dmmaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat
Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan
lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki
ekosistem.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan
untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.
Hurufe
Cukup jeias.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156 . . .
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Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Mutu Air” adalah upaya
yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termasuk kuantitas dan
keberlangsungan air.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksad dengan “konservasi Badan Air dan
ekosistemnya” adalah upaya melindungi Badan Air beserta
ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan
menentukan kualitas dan keberlangsungan air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencadangan Badan Air dan
ckosistemnya® adalah upaya mengelola Badan Air dan
ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi
keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayvat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat {6)

Yang dimaksud dengan “memitigasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca” adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan
emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah.

Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa
organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon
dioksida (CO2) dan metana (CHad).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

SK No 097320 A
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Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” dapat berupa penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbabh,
ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan
pencemar air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi udara” adalah kegiatan
pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang
meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber Emisi” merupakan sumber
pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan
Emisi.

Yang dimaksud dengan “sumber gangguan” merupakan

sumber pencemar yang menggunakan media udara atau
padat untuk penyebarannya.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber tidak bergerak” adalah
sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada
suatu tempat mencakup sumber titik (point source) seperti
cerobong pabrik dan sumber area (area source) seperti
kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan,
perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber bergerak” merupakan
sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang
berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan
bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat,
dan kendaraan berat lainnya.

Cukup jelas.

Pasal 166
Ayat (1)

Huruf a

SK No 065043 A
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Jenis Emisi dan pencemar udara dapat berupa gas atau
partikulat, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida
(NOx), sulfur dioksida {302), dan hidrokarbon (HC).

Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan, dan
getaran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data primer” merupakan data yang
diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang
diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Huruf b

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data sekunder” merupakan data
yang diperoleh secara tidak langsung melalui tangan pertama
melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya,
yang masih relevan dan dapat digunakan dalam
melaksanakan inventarisasi udara.

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Huruf a

Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besaran

Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan
alat ukur.

Huruf b

Perhitungan merupakan kegiatan menghitung besaran Emisi,

gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan metode
tertentu.

Pasal 169

Cukup jelas.
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Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas,
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Ayat (1)
Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait
antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang:
perhubungan;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. perindustrian;
d. tata ruang;
e. ketenagakerjaan;
f, kesehatan;
g. niset dan teknologi;
h. perencanaan dan pembangunan nasional; dan
i.  meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Ayat (2)
Inventarisasi udara dilakukan oleh bupati/wali kota dan
mengoordinasikan  masing-masing perangkat daerah di
wilayahnya.
Data hasil inventarisasi udara dari bupati/wali kota dalam 1
(satu) provinsi diserahkan kepada gubernur untuk dianalisis
schingga didapat penyebab utama sumber pencemar udara dan
parameter pencemar dominan dari setiap Kkabupaten/kota,
Selanjutnya data inventarisasi udara tersebut diserahkan ke
tingkat nasional untuk dibuat peta panduan (roadmap)
pengendalian pencemaran udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 174
Ayat (1)
Cukup jelas.

SK No 065045 A

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-390 -

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jenis parameter” adalah zat atau
senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran
udara, seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC),
atau sulfur dioksida (SO).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “nilai parameter” adalah besaran
konsentrasi zat atau senyawa kimia yang menyebabkan
terjadinya pencemaran udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan pristine” adalah daerah yang
menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer.

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178 . ..
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Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai konsentrasi Udara Ambien
tertinggi di kelas WPPMU” adalah besaran Baku Mutu Udara
Ambien nasional dikalikan dengan angka indeks atau
persentase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Huruf a

Yang dimaksud dengan “status Mutu Udara ambien” adalah
keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan
inventarisasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186 . . .
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Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan® adalah kegiatan
untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Huruaf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 188
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian Pencemaran Udara” adalah
upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara
serta pemulihan Mutu Udara.

Avat (2}
Cukup jelas.

Pasal 189
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup Jelas.

Hurufd ...
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya pengelolaan Mutu
Udara” adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam

perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kuota Emisi” adalah kuota Emisi dari
sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media
Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan “perdagangan kuota Emisi” adalah jual
beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media

Lingkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Huruf {

Pasal 190

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas,

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.
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Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas ,

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan” adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang
dan/atau badan hukum yang melakukan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan termasuk kegiatan produksi dan/atau impor dan
ekspor.

Ayat (2)
Huruf a

Pemantauan dengan cara manual dilakukan dengan cara
pengambilan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanjut di
laboratorium.

Huruf b

Pemantauan dengan cara otomatis dan terus-menerus
menggunakan peralatan otomatis vang langsung
menghasilkan data pengukuran dan sekaligus mengirimkan
datanya ke suatu stasiun pengumpul data.

Ayat (3} ...
SK No 065050 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5}
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produk dari Usaha dan/atau
Kegiatan sektor industri otomotif® adalah semua hasil produk
suatu usaha seperti kendaraan bermotor untuk angkutan
orang, angkutan barang dan gandengan atau tempel, dan alat
berat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “alat transportasi darat” adalah alat
yang dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang
dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “alat berat” adalah alat penunjang
kegiatan  industri, pertambangan, pertanian atau
perkebunan, konstruksi yang menggunakan enjin yang
digerakkan dengan motor bakar penyalaan kompresi yang
berfungsi sebagai alat angkat angkut, penggali, penarik,
pemadat dan/atau perata yang tidak beroperasi dijalan raya
dan mempunyai daya minimum 18 {delapan belas) KW.
Avyat (2)
Huruf a

SK No 097325 A

Pengaturan Emisi dari sumber bergerak tipe baru dikenakan
terhadap enjin induk (parent engine).

Enjin induk (parent engine) adalah enjin yang dipilih dari
rumpun enjin (family enyine} yang memiliki fungsi meémberi
efek tingkat Emisi yang lebih tinggi.

Hurufb. ..
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Huruf b

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berbasis jalan” adalah kendaraan
bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berbasis nonjalan” adalah peralatan
yang digerakan oleh enjin motor bakar yang digunakan dalam
menunjang kegiatan industri dan/atau alat angkat, angkut,
penarik, pemadat, dan/atau perata yang didesain tidak
beroperasi di jalan raya, antara lain enjin stasioner, kereta
api, peralatan militer, alat berat, dan kendaraan berat
lainnya.

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “enjin” adalah enjin yang berdiri
sendiri {stand alone engine).
Yang dimaksud dengan “enjin model baru” adalah enjin yang
siap diproduksi, akan dipasarkan, akan diproduksi ulang
dengan perubahan desain enjin, yang diimpor dan belum
beroperasi, atau yang sudah beroperasi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai barang
modal bukan baru.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.

SK No (097327 A
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Pasal 207
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adatah ukuran
batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya
meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan
dari sumber Emisi.

Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan
metode survey atau panel.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi mencemari
udara harus memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya
produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213 . ..
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Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana yang mengakibatkan Pencemaran
Udara” antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang
menyebabkan menurunnya Mutu Udara, serta berpotensi terjadinya
risiko gangguan kesehatan dan korban jiwa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai situs warisan dunia.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional tertentu”
adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian Lingkungan Hidup dan/atau situs warisan dunia,
yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Baku Mutu Air Laut mencakup air, sedimen, dan biota laut.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jelas.
Pasal 224 . ..
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Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Biota laut antara lain mencakup biota di ekosistern mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231 . ..
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Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indeks” adalah skala yang
menggambarkan kondisi Mutu Laut di lokasi tertentu pada waktu
tertentu.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240 . ..
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Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas,

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.
Pasal 251 . ..
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Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262 ., . .
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Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.
Pasal 273 . . .
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Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak
akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan
berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung
B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak
langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta
memiliki toksisitas subkronis atau kronis.

Ayat (3)

Huruf a
Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3
yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya,
tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat,
pencucian, pencegahan Kkorosi atau inhibitor korosi, pelarutan
kerak, dan pengemasan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa
proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat
ditentukan.

Ayat (4} . . .
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Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik
khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed
effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan
Lingkungan Hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut,
dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Ayat (1)

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian antara lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

a. perindustrian;
b. energi dan sumber daya mineral; dan
c. pengawasan ketenaganukliran.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah,
dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan
menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga
konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289 . ..
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Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat antara lain pasir, oil
absorbant, safety shower, oil boom, dan oil skimmer.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah
menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe . ..
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Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas,

Pasal 298
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 299
Ayat (1)
Huruf a

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya
antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil)
dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 300
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
Limbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran
dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3.

Pasal 301
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Hurufi. .
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Huruf i

Perhitungan biaya dan model keekonomian dimaksudkan
untuk memastikan bahwa operasional kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 dapat berjalan secara berkelanjutan.

Huruf ]
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,

Pasal 302
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah verifikasi dokumen
berupa checklist kelengkapan dan kebenaran terhadap persyaratan
Persetujuan Teknis,

Ayat (3}
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3. Informasi mengenai Kkarakteristik Limbah B3
diperiukan untuk mengumpulkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf 1

Laporan Pengumpulan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dan Limbah B3
yang akan diserahkan kepada Pengolah Limbah B3, Pemanfaat
Limbah, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal 307
Ayat (1) .
Verifikasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke lokasi
pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 untuk mengecek
kesesuaiannya dengan Persetujuan Teknis.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3} ...
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 308
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Cukup jelas,

Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
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Huruf d

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi
antara lain Pemanfaatan Limbah B3 sludge minyak seperti oil
sludge, oil sloop, dan oli bekas, yang dimanfaatkan sebagai
bahan bakar alternatif pada industri semen.

Huruf ¢

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku vaitu
Pemanfaatan Limbah B3 oli bekas yang dimanfaatkan sebagai
bahan baku utama pada industri daur ulang oli bekas.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 317
Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan
makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6. ..
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Angka 6

Cukup jeias.
Angka 7

Cukup jelas.
Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen,
maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji
emisi, dan uji kualitas produk semen,

Angka 9
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat(4) . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan
makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM]) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 330
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2 . ..
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Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Hurutf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.
Pasal 332 . ..
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Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen,
maka memerlukan wji total konsentrasi logam TCLP, wji
emisl, dan uji kualitas produk semen.

Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10. ..
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Angka 10
Cukup jelas.

Ayat (2}

SK No 097334 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3. Inforrnasi mengenai karakteristik Limbzah B3
diperlukan uniuk memanfaatkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf1
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dengan Limbah
B3 yang dimanfaatkan, dan Limbah B3 hasil kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang dikelola dan/atau diserahkan
kepada Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf |

Cukup jelas.
Hurufm . ..
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Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338

Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari
suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang
menghasilkan produk utama (main product). Produk samping lazimnya
memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat
digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi
syarat dan/atau standar produk.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Penentuan  efisiensi  penghancuran dan  penghilangan
(destruction removal efficiency) dilakukan dengan menghitung
konsentrasi dan/atau berat Limbah B3 di awal dan di akhir
proses pengolahan secara termal. Angka persentase
menunjukkan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang
dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah
molekul dari senyawa Limbah B3 yang dimasukkan ke dalam
sistem Pengolahan Limbah B3 secara termal.

Senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs)
merupakan B3 yang sulit terurai atau terdekomposisi. Senyawa
principle organic hazardous constituents (POHCs) lazimnya
terkandung dalam Limbah B3 sehingga digunakan sebagai cara
untuk mengetahui kemampuan efisiensi penghancuran dan
penghilangan  (destruction removal efficiency) dari alat
Pengolahan Limbah B3 secara termal yang menghasilkan emisi
udara seperti insinerator.

Senyawa POHCs antara lain tetrakloroetilena, toluena, 1,2-
dikloropropana, dan karbon tetraklorida.

Ayat (2)

SK No 065078 A
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.
Pasal 353 . ..
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Pasal 353
Cukup jelas,

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf'1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360 . . .
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Pasal 360
Cukup jelas.
Pasal 361
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 083020 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3
vang dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan
karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik
Limbah B3 diperlukan untuk mengolah Limbah B3 dengan
tepat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Hurufm. ..
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Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penempatan kembali di area bekas
tambang” adalah menempatkan Limbah B3 yang dihasilkan
dari bahan baku yang bersumber dari kegiatan pertambangan
sejenis dan memenuhi ketentuan teknis ke dalam area bekas
lubang tambang.

Hurufd . ..
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas,

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas

Pasal 370
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelapis” adalah adanya lapisan
pelindung yang dibangun wuntuk mencegah terpaparnya
Limbah B3 atau air lindi dari Limbah B3 ke Lingkungan Hidup.
Lapisan pelindung dapat berupa synthetic liner atau compacted
clay atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas
yang sama. Lapisan pelindung dapat diberikan dengan double
liner dan/atau single liner atau hanya dengan compacted clay.

Hurufc. ..

SK No 065084 A



it

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
.78 -
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca
penutupan Penimbunan Limbah B3 berisi antara lain rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka
panjang di fasilitas Penimbunan Limbah B3,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruff. ..
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Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
ditimbun” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah
B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan
untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Hurufb...
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat(3)...
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan

pembangunan fasilitas dan

pembangunan fasilitas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
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Huruf i
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
ditimbun” adalab menentukan sumber dan karakteristik Limbah
B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan
untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruff. ..
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Huruf f

Laporan Penimbunan Limbah B3 disusun untuk memastikan
bahwa jumlah Limbah B3 yang diterima sama dengan Limbah
B3 yang diclah dan/atau ditimbun.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas,

Pasal 390
Cukup jelas,

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc. ..
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Huruf ¢

Serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha
dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (water-based
mud) digolongkan sebagai Limbah nonB3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) meter
untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke laut yaitu kedalaman
titik pembuangan Limbah B3 (outfall) berada pada kedalaman
lebih dari atau sama dengan 100 {seratus) meter.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Up-welling merupakan fenomena oseanografi vang ditandai
dengan terjadinya penaikan massa air dari kedalaman laut
hingga ke permukaan yang disebabkan antara lain angin dan
perbedaan temperatur.

Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 396 . . .
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Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan”
adalah penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang sedang berlangsung.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Ayat (1)

Pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasus
per kasus oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas,

Pasal 408
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruaff. ..
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (D)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 409
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah
pabean.

Pasal 410
Cukup jelas.

Pasal 411
Cukup jelas.

P .
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Cukup jelas.

Pasal 413
Cukup jelas.

Pasal 414
Cukup jelas.

Pasal 415
Cukup jelas.

Pasal 416
Cukup jelas.

Pasal 417
Cukup jelas.

Pasal 418
Cukup jelas.

Pasal 419
Cukup jelas.

Pasal 420
Cukup jelas.

Pasal 421
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah pelapis dasar” adalah tanah yang
dapat digunakan sebagat pelapis dari suatu kegiatan konstruksi

dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 422
Cukup jelas.

Pasal 423
Cukup jelas.

Pasal 424
Cukup jelas.

Pasal 425
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas.

Pasal 427
Cukup jelas.

Pasal 428
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.
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Pasal 440 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.
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Pasal 450
Ayat (1)
Huruf a

Limbah nonB3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak
memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan
penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah nonB3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya
adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber
spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 451
Cukup jelas.

Pasal 452
Ayat (1)

Pengelolaan Limbah nonB3 tidak mempunyai Persetujuan Teknis
sehingga semua standar teknis tercantum dalam Persetujuan
Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 453 . . .
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Pasal 453
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah nonB3” adalah
pencampuran Limbah nonB3 dengan B3, Limbah lainnya, dan/atau
Limbah B3, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan
atau zat lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” adalah tempat
pemrosesan akhir sampah.

Pasal 454
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sebelum
Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau
volume Limbah nonB3 yang dihasilkan dari modifikasi,
perubahan proses produksi, dan/atau perubahan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sesudah
Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau
volume Limbah nonB3 secara fisik dan/atau termal.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 455
Cukup jelas.
Pasal 456 . . .
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Pasal 456
Cukup jelas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 458
Cukup jelas.

Pasal 459

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi
antara lain pemanfaatan Limbah siudge [PAL dimanfaatkan
sebagai campuran bahan bakar alternatif pada boiler.

Huruf c

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku yaitu
pemanfaatan Limbah nonB3 khusus seperti fly ash batubara
dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB
(Circulating Fluidized Bed) dimanfaatkan sebagai bahan baku
kontruksi pengganti semen pozzolan.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Pasal 460 . . .
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Pasal 460

Cukup jeias.

Pasal 461
Cukup jelas.

Pasal 462
Cukup jelas.

Pasal 463
Cukup jelas.

Pasal 464
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

Pasal 466
Cukup jelas.

Pasal 467

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Notifikasi Limbah nonB3 berfungsi sebagai pemberitahuan kepada
negara penerima untuk mendapatkan persetujuan negara tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
ekspor dapat dilaksanakan.

Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 468 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Ayat (1)

Huruf a

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
digunakan antara lain untuk kegiatan penanggulangan
Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup termasuk penanggulangan keadaan darurat
Lingkungan Hidup yang terjadi akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pada tahap prakonstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan
pemeliharaan, dan/atau pascaoperasi,

Penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu
keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang
menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan memerlukan tindakan
penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi
terjadinya tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih parah.

Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat
Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan:

a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti
antara lain B3 dan/atau Limbah B3;

b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar
dampaknya tidak meluas;

¢. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan

d. terdapat potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau
Kerusakan Lingkungan Hidup jika tidak segera
ditanggulangi.

Huruf b
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {4}

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan
Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu
Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi® adalah upaya pemulihan
untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan
Hidup termasuk wupaya pencegahan kerusakan lahan,
memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan
untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat {5}
Cukup jelas.

Pasal 472
Ayat (1)

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan
Lingkungan untuk pemulihan kualitas Lingkungan Hidup yang
tercemar dan/atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara
lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang, asuransi
pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana . ..
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Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup wajib
disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai
pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang
Persetujuan  Lingkungan untuk melakukan pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (polluters pay
principle) dan pelaksanaan internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki risiko rendah dan
menengah terhadap Lingkungan Hidup adalah Usaha dan/atau
Kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat
tidak menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat {6)
Cukup jelas.,

Pasal 473
Ayat (1)
Huruf a

Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka
jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank Pemerintah
atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota ¢q.
perusahaan yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd . ..
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Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 474
Cukup jelas.

Pasal 475
Cukup jelas.

Pasal 476
Cukup jelas.

Pasal 477
Cukup jelas.

Pasal 478
Cukup jelas.

Pasal 479
Cukup jelas.

Pasal 480
Cukup jelas.

Pasal 481
Cukup jelas.

Pasal 482
Cukup jelas.
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Pasal 483
Cukup jelas.

Pasal 484
Cukup jelas.

Pasal 485
Cukup jelas.

Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 487
Cukup jelas.

Pasal 488
Cukup jelas.

Pasal 489
Cukup jelas.

Pasal 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 495
Ayat (1)
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"melakukan pemantauan”

adalah

pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek Pengawasan
sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf

Yang dimaksud dengan “menghentikan pelanggaran tertentu”
adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di
lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian
saluran bypass Air Limbah, penghentian pembuangan Air

Limbah tanpa
penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

melalui  pengolahan,

penghentian

Ayat (2] ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 496
Cukup jelas.

Pasal 497
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” dapat berupa data
terkait laporan pelaksanaan ketentuan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah antara lain melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup, laporan hasil pembinaan, dan laporan

swapantau Usaha dan/atau Kegiatan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a’

Yang dimaksud dengan “persiapan pengawasan” adalah kegiatan
yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
sebelum melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan.

Persiapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup antara lain pengumpulan data dan informasi, penyiapan
alat pelindung diri, administrasi, dan peralatan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan ketaatan” adalah
pemeriksaan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hurufc . ..
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut hasil penigawasan” adalah
melakukan analisis teknis dan yuridis terhadap temuan di lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dan rckomendasi penegakan hukum
yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Ayat (5}
Cukup jelas.

Pasal 498
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi pelanggaran yang terdeteksi”
adalah indikasi pelanggaran yang bersumber antara lain dari
citra satelit, hasil pengamatan langsung, dan laporan swa-
pantau dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Hasil pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL
rinci Pelaku Usaha dalam kawasan digunakan sebagai dasar untuk
menerapkan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha dalam
kawasan yang tidak taat terhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Pasal 499
Cukup jelas.

Pasal 500
Cukup jelas.

Pasal 501
Ayat (1)

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban mutlak” atau strict
liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah ancaman yang
berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat, seperti kesehatan manusia, air
permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan
hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (95)

Cukup jelas.
Ayat {6)

Cukup jelas.

Pasal 502
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
relatif besar seperti pembuangan Air Limbah yang melebihi Baku
Mutu Air Limbah dan menyebabkan dilampauinya Baku Mutu
Air, tindakan membakar hutan dan/atau lahan yang
mengakibatkan rusaknya hutan dan/atau lahan.

Huruf b .
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Huruf b

Keresahan masyarakat antara lain terganggunya kesehatan dan
mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 503
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip integritas” adalah prinsip yang
menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip profesionalisme” adalah prinsip
menjalani profesi sesuai keahliannya.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “prinsip responsif’ adalah prinsip cepat
tanggap.

Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat {4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.
Pasal 506 . ..
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Pasal 506
Cukup jelas.

Pasal 507
Cukup jelas.

Pasal 508
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SK No 065113 A

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenis pelanggaran” adalah jenis
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan/atau Perizinan Berusaha terkait
Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah
terkait Persetujuan Lingkungan dan ditemukan pelanggaran
yang tertuang dalam berita acara pengawasan dan/atau berita
acara klarifikasi. Jenis pelanggaran antara lain tidak memiliki
Persctujuan Lingkungan, Air Limbah melebihi Baku Mutu Air
Limbah, dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.

Huruf e

Yang dimaksud deagan “ketentuan yang dilanggar” adalah
kewajiban dan larangan dalam Perizinan Berusaha dan/atau
Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang
dilanggar, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
dilanggar.

Huruff. ..
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Huruf {

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 509
Cukup jelas.

Pasal 510

Pelanggaran yang bersifat adminisiratif antara lain tidak membuat dan
menyampaikan laporan, tidak memasang simbol dan/atau label pada
kemasan Limbah B3, dan tidak memasang tanda titik penaatan.

Pasal 511
Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pasal 513
Cukup jelas.

Pasal 514
Cukup jelas.

Pasal 515
Ayat (1)

Nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan dihitung dari nilai investasi
Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki Persetujuan
Lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 516 . . .
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Pasal 516
Cukup jelas.

Pasal 517
Cukup jelas.

Pasal 518
Cukup jelas.

Pasal 519
Cukup jelas.

Pasal 520
Cukup jelas.

Pasal 521
Cukup jelas.

Pasal 522
Cukup jelas.

Pasal 523
Cukup jelas.

Pasal 524
Cukup jelas.

Pasal 525
Cukup jelas.

Pasal 526
Cukup jelas.
Pasal 527 . ..
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Pasal 527
Cukup jelas.

Pasal 528
Cukup jelas.

Pasal 529
Cukup jelas.

Pasal 530
Cukup jelas.

Pasal 531
Cukup jelas.

Pasal 532
Cukup jelas.

Pasal 533
Cukup jelas.

Pasal 534
Cukup jelas.
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